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Skripsi Alfin Zakaria,2019. Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-
2019 Dalam Memperjuangkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak (Studi Gender Dan Politik). Skripsi Program 
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya.  
Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya minimnya 
keterwakilan perempuan di DPRD sampang yang hanya 1 orang dan budaya 
patriarki yang berkembang dimasyarakat sampang. Rumusan masalah terkait 
penelitian ini: Bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 
dalam memeperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengidentifikasi proses 
anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan 
daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menjawab 
permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam 
penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakakan memakai teori gender 
dan politik. 
Hasil penelitian dapat ditarik dua kesimpulan yang peneliti ambil. Anggota 
legislatif sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 
anggota dewan yakni  dalam menjalankan fungsi legislasi atau membuat undang-
undang. Selain itu meski hampir seluruh anggota DPRD kabupaten sampang adalah 
laki-laki, namun meraka memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala 
permasalahan perempuan yang ada di kabupaten Sampang. Hal itu dapat dinilai 
dengan berhasil menciptakan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sebagai 
jawaban atas segala permasalahan perempuan di kabupaten sampang.Terdapat 
beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap perencanaan, tahap 
perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap perundangan. Dalam 
tahap perundangan yang berupa sosialisi atau penyebarluasan Peraturan Dearah No. 
7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Sampang yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.  Menemukan  
fakta terdapat faktor penghambat terciptanya kesetaran gender yaitu budaya yang 
berkembang dimasyarakat sampang dengan budaya  patriarki yang kuat. Sehingga 
perempuan disana meyakini posisi perempuan hanya pada ranah domestic dan 
menimbulkan keraguan bagi perempua sampang untuk ikut mengambil bagian pada 
ranah publik. 
Kata Kunci : Proses Pembuatan Perda, Perda Pemberdayaan Perempuan, Gender 
Dan Politik.  
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A. Latar Belakang 
Pemilu merupakan salah satu cara untuk menentukan arah 
perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling pantas untuk 
menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut.1Menurut tricahyo2 
secara universal pemilihan umum merupakan instrument mewujudkan 
kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan  yang absah 
serta  sarana mengartikulasikan kepentingan rakyat. 
Dari definisi diatas  menjelaskan bahwa pemilihan umum 
merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Membentuk 
pemerintah yang sah serta sebagai sarana mengartikulasikan aspirasi dan 
kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam 
rangka penyelenggaraan negara, kedaulatan rakyat dijalankankan oleh 
wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan 
(reprentatatve democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect 
democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui 
pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan 
aspirasi rakyat. 
Tidak hanya pemilihan eksekutif, pemilu juga merupakan langkah 
untuk memilih wakil rakyat di perlemen yang tergabung dalam lembaga 
                                                             
1Sarrdini, Hidayat. Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonsia. Cet.1 Yokyakarta; Fajar media 
press: hal;298 
2 Tricahyo, ibnu, Reformasi  Pemilu Menuju pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Malang: in-
Trans Publishing.2009 hal: 9 



































legislatif. Dalam pagelaran pemilu leslatitif DPRD kabupaten sampang 
partai-partai beradu untuk memenagkan pemilu 2014. Di mana dalam 
pemilu legislatif  2014 terdapat beberapa partai yang berhasil masuk dalam 
keanggotaan DPRD Kabupaten Sampang, meliputi PKB, PDI-P, PPP, 
DEMOKRAT, GOLKAR, GERINDA, HANURA, PBB, PAN, NASDEM. 
Jika digambarkan dalam bentuk tabel peroleh kursi partai di DPRD 
sampang sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Perolehan Suara Partai DPRD sampang 
No  Partai  Kursi 
1 PKB 8 
2 GERINDRA 8 
3 PPP 7 
4 DEMOKRAT 6 
5 HANURA 4 
6 PAN 3 
7 PDI-P 2 
8 PKS 2 
9 NASDEM 2 
10 PBB 1 
 Sumber: komisi pemilihan umum sampang 
Keseluruhan anggota DPRD kabupaten sampang seluruhnya 
berjumlah 45 anggota Dewan. Sejarah singkat perjalanan lembaga DPRD  
dari masa kemasa tidak jauh berbeda jika dilihat dari komposisi jumlah 
anggota legislatif laki-laki dan perempuan. dari beberapa pemilu legislatif 
yang pernah diselenggarakan hampir seluruhnya laki-laki yang berhasil 
duduk menjadi anggota dewan. Hanya berbeda pada tahun 2014 terdapat 1 
perempuan yang berhasil lolos dalam anggota legislatif. Berikut adalah 



































data tentang representasi di DPRD Kabupaten Sampang tahun 1971 
hingga tahun 2019 : 
Tabel 1.2 
Presentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten 
Sampang dari tahun 1971 hingga 2019. 
Periode 
Jenis Kelamin 
Perempuan % Laki-laki % 
1971-1977 0 0 45 100 
1977-1982 0 0 45 100 
1982-1987 0 0 45 100 
1987-1992 0 0 45 100 
1992-1997 0 0 45 100 
1997-1999 0 0 45 100 
1999-2004 0 0 45 100 
2004-2009 0 0 45 100 
2009-2014 1 2,22 44 97,78 
2014-2019 1 2,22 44 97,78 
  Sumber: diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang 2014 
Mengacu pada tabel tersebut, sangat ironi ketika dikomparasikan 
dengan jumlah laki-laki yang ada di kabupaten sampang yaitu sebanyak 
435.195 jiwa dan perempuan sebanyak 449.009  namun hanya memiliki 1 
wakil perempuan di DPRD kabupaten  sampang.3 Sungguh  secara politis 
tidak sama sekali menunjukkan “equal representation” atau kesetaraan 
perwakilan di DPRD. Maka dapat dipastikan watak DPRD disana jika 
melihat kebijakan yang dihasilkan tentu akan bias gender atau bersifat 
maskulin. 
                                                             
 5-https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2014/01/02/123/-banyaknya-penduduk-akhir-tahun-
menurut-kecamatan-dan-rasio-jenis-kelamin-di-kabupaten-sampang-2013-.html diakses pada 23 
Juni 2019 pukul 22.53 



































Partai politik belum mentaati penuh terhadap kewajiban merekaa 
atas 30 % pencalonan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) 
nomor jadi, atau nomor urut yang petensial agar terpilih. Kebanyakan 
perempuan justru dijadikan sebagai simbol akomodatif, dengan diberi 
nomor urut  susah meloloskan perempuan agar bisa duduk di parlemen. 
Selain mininya keterwakilan perempuan di DPRD sampang, 
disokong juga oleh budaya yang berkembang dimasyarakat.salah satu 
budaya yang berkembang  dalam masyarakat Sampang adalah 
penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan 
Sampang, yakni bhuppa’-bhabhu’-ghuru-rato, yang dalam bahasa 
Indonesia berarti bapak - ibu - guru (kyai) - ratu (pemerintah). Ungkapan 
ini sering muncul dalam pergaulan sehari-hari pada masyarakat Sampang 
hingga saat ini. Sistem budaya patriarki yang berkembang di Sampang 
juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak 
sebagai orang yang kali pertama harus dihormati.  
Menurut Subandi dan Hanif“Patriarki merupakan sebuah sistem 
sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga 
menimbulkan pemusatan kekuasaan dan privilige di tangan kaum laki-laki 
dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan 
ketimpangan sosial antar gender.”4 
                                                             
4 Idi Subandi dan Hanif Suranto, “Sebuah Pengantar” dalam Wanita dan Media (Jakarta: PT. 
Remaja Rosdakarya, 1998)hlm. LIV 



































Dengan demikian, patriarki adalah segala kebiasaan masyarakat 
yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai 
penguasa atau  pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan 
sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah 
konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. 
Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-
mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap 
suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan 
religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama 
orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal 
munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan 
penempatan bhabhu’ (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa 
dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni 
kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di atas. 
Meski keterwailan perempuan di sampang hanya 1 orang anggota 
dewan dan budaya patriarki sangat kuat disana, dalam kurun waktu 
periode 2014-2019terdapat 1 peraturan daerah  yang terkait  kepentingan 
perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. 
Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan 
menjadi produk hukum dalam meningkatkan kualitas perempuan di 
kabupaten sampang.  Salah satu isi tentang pemberdayaan perempuan 
dalam perda tersebut terdapat pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 



































5nomor 18 yang menyebutkan: Pemberdayaan Perempuan adalah setiap 
upaya meningkatkan kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai 
dengan kemampuan masing-masing. 
Berdasarkan minimnya keterwakilan perempuan di DPRD 
sampang yang hanya 1 orang dan juga fenomena patriarkit yang kuat pada 
masyarakat sampang diatas danmenjadi sebuah ketertarikan bagi peneliti 
ini untuk menganalisa lebih lanjut terkait dengan bagaimana kinerja 
anggota legislatif sampang dalam memperjuangkan produk kebijakan yang 
responsif terhadap masalah perempuan. Kemudian dibuat dalam  karya 
ilmiah berntuk skripsi dengan judul “Kinerja Anggota Legislatif 
Sampang Periode 2014-2019 Dalam Menginisiasi Peraturan Daerah 
Pemberdayaan Perempuan. (Studi Analisis Gender dan Politik)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang 
dapat di ambil dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimana proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 
dalam menginisiasi peraturan daerah  pemberdayaan perempuan? 
 
 
                                                             
5Pasal 1 ketentuan umum BAB I Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang nomor; 18,19,22,23 



































C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
Mengidentifikasi proses anggota legislatif sampang periode 2014-2019 
dalam menginisiasi peraturan daerah  pemberdayaan perempuan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoretis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meambah wawasan dan 
memberi informasi serta menambah pustaka dalam dunia politik 
tentang kinerja anggota legislatif sampang periode 2014-2019 dalam 
memperjuangkan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
pemikiran dalam hal mengembangkan layanan seta pelaksanaan 
tugas kepada pihak-pihak yang membutuhkan.  
1) Dapat menjadi bahan rujukan/ referensi untuk penelitian 
lanjutan bagi pemerintah khususnya yang mengkaji 
permasalahan tentang Kinerja  anggota legislatif 
sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi 
peraturan daerah pemberdayaan perempuan  



































2) Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 
bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, 
terutama yang menyangkut pemberian bantuan kepada 
masyarakat. 
b. Bagi Peneliti  
Guna memenuhi tugas akhir skripsi Strata 1 serta dapat 
menambah  wawasan  peneliti mengenai kinerja proses anggota 
legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginisiasi 
peraturan daerah  pemberdayaan perempuan. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti 
akan memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab 
sebagai berikut:  
Bab pertama (I) berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian..  
Bab kedua (II) berisi kajian teoritik tentang Kinerja anggota 
legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan 
daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
Bab ketiga (III) berisi metodologi penelitian yang meliputi, 
pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek 
penelitian dan informan, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, 



































teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data dan sistematika 
pembahasan.  
Bab keempat (IV) isinya penyajian dan analisis data yang akan 
menyajikan hasil data lapangan dan analisis  tentang Kinerja  anggota 
legislatif sampang periode 2014-2019 dalam memperjuangkan peraturan 
daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
Bab kelima (V) berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 
saran.




































A. Penelitian Terdahulu 
Agar terhindar dari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama 
dari penelitian ini, ada beberapa penelian terdahulu yang relevan 
sbegai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti Wulandari pada tahun 
2016 dalam jurnal yang berjudul “KINERJA POLITISI 
PEREMPUAN DI DPRD KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014-
2019”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Banjarmasin tahun 2014-2016. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa kinerja politisi 
perempuan di DPRD Kota Banjarmasin tahun 2014-2016 sudah 
baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi 
perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan 
dengan berhasil disepakatinya Perda yang berkaitan dengan 
gender, dan anak. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan 
dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan 



































dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil 
menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program 
peningkatan perempuan, politisi perempuan juga berperan dalam 
memberikan saran dan pendapat pada Walikota, menyiapkan, 
menyusun serta ikut menetapkan RAPBD menjadi APBD sehingga 
dapat  mendukung program-program khususnya program yang 
berkaitan dengan perempuan dan anak. Politisi perempuan dinilai 
aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, 
diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, 
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan 
pengawasan APBD oleh SKPD. 
Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah 
membahas mengenai tiga fungsi pokok anggota legislatif serta 
kinerja anggota dewan dalam upaya memperjuangkan kepetingan 
perempuan  . Kemudian terkait perbedaan yang paling mendasar 
dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan 
terletak pada fokus penelitian pada kinerja anggota legislatif 
sampang  baik laki-laki atau perempuan dalam memperjuangkan 
peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Khusna pada tahun 2019 
yang berjudul “PERAN ELIT POLITIK PEREMPUAN (Studi Peran 
Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten 



































Sidoarjo Periode 2014-2019)”. Ada dua rumusan masalah terkait 
penelitian ini 1.) Bagaimana Peran Legislator Perempuan Dalam Fungsi 
Legislasi di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 2.) Bagaimana Kinerja 
Legislator Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten 
Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran 
dan kinerja anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode 
kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. 
Teori yang digunakakan memakai Teori Representasi Hanna F Pitkin dan 
Teori Gender Robert Stoller. Hasil penelitian ini ada dua. Pertama 
dimana peran anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kabupaten 
Sidoarjo terlihat belum maksimal dan memerlukan upgrading. Karena 
minimnya suara perwakilan politik kaum perempuan dan tidak ada yang 
menjadi pimpinan di lembaga DPRD. Namun dengan adanya dua 
anggota dewan perempuan yang masuk dalam jajaran anggota 
Bapemperda dapat dikatakan cukup mewakili dalam membuat peraturan 
daerah, karena yang berperan penting dalam fungsi legislasi adalah 
Bapemperda. Kedua kinerja yang dihasilkan oleh anggota dewan 
perempuan sudah baik (progresif) dan menjawab social support 
kebutuhan masyarakat, dimana upaya-upaya anggota dewan perempuan 
dalam menampung aspirasi masyarakat, dan mengadakan pelatihan-
pelatihan untuk kaum perempuan dan sudah adanya perda yang responsif 
gender.Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu ini adalah 
penelitian ini membahas mengenai peran serta kinerja anggota 



































dewan perempuan dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi 
sebagai anggota dewan. Kemudian terkait perbedaan yang paling 
mendasar dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang 
ingin menelinti tentang kinerja dan proses anggota dewan dalam 
memperjuangkan pereturan daerah tentang pemeberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. 
3. Penelitian dari Lestari pada tahun (2015) dalam penelitiannya yang 
berjudul “ Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan 
Dalam Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Cilacap Periode 2009-
2014” dengan rumusan masalah 1). Bagaimana kedudukan 
perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Cilacap 
periode 2009-2014? 2). Bagaimana peran anggota dewan 
perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD 
Kabupaten Cilacap periode 2009-2014? 3). Bagaimana kedudukan 
dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di 
DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014. Hasil  dalam 
penelitian ini adalah kedudukan anggota dewan perempuan di 
DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 masih marginal 
secara politik, peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-2014 
terlihat tidak maksimal, dan kedudukan atau jabatan anggota 
dewan mempengaruhi peran anggota dewan baik itu anggota 



































dewan perempuan maupun laki-laki khususnya dalam pelaksanaan 
fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap periode 2009-20146. 
B. Landasan Teori 
1. Gender 
Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk 
menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat 
bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya 
dan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini 
sangat penting karena selama ini sering sekali mencampuradukan 
ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan 
kodrati (gender). Gender adalah suatu konsep kultural yang 
berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, 
perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki 
dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat7.  
Menurut para ahli lainnya seperti Hilary M. Lips mengartikan 
gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 
perempuan (cultural expectations for women and men). H. T. 
Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan 
perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan 
dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi 
laki-laki dan perempuan. Sedangkan Linda L. Lindsey menganggap 
                                                             
6Lestari, H. (2015). KEDUDUKAN DAN PERAN ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DALAM 
FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN CILACAP PERIODE 2009-2014 (Doctoral 
dissertation, Universitas Negeri Semarang). 
7Helen Tierney (ed), Women’s Studies Encyclopedia, Vol 1, New York: Green Wood Press, 
h.153)  



































bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang 
sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian 
gender (What a given society defines as masculine or feminim is a 
component of gender). Elaine Showalter menegaskan bahwa gender 
lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari 
konstruksi sosial-budaya8.  
Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, 
tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri 
laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan 
masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya 
perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan 
atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas 
dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang 
melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan 
masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. 
Kesetaraan Gender adalah kalimat yang seringkali kita dengar 
terucap dalam diskusi ataupun tertulis dalam sejumlah referensi. 
Apa arti kesetaraan gender? Untuk menjelaskannya, berikut ini 
kami ketengahkan sejumlah istilah yang erat kaitannya dengan 
problematika gender selain istilah tersebut.  
a. Pengarusutamaan Gender  
                                                             
8Ramli, M. A. (2010). Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi 
tempatan. Jurnal Fiqh, 7, 49-70 



































 Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan 
untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan 
perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan 
manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan 
mengontrol proses pembangunan. 
b. Kesenjangan Gender  
Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu 
jenis kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan 
jenis kelamin lainnya (Laki-laki lebih banyak dari perempuan 
atau sebaliknya)  
c. Kesetaraan Gender  
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-
laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial 
budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional 
(hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai 
dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-
laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, 
kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan 
memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.  
d. Keadilan Gender  



































Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil 
terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender 
berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, 




Ilmu politik apabila dipandang sebagai ilmu sosial dan 
memiliki dasar, rangka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, 
maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik dikategorikan sebagai 
ilmu yang termuda, karena ilmu ini dikenal secara luas oleh 
publik tepatnya pada abad ke sembilan belas. Pada tahap ini 
ilmu politik secara pesat dan berdampingan dengan dengan 
ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ilmu sosiologi, antropologi, 
ekonomi dan psikologi, dalam perkembangnnya kesemuaannya 
mereka saling mempengaruhi. Jika ilmu politik ditinjau secara 
komprehensif dan rasional yang mencakupi aspek negara dan 
kehidupan politik, maka dengan sendirinya ilmu politik 
dikategorikan sebabai ilmu tertua. Pada taraf ini ilmu politik 
bersandarkan kepada ilmu filsafat dan sejarah10.  
                                                             
9 Nugraha, Riant. 2008. Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan 
Gender Dalam Administrasi Publik Pasca Reformasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
10 Prof. Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 
halaman:5 



































Sedangkan pengertian politik menurut para ahli adaalah 
sebagai berikut11: 
a. Roger. F. Soltau: ilmu yang mempelajari negara, tujuan- 
tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan 
melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara 
dengan warga negaranya serta dengan negara-negara 
lain. 
b. Karl W. Deutsch: pengertian politik adalah pengambilan 
keputusan melalui sarana umum. 
c. Ossip K. Flectheim: ilmu politik adalah ilmu sosial yang 
khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh 
negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan 
tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang 
dapat mempengaruhi negara. 
d. J. Barents: ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari 
kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari 
kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara- 
negara itu melakukan tugas-tugasnya.  
e. Goodin: ilmu politik adalah penggunaan kekuasaan 
sosial secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan 
sebagai sifat dan sumber paksaan itu serta cara 
menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut. 
                                                             
11 8http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-ilmu-politik- menurut-para.html 



































Skema konseptual politik didasarkan kepada 4 hal 
penting dalam Politik yaitu Sosialisasi politik, partisipasi 
politik, rekruitmen politik dan komunikasi politik. Skema 
konseptual politik merupakan bagian terpenting dalam 
sosiologi politik, dimana sosiologi politik merupakan mata 
rantai antara politik dan masyarakat, antara sturktur-struktur 
sosial dengan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku 
sosial dan tingkah laku politik. Dengan demikian kita melihat 
bahwa sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan 
metodologis antara sosiologi dengan ilmu politik, atau sering 
pula disebut sebagai “hybrid inter-disipliner”. Semua konsepsi 
itu sifatnya interdependen, satu sama lain saling mempunyai 
ketergantungan dan saling berkaitan. 
a. Kapabilitas Politik  
Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada 
fungsifungsi kemampuan. Kemampuan suatu sistem politik 
menurut Almond terdiri atas kemampuan ekstraktif, 
regulatif, distributif, simbolis, dan responsif.  
1) Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik 
dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material 
ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan 
domestik (dalam negeri) maupun internasional. 



































2) Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik 
dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar 
individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem 
politik.Dalam konteks kemampuan ini sistem politik 
dilihat dari sisi banyaknya (undang-undang dan 
peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya 
karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk 
dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan 
warganegara. Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan 
dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi 
membutuhkan regulasi.  
3) Kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik 
dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, 
serta nilai- nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud 
Lasswell) ke seluruh warga negaranya.Kemampuan 
distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif 
karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan 
rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus 
disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-
nya.  
4) Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik 
untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang 
dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat 



































maupun lingkungan internasional.Misalnya adalah lagu-
lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai 
yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas 
sistem politik.Simbol adalah representasi kenyataan 
dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat 
dipahami oleh setiap warga negara.Simbol dapat menjadi 
basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas 
bersama.Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling 
mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah 
Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.  
5) Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik 
untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui 
input dengan keputusan dan tindakan yang diambil 
otoritas politik di lini output. Almond menyebutkan 
bahwa pada negara-negara demokratis, output dari 
kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih 
dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok 
kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat 
demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih 
tinggi ketimbang masyarakat non demokratis.Sementara 
pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang 
responsif pada tuntuan, perilaku regulatif bercorak 



































paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan 
simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.  
b. Affirmative Politik 
Sebuah gagasan penyetaraan gender dalam bidang 
politik ditandai dengan pengesahan Undang-Undang 
Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang 
amanat pentingnya pendidikan politik dengan tetap 
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap 
aktivitas politik. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 kemudian dipertegas kembali porsi keterwakilan 
perempuan dalam setiap aktivitas politik minimal 30 persen 
kedudukan. Pembagian porsi kedudukan itulah disebut 
dengan affirmative action (tindakan afirmatif) sebuah 
tindakan yang memastikan bahwa masalah kekurangan 
keterwakilan gender dalam bidang politik di Indonesia 
dapat ditangani. Pada Pasal 53 dari undang-undang tersebut 
mensyaratkan partai politik untuk menominasikan 
setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon 
legislatif terbuka dalam Pemilu 2009., namun undang-
undang ini tidak secara tegas memberikan sangsi bagi para 
partai politik yang tidak mematuhinya, sehingga enam dari 
tigapuluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 
gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan 



































dalam daftar calon anggota legislatif yang telah diusulkan12. 
Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusi 
dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas 
politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan 
perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan 
talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-
peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini 
sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki.  
Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam 
kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan 
namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan 
perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, 
maupun nasional masih terhitung rendah. Sebutlah tingkat 
kabupaten yang merupakan lapisan pemerintah paling dekat 
dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap 
pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi 
masyarakat. Terbatasnya keterwakilan perempuan di 
pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak 
terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran 
perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam 
rencana pembangunan daerah dan mungkin akan 
mempertegas marjinalisasi terhadap perempuan dalam 
                                                             
12 UNDP (2010), Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah.UNDP Indonesia.Halaman 4 



































mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal. 
Merupakan sebuah pemberian kesempatan dan kedudukan 
yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya 
dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan 
pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. 
Demikianlah yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor: 39 Tahun 1999 mengenai apa itu keterwakilan 
perempuan di dalam ruang lingkup politik.  
Pada hakekatnya sesuai dengan penjelasan 
sebelumnya mengenai affirmative action, dimana 
perempuan mendapatkan kuota 30 persen dalam aktivitas 
politik, termasuk didalamnya pencalonan dari partai politik 
dalam mendapatkan kedudukan pada kursi di parlemen, 
akan tetapi pada kenyataannya keterwakilan perempuan 
dalam politik hanyalah sebagai pengisi dan pemenuhan 
syarat agar partai politik tidak di diskualifikasikan dari 
proses pemilihan umum saja. Padahal secara tidak langsung 
telah ditegaskan bahwasannya dengan pemberian kuota 
tersebut para laki-laki tidak dapat secara menyeluruh 
mendominasi komposisi kepengurusan atau dalam 
kedudukan di lembaga legislatif, yudikatif, maupun 
eksekutif. Untuk menunjang keterwakilan perempuan 
dalam panggung politik tentunya banyak cara dan 



































hambatan dalam penerapannya. Perempuan seharusnya 
mendapatkan pendidikan politik dari partai tempatnya 
bernaung dalam rangka meningkatkan kecerdasan hingga 
memajukan para perempuan agar mampu tampil seimbang 
dengan para elite politik dari kaum laki-laki yang sudah 
mendominasi secaraberkelanjutan. Sehingga para 
perempuan juga sadar akan hakekatnya dalam berpolitik 
adalah kemudian untuk menyalurkan aspirasi masyarakat 
melalui kewenangan yang dimilikinya13 
. 
C. Isu Gender dan Politik 
1. Politik Maskulititas 
Maskulinitas adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan peran 
gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki, atau suatu peran 
atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian 
maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya 
sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki14. Karakteristik peran 
gender maskulin menurut Berry, dkk dapat digambarkan sebagai 
sosok individu yang kuat, tegas, berani, dan semacamnya. Ciri lain 
peran gender maskulin yaitu sifat independent terhadap lingkungan 
yang disertai sifat mandiri dan otonomi diri. Sementara itu Raven 
                                                             
13Astrid Anugrah, SH (2009) ,Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Penerbit Pancuran Alam, 
Jakarta, Halaman 8-10 
14Sakti, Y. M. Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, 
dan Undifferentiated. 



































dan Rubin menyebutkan lebih detail karakteristik peran gender 
maskulin yakni: agresif, bebas, dominant, objektif, tidak emosional, 
aktif, kompetitif, ambisi, rasional, rasa ingin tahu tentang berbagai 
peristiwa dan objek-objek non-sosial dan impulsive15. 
2. Politik Feminitas 
Sebagian masyarakat masih berasumsi feminisme adalah 
gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. 
Feminisme menurut Fakih16 dianggap sebagai usaha 
pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang 
disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata 
sosial yang ada, atau institusi rumah tangga, seperti perkawinan 
dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan 
feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, 
pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. 
Harsono17mengatakan bahwa feminisme sebenarnya merupakan 
konsep yang timbul dalam kaitannya dengan perubahan sosial 
(social change), teori-teori pembangunan, kesadaran politik 
perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan, termasuk 
pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat 
modern.Mustaqimjuga berpendapat bahwa feminisme merupakan 
                                                             
15Kellam, S. G., Brown, C. H., Rubin, B. R., Ensminger, M. E., Guze, S. B., Earls, F. J., & Barrett, 
J. E. (1983). Childhood psychopathology and development. 
16Faqih, Mansour.2007. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yokyakarta; Pustaka Pelajar 
hal:81 
17 Mustaqim, Abdul.2008. Paradiqma Tafsir Feminis Membaca Al-quran dengan Optik 
Perempuan. Jakarta: logung Pustak Hal:81 



































paham  yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan 
peranan mereka lebih optimal dan setara, tidak ada diskriminasi, 
marginalisasi dan subordinasi. Karakteristik peran gender feminin 
lebih memperlihatkan sifat-sifat yang hangat dalam hubungan 
personal, lebih suka berafiliasi dengan orang lain daripada 
mendominasi.18 Lebih jauhSahrah19 mengungkapkan karakteristik 
peran gender feminin yaitu sebagai kasih sayang meliputi: 
memperhatikan keserasian, penyayang, suka merasa kasihan, tabah 
dan tulus hati. Kelembutan perilaku meliputi, berbusi halus, hangat, 
hemat dan kalem serta suka hati-hati. 
Keterwakilan perempuan memiliki paras ganda, yaitu sebagai 
apa yang disebut dengan perwakilan deskriptif yang berasumsi 
bahwa hanya perempuanlah yang mampu mewakili kepentingan 
perempuan. Sehingga pada perwakilan deskriptif ini akan 
diusahakan perwakilan perempuan yang sebanding dengan jumlah 
perempuan yang ada. Berbeda dengan perwakilan substantif yang 
berpusat pada ide dan tujuan yang akan dicapai. Tidak peduli 
perempuan atau tidak yang menjadi perwakilan perempuan, namun 
yang diperlukan adalah sosok yang mampu merealisasikan 
kepentingan perempuan. Meski kedua paras ini memiliki perbedaan 
pemikiran, namun dengan tujuan bahwa kedua keterwakilan ini 
adalah untuk kepentingan perempuan juga.  
                                                             
18Ibid,, hlm 85 
19Sakti, Y. M. Perbedaan Political Efficacy Pada Peran Gender Maskulin, Feminin, Androgin, 
dan Undifferentiated. 



































Keberadaan keterwakilan perempuan ini di dukung oleh tiga 
argumen yang menyetujui keberadaan perempuan dalam dunia 
politik. Argumen pertama adalah keadilan, sebagai bagian dari 
sistem demokrasi. Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia 
politik. Kedua, adalah sisi pragmatis dimana keterwakilan 
perempuan sebagai alasan partai politik untuk mencapai 
kepentingan-kepentingan politiknya. Dengan klaim bahwa pemilih 
perempuan akan cenderung memilih calon perempuan juga 
sehingga hal ini akan meningkatkan jumlah suara partai dalam 
bersaing dengan lawan politiknya. Argumen ketiga, yang 
mendukung keterwakilan perempuan adalah argumen perbedaan, 
dengan perempuan terlibat dalam keterwakilan politik maka 
diharapkan akan membawa arah politik yang berbeda pula.  
Terwujudnya keadaan dimana perempuan berhak dan ada 
dalam keterwakilan politik merupakan suatu hal yang juga 
dilematis bagi gerakan feminisme. Demi mencapai posisi politik, 
terkadang para perempuan enggan mengklaim diri sebagai feminis 
karena istilah feminisme dianggap memiliki stigma yang tidak 
mengguntungan secara politik.  
Dalam kasus ini feminisme kembali berparas ganda, terbagi 
kepada feminisme kesetaraan yang menekankan hak perempuan 
untuk berada dengan dasar dan jumlah yang sama dengan 
keterwakilan laki-laki. Hal ini berakibat sebuah pemaksaan politis 



































bagi perempuan yang tidak mampu secara politik dan memiliki 
kecenderungan menghasilkan perempuan yang menjadi laki-laki 
politik. Berbeda dengan feminisme perbedaan yang lebih 
menekankan bahwa perempuan memiliki sifat dan kepentingan 
dengan perspektif yang khas. Ini akan menjadikan kehadiran 
perempuan yang cukup di ranah politik akan mengubah hakekat 
dan praktik politik tersebut. Perbedaan inilah yang merupakan 
salah satu tantangan  bagi feminisme disamping masih banyak 
terdapat tantangan dan kendala lainnya. 
D. Pemberdayaan Perempuan 
Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan 
kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan 
keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara 
lain: posisi pengambil keputusan, sumbersumber, dan struktur atau 
jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan 
melaluiproses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu 
menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami 
praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta 
dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan 
membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, 
pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih 
percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu 
menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah 



































dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih 
adil sesuai nilai kemanusiaan universal.20 
Realitas ketidakadilan bagi kaum perempuan mulai dari 
marginalisasi makhluk Tuhan nomor dua, separuh harga laki-laki, 
sebagai pembantu, tergantung pada laki-laki dan bahkan sering 
diperlakukan dengan kasar atau setengah  budak.Seakan 
memposisikan perempuan sebagai kelompok mesyarakat kelas dua, 
yang berimbas pada berkurangnya hak-hak perempuan termasuk hak 
untuk mendapatkan pendidikan.Kondisi perempuan di Indonesia 
dalam bidang pendidikan relatif masih sangat rendah dibandingkan 
laki-laki.Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin sedikit jumlah 
perempuan yang mengecapnya.  
Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan 
antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda. Empat 
level tersebut adalah keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep 
pemberdayaan itu sendiri dapat dipahami dalam dua konteks,pertama, 
kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada 
pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan dalam term yang 
berkaitan dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan 
perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam.  
Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang 
menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan 
                                                             
20Aritonang,I. 2000. Krisis Ekonomi: Akar Masalah Gizi. Media Pressindo. Yogyakarta. Hal: 142-
143 



































atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-
lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 
didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa 
mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau 
keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap 
berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi 
meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran), jadi pemberdayaan 
perempuan adalah usaha pengalokasian kembalikekuasaan melalui 
pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akanmembaik hanya 
ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai 
ataskeputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.  
Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan.Pertama, 
sebagairefleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong 
masyarakat berpartisipasisecara kolektif dalam pembangunan.Kedua, 
sebagai proses pelibatan diriindividu atau masyarakat dalam proses 
pencerahan, penyadaran danpengorganisasian kolektif sehingga 
mereka dapat berpartisipasi21. Adapun pemberdayaan terhadap 
perempuan adalah salah satu carastrategis untuk meningkatkan potensi 
perempuan dan meningkatkan peranperempuan baik di domain publik 
maupun domestik. Hal tersebut dapatdilakukan diantaranya dengan 
cara:  
                                                             
21Mizan, H.A Malik. Buku Agama dan Pengaruh Sosialnya. Jakarta: Yayasan Buku Utama. Hal:35 



































a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam 
rumahtangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat 
dalammasyarakat bahwa kaum perempuan adalah konco 
wingking (teman dibelakang) bagi suami serta anggapan 
“swarga nunut neraka katut” (kesurga ikut, ke neraka 
terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi 
pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya 
sangattergantung kepada suami. 
b. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehigga 
kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak 
menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai 
ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, 
menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan 
berbagai jenis makanan.  
c. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan. Sehigga 
kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak 
menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai 
ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, 
menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan 
berbagai jenis makanan.  
d. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum 
perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan 
seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih 



































menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi 
pendidikan perempuan toh nantinya akan kembali ke dapur. 
Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) 
pendidikan bagi perempuan. 
E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
a. Pengertian 
Miriam Budiarjo22 mendifinisikan “DPRD adalah lembaga  
legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan 
yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.DPRD 
dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang 
menyangkut kepentingan umum.”Sedankan Fuad dalam jurnal 
administrasi Negara mengartikan“DPRD adalah institusi yang 
menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat 
daerah.” 
Kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut adalah 
DPRD dewan perwakilat rakyat yang ada di daerah sebagai salah 
satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas 
membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat 
yang diwakili didaerahnya. Keberadaan lembaga legislatif berawal 
dari keingian masyarakat untuk mengambil alih kekekuasaan 
dalam suatu Negara yang mulai terpusat pada seorang raja atau 
kepala Negara. Dari keinginan itu akhirnya muncul lah lembaga 
                                                             
22Miriam Budiarjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2005),. Hal. 25 



































yang mendapat legitimasi dan melembaga dalam lembaga 
legislatif. Adadpun yang terdapat dalam lembaga DPRD yaitu 
kursi untuk partai politik, komisi-komisi, fraksi-fraksi dalan alat 
kelengkapan lain sebagai alat untuk terselenggaranya pemerintah 
daerah yang memiliki fungsi utama legislasi, fungsi anggaran dan 
fungsi pengawasan. 
Menurut Sanit menjelaskan bahwa“Demokrasi merupakan 
suatu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan mayoritas warga 
negara dijalankan. Dalam demokrasi modern, demokrasi yang 
dijalankan tersebut adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah 
yang memilih wakil-wakilnya, menurut dasar demokrasi keputusan 
tertinggi dalam pemerintahan negara terletak ditangan rakyat 
melalui perantaran badan perwakilan, anggota masyarakat yang 
mewakili disebut wakil politik.”23 
Selanjutnya sanit juga mengatakan bahwa“Wakil Politik 
dijalankan melalui lembaga yang berfungsi sebagai badan 
perwakilan rakyat yang disebut sebagai parlemen atau  lembaga 
legislatif atau lembaga pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini 
parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan 
memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang 
diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang.”24 
                                                             
23 Sanit,  Arbi. 1982. Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem 
Perwakilan politik di Indonesia, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V.  Jakarta : Universitas 
Nasional. Hal. 82 
24 Ibid., hal. 48-49 



































Salah satu lembaga tinggi negara yang sangat penting di 
Indonesia adalag Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR-
RI), selain perangkat kenegaraan lainnya sebagai pelaksanasistem 
demokrasi. Dalam penyelenggaran kekuasaan Negara Kedudukan 
DPR telah mengalami perubahan signifikan sejak disahkannya 
amandemen UUD 1945. 
Seperti yang tertulis dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa:“Dewan Perwakilan Rakyat memegang 
kekuasaan membentuk undang-undang.”  
Meski DPRD memiliki wewenang membentuk undang-undang, 
namun pembahasan Rancangan Undang-Undang harus dilakukan 
secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan 
pada Pasal 20 ayat (2): 
“setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama.” 
Berdasarkan pasal 20A UUD 1945 DPRD merupakan lembaga 
tinggi negara yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, fungsi 
anggaran dan fungsi pengawasan. Ketika melaksanakan fungsinya, 
DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 
pendapat (Pasal 20A ayat [2] UUD 1945). Lebih lanjut, DPRD 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 
pendapat serta hal imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD 1945). Adapun 



































ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota DPRD diatur dalam 
undang-gundang (Pasal 20A ayat [4] UUD 1945).   
Terkait dengan fungsi DPRD, B.N Marbun mengemukakan 
bahwa:“Ada empat fungsi utama yang dimiliki oleh DPRD, pertama 
fungsi legislasi atau pembuat undang-undang, kedua fungsi kontrol 
atau pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang dan ketiga 
fungsi budget atau persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) serta keempat penampung dan penyalur 
aspirasi masyarakat.”25 
Dari berbagai fungsi DPRD tersebut,  maka fungsi pokok DPRD 
adalah membuat undang-undang yang berarti menjadi landasan 
hukum bagi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Menurut 
Miriam Budiardjo“lembaga legislatif adalah lembaga yang “legislate” 
atau membuat undangundang. Anggota-anggotanya dianggap 
mewakili rakyat.”26 
Sementara itu, menurut David E. After: 
“Badan legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat dan semua 
penetapan undangundang harus disetujui oleh legislatif.”27 
Jadi dapat diartikan melalui fungsi legislasi dapat digambarkan 
bagaimana wakil rakyat dapat menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dalam bentuk kebijakan atau undang-undang yang 
                                                             
25 Marbun, B.N. 2002.  DPR RI  Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. Hal. 1 
26 Budiardjo, Miriam. 1989.  DasarDasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia. Hal. 173 
27 Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali. Hal. 230-234 



































adibuatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain 
seperti, fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian dari 
fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan 
tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan 
yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap 
pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi anggaran 
(budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena 
untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
juga ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan setiap tahun 
anggaran. 
 
b. Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
1. Hak Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah 
Merujuk pada alur pembutanUndang-Undang Nomor 
32;Tahun;2004 tentang pemerintahan daerah. Maka bisa 
diuraikan tentang apa dan mengapa tentang hak DPRD yang 
menjadi sesuatu yang wajib dimiliki bagi setiap anggota 
legislatif yaitu sebagai berikut : 
a. “Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan 
kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang 
penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan 
masyarakat.” 



































b. “Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 
terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” 
c. “Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk 
menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah 
mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam 
negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 
angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka 
dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan 
pemerintah sebagai mitra kerja.” 
 
2. “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” 
Berdasarkan “pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota memiliki 3 (tiga) 
fungsi”, sebagai berikut:28 
a. Fungsi Legislasi  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, mengatur 
tentang tugas dan wewenang DPRD dalam melaksanan 
                                                             
28 pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 



































fungsi legislasi yaitu“Membentuk Peraturan Daerah yang 
dibahas bersama dengan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) 
untuk mendapat persetujuan bersama dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam pembuatan 
Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa 
memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.” 
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) 
UUMD3 menyatakan bahwa : “Fungsi Legislasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a 
dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang 
kekuasaan membentuk undang-undang.  Berdasarkan 
ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa 
dengan diberlakukannya UU MD3 ini maka kekuasaan 
untuk membentuk undang-undang ada di tangan DPRD.” 
Fungsi legislasi merupakan fungsi paling mendasar dari 
sebuah lembaga legisatif. Fungsi legislasi dilaksanakan 
sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan 
membentuk perundangundangan. Melalui DPRD aspirasi 
masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut 
diimplementasikan dalam undangundang sebagai 



































representasi rakyat banyak.  Menurut Jimly Assidiqie29, 
fungsi legislasi menyangkut empat kegiatan, yaitu :  
1) “prakarsa pembuatan undang-undang (legislatif 
intiation);” 
2) “Pembahasan rancangan  Undang-undang (law 
making process);” 
3) “Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-
undang (law enactment approval); dan” 
4) “Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas 
perjanjian atau persetujuan internasional dan 
dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya 
(Binding decision making on international agreement 
and treaties or other legal binding documents).” 
Jadi pada hakekatnya fungsi dasar anggota legislatif 
adalah legislasi yakni membuat undang-undang. 
b. Fungsi Anggaran  
Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang keuangan Negara”,“anggaran adalah alat 
akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai 
instrumen kebijakan ekonomi anggaran  berfungsi untuk 
mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian 
                                                             
29 Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu HukumTata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. Hal. 300 



































serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara.” Menurut Kemha30 mengungkapkan 
bahwa“fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD adalah 
suatu bentuk tugas yang harus dilakukan oleh DPRD untuk 
mencapai tujuan pemerintahan daerah, berupa menyusun 
dan menetapkan prakiraan penerimaan dan belanja 
keuangan pemerintahan daerah.” 
c. Fungsi Pengawasan  
Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD 
merupakan tugas dan kewenangan untuk mengawasi pihak 
eksekutif apakah telah menjalankan aktivitasnya sesuai 
dengan rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. 
Selain itu juga melakukan ukuran sejauh mana anggota 
DPRD dapat menjalankan mandatyang diberikan 
masyarakat agar terjamin  adanya akuntabilitas 
pemerintahan dan pembangunan daerah.  
 
                                                             
30 Ichsan Fachri Kemhay. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Tesis 
dipublikasikan. (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2013),. Hal. 42 

































BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Pendekatan  dan Jenis Penelitian 
 
1. Pendekatan penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualiatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan 
Taylor31“Dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptis 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Informan. Pendekatan ini 
berpengaruh pada Informan secara utuh. Bagaimana prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.” 
2. Jenis penelitian. 
Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis dekriptif karena 
peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan keterangan dan data yang 
diperoleh dari lapangan baik data yang tertulis ataupun lisan dari 
pihak-pihak yang diteliti.32 Penelitian ini mengenai Kinerja anggota 









                                                             
31 Lexy.;J.;Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif. Edidi Revisi, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 
2011).hlm 4 
32Ibid,, hlm 4 



































B. “Lokasi dan Waktu penelitian” 
 
Pelaksanaan penelitian ini di kabupaten Sampang dikarenakan di 
lokasi penilitian ini juga satu daerah dengan tempat tinggal peneliti yakni 
sama-sama berada di Kabupaten Sampang. 
Kemudian terkait dengan waktu penelitian yakni selama 3 bulan 
terhitung dari 30 Januari 2019 sampai 30 Maret 2019 di Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang. 
 
C. Informan Penelitian 
 
Menurut Suharsimi : 
“Informan penelitian merupakan sumber data yang dimintai 
informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang 
dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 
diperoleh.”33 
 Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang 
memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive).teknik 
purposive sampling dilakukan dalam pemilihan penentuan informan dalam 
penelitian ini, yang mana faktor kesengajaan ketika memilih informan 
yang sesaui  kriteria dengan tujuan penelitian. Informan penelitiannya 
adalah  sebagai berikut: 
1. Ali Sadikin. Anggota DPRD Sampang(Partai Hanura) periode 
2014-2019 
                                                             
33 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Revisi V, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002)., hal. 107 



































2. Sohebus Sulthon. Anggota DPRD  Sampang (Partai Gerindra) 
periode 2014-2019 
3. Kumala Puspita Hadi. Anggota DPRD sampang periode 2014-
2019 
4. Fadilah Budiono. Wakil Bupati Sampang periode 2014-2019. 
 
D. “Tahap-Tahap Penelitian” 
 
1. Tahap Pra lapangan  
Tahap ini peneliti menggali berbagai informasi Kinerja Anggota 
Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam menginiasi perda 
tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai 
jalan   awal peneliti menggali informasi kepada informan terkait, 
selanjutnya  menyusun latar belakang dan rumusan masalah. Adapun 
urutan langkah dalam pra lapangan adalah:  
a. Membuat rancangan penelitian. Ditahap ini dengan membuat 
proposal penelitian 
b. Pemilihan lokasi penelitian. Yaitu di Kabupaten Sampang 
c. Mengajukan surat izin penelitian yang ditujukan terhadap dinas 
terkait 
2. Tahap Lapangan” 
a. Wawancara mendalam” 
Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan interview mendalam 
dengan menemui Anggota dewan yag terlibat dalam keanggotaan 



































Badan pembuatan peraturan daerah yang sudah dijadikan informan 
kunci. Peneliti juga mewawancarai anggota dewan lainnya dan juga 
beberapa tokoh masyarakat guna untuk menambah informasi dan 
juga data yang diperoleh 
b. Pengumpulan dokumen” 
Setelah melakukan interview, mengumpulkan data merupakan 
langkah peneliti selanjutnya.“Pengumpulan data dilakukan dengan 
mentracking beberapa informasi yang dibutuhkan. Setelah itu akan 
dilakukan proses analisis data”.  
c. Menyusun Laporan  
Tahap terakhir adalah menyusun laporan. Laporan disusun 
berdasarkan hasil analisis peneliti melalu data yang didapat. 
Disusun dengan terstuktur sesuai prosedur dan format yang berlaku 
serta seuai arahan pembingbing agar dapat di pertanggung 
jawabkan. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 
Langkah yang strategis dalam penelitian merupakan teknik 
pengumpulan data, sebab tujuan penelitian adala mendapatkan data. 
Peneliti harus mengetahu teknik pengumpulan data agar memenuhi 
standart data yang diinginka.34 Metode dalam mengumpulkan data pada 
penelitian adalah : 
                                                             
34 Sugiyono. (2010). Memahami penelitian kualitatif. (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 62 





































1. Observasi  
Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap 
proses-proses yang dilakukan di lapangan, dengan maksud untuk 
menggali data dan sumber data. Pengamatan langsung dilakukan 
secara participant observer.35 
Dalam memperoleh data, peneliti melakukan observasi secara ke 
DPRD Kabupaten Sampang guna mendapatkan data tentang informan  
anggota dewan yang masuk dalam badan pembuatan perda. selain juga 
menggali data yang berhubungan dengan tema yang ingin diteliti. 
2. Wawancara  
Sumber data yang sangat penting dalam penelitian ini adalah 
narasumber atau informan. Tehnik yang digunakan dalam wawancara 
ini adalah wawancara tidak terstruktur namun tetap mengacu pada 
kerangka kerja dan fokus penelitian. Adapun cara berbicara digunakan 
dalam in depth interviewing bersifat grand tour question yakni 
menyangkut berbagai hal yang umum dan menyenangkan.36 Guna 
melengkapi data yang telah diperloeh pada tahap Observasi peneliti 
juga mewawancarai anggota dewan perempuan agar data yang 
diperoleh. 
                                                             
35 Lexy J. Moleong. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2009), hal. 157 
36 Ibid ., hal. 186 



































Peneliti melukan wawancara terhadap  para informan yaitu 
Shohebus Sulton dan Ali Sadikin tentang bagaimana proses anggota 
legislatif sampang periode 2014-2019 dalam menginiasi peraturan 
daerah   pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, peneliti  
melakukan wawancara terhadap anggota dewan lain yaitu Shohebus 
Sulthon untuk melengkapi beberapa data lainya. 
3. Dokumentasi 
Menurut Nasution“Dokumentasi adalah proses memperoleh 
data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, 
dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang 
diteliti.”37 
Tehnik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan 
cara mencatat/mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan 
dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil beberpa 
foto bersama informan serta mecatat hal-hal yang terkait dengan judul 
penelitian yang disampaikan informan dan data-data yang didapat dari 
kantor DPRD sampang, seperti struktur organisasi, komisi dan data-
data lainnya. 
F. Teknik Analisis Data 
 
Saat pengumpulan data berlangsung analisis data dalam penelitian 
kulalitatif juga dilakukan, serta dilakukan juga setelah selesai 
                                                             
37Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmiah, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2003 ), hlm 143 



































mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Miles dan 
Huberman,38memaparkan aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Model ini menganjurkan peneliti 
untuk tetap selalu mempertimbangkan tiga komponen analisis dengan 
kegiatan pengumpulan data, selama proses pengumpulan data 
berlangsung dan sesudah pengumpulan dataselesai dengan menggunakan 
waktu yang ada bagi penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam 
analisi data adalah: data reduction (reduksi;data), data display 
(penyajian;data), dan conclusion drawing (verification dan penarikan 
kesimpulan).39 
1);Reduksi Data 
Tujuan dalam proses reduksi data adalah menggolongkan, 
mengarahkan serta membuang hal yang tidak diperlukan, mengatur 
bahan empirik sehinnga dapat diperoleh katagori-katagori yang 
tematik. Setelah itu data yang didapat dari lokasi penelitian 
dimasukkan dalam deskripsi laporan yang terinci dan lengkap, serta 
dilakukan juga proses pemilihan, pemusatan;perhatian, 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan tertulis di lapangan.  
2). Penyajian data atau display data 
                                                             
38 Miles, M.B & Huberman A.M. 1984,”Analisis Data Kualitatif”. Terjemahan oleh Tjetjep 
Rohendi Rohidi. 1992. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1984)., Hal. 37 
39 Sugyono. 2007. “Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif”, dan R& D. 
(Bandung: Alfabeta, 2007)., Hal. 337-345 



































Setelah data disajikan, karena masih ada data yang kurang maka 
pengumpulan data dilapangan dilakukan kembali sampai data menjadi 
lengkap. Penyajan data atau diplay data brtujuan untu mempermudah 
peneliti dalam melihat secara keseluruhan gambaran atau beberapa 
bagian tertentu dari peneliti. Oleh sebab itu, dalam bentuk kualitatif  
peneliti menyajikan data dalam penelitian ini. 
3). Penarikan kesimpulan;/verifikasi 
Selanjutnya analisis disusun untuk disimpulkan  pada fokos 
peneltian. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan 
secara terus-menerus selama proses penelitian. Menarik kesimpulan 
tidak dilakukan secara linier, akan tetapi merupakan siklus yang 
interaktif, agar  memperlihatkan adanya kemauan yang sungguh-
sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan 
pengertian yang rinci, mendalam dan  komprehensif mengenai suatu 
masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif. 
 
G. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data” 
 
Menurut Lexy;J.;Moleong untuk menetabkan  keabsahan data 
(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksanaan.40 Untuk menjaga 
keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan 
lapangan dan teknik triangulasi data.  
                                                             
40 Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., hal. 
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Teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat 
kepercayaan. Lexy J. Meleong  mengungkapkan bahwa:“Triangulasi 
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain.”41 
Diluar selaindata yang ada perlu pengecekan ulang atau sebagai 
pembandingan data tersebut. Cara melakukan triangulasi adalah dengan 
cross check, yakni dengan cara memadukan data yang didapat dari 
wawancara dengan data observasi dan data dokumentasi, lalu di dan 
memadukan hasil dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut maka 
peneliti ayakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan.  
                                                             
41 Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., hal. 
330 


































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Setting Penelitian 
1. Profil Kabupaten Sampang 
“Kabupaten Sampang adalah sebuah kabupaten yang ada di sebelah 
utara bagian timur dari pulau Jawa tepatnya di Pulau 
Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sampang”. 
Kabupaten Sampang secara administrasi terletak dalam wilayah Provinsi 
Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113o 08’ - 113o 39’ 
Bujur Timur dan 6o 05’ - 7o 13’ Lintang Selatan. Kabupaten Sampang 
terletak ± 100 Km dari Surabaya, dapat dengan melalui Jembatan 
Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 
menit dilanjutkan dengan perjalanan darat ± 2 jam.  Berikut batas-batas 
wilayah kabupaten sampang: 
a. Sebelah utara adalah laut jawa 
b. Sebelah selatan adalah selat jawa 
c. Sebelah barat adalah  kabupaten bangkalan 
d. Sebelah timur adalah kabupaten pamekasan 
Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas 
wilayah sebanyak 1.233,30 Km2. Proporsi luasan 14 kecamatan 
terdiri dari 6 kelurahan dan 180 Desa. Kecamatan Banyuates dengan 
luas 141,03 Km2 atau 11,44 % yang merupakan Kecamatan terluas, 



































sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan luas 
hanya 42,7 Km2 (3,46 %). 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang adalah 
lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Sampang, 
provinsi Jawa Timur. DPRD Kabupaten Sampang memiliki 45 orang 
anggota yang tersebar di 10 fraksi, dengan perolehan suara mayoritas diraih 
oleh PKB. 







b. Alamat Sekretariat 
Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sampang berada di 
sebuah gedung milik pemerintah kabupaten sampang yang ada di 
Jl. Wijaya Kusuma No.1c– Sampang dengan nomor telfon 0323- 
325500/0323- 325500. 
c. Visi  DPRD Sampang 
Mewujudkan Pelayanan Optimal Bagi Fungsi Legislasi,Anggaran 
dan Pengawasan DPRD. 




































d. Misi DPRD Sampang 
a. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Umum, Teknis 
Perkantoran serta Keuangan 
b. Mewujudkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 
c. Mewujudkan Pelayanan Dalam Peningkatan Kapasitas DPRD 
e. Daerah;Pemilihan (Dapil) 
  Dalam pemilu legislatif lokal maupun nasional daerah 
pilihan atau Dapil merupakan batas wilayah dan jumlah penduduk 
sebagai penentu jumlah kursi yang akan diperebutkan, dan selain 
itu menjadi penentu jumlah suara calon terpilih. 
  Daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan 
DPRD Kabupaten/Kota merupakan wilayah administrasi 
pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan 
atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk 
sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk 
untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh 
pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, 
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
  Dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014-2019 di 
kabupaten sampang dibaggi menjadi 5 dapil. Dapil-dapil yang ada 
di kabupaten sampanng meliputi: 



































1) Sampang 1 meliputi kecamatan Pengarenagan, kecampantan 
Sampang dan kecamatan Torjun 
2) Sampang 2 meliputi kecamatan Jrengik, kecamatan 
Kedungdung, kecamatan Sreses, dan kecamatan Tambelangan 
3) Sampang 3 meliputi kecamatan Banyuates dan kecamatan 
Ktapang 
4) Sampang 4 meliputi kecamatan Karangpenang dan kecamatan 
Sokobenah 
5) Sampang 5 meliputi kecamatan Camlong dan kecamatan Omben 
3. Kedudukan Anggota DPRD Kabupaten Sampang 
Gamabaran struktur anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten Sampang berdasarkan keanggotan partai yang 
berhasil meloloskan wakilnya maka data yang didapat peneliti 
sebagai berikut:  
Table 4.1 
Struktur;anggota;DPRD;sampang 
No Nama  Partai  Jabatan  




2 “H. Fauzan Adima, SH”, GERINDRA Wakil Ketua 
3. “Ahmad Hakiki, SE” PPP Wakil Ketua 
4 “H. Abdus Salam, SH” DEMOKRAT Wakil Ketua 
 
Komisi;I” 
“Bidang Hukum dan Pemerintahan” 
No Nama  Partai  Jabatan  
1 H.;Moh.;Hodai,;SH,;M.SI DEMOKRAT; Ketua; 
 



































2 A.;Kadir  PKB; Wakil Ketua 
3. Faqih;Anis;Fuadi, ST. MM PPP Sekretaris  
4 Agus Husnul Yakin, S.AG PBB Anggota;  
 
5 Iwan Effendi PDIP Anggota; 
6 Ali sadikin HANURA Anggota; 
7 Moh. Faisol, SE PKB Anggota; 
8 Dadan Wahyudi PAN Anggota; 
9 ZUBAIDI DEMOKRAT Anggota; 
10 A.;Hamidudin GERINDRA Anggota; 
Komisi;II 
“BidangPerekonomiandan Keuangan” 
No Nama  Partai  Jabatan  
1 H. Moh. Nasir, SH  GERINDRA; Ketua 
2 A. Khairul Fattah, SHI PPP; Wakil ketua 
3 Imbran DEMOKRAT; Sekretaris 
4 ZIN Firdaus, SE PAN Anggota  
5 Muhammad Subhan PPP Anggota 
6 Shohebus Sulton GERINDRA; Anggota  
7 H.Sahid GOLKAR; Anggota  
8 H. ALI PKB Anggota  
9 Samsu Arifin S.IP HANURA; Anggota  




No Nama;  Partai  Jabatan  
1 KH. Abdullah Mansur, SE  PKB Ketua 
2 R. Aulia;Rahmah, SH DEMOKRAT Wakil ketua 
3 H. Ach. Baidowi GERINDRA Sekretaris 
4 Nasafi  PAN Anggota  
5 SyamsuddiN, SH HANURA Anggota  
6 Moh. Anwar, S.AP  PDI-P Anggota  



































7 Akhmad;Muaddin PPP Anggota  
8 H.M. Ahsan Jamal  PKB Anggota  
9 Mohammad;FarFar GERINDRA Anggota  




No Nama  Partai  Jabatan  
1 Amin Arif Tirtana, S.AG  PPP Ketua 
2 DRS. H. Guntur GERINDRA Wakil ketua 
3 Abd. Mannan Ali PKB Sekretaris 
4 Maniri PKB Anggota  
5 Mohammad B. Thorib S, 
Ag 
PPP Anggota  
6 Kumala puspita Hadi DEMOKRAT  Anggota  
7 M. Faisol Riyadi GERINDRA Anggota  
8 Andin Susanto HANURA Anggota  
9 Wafi PKS Anggota  
10 Mohammad Rusli DEMOKRAT Anggota  
11 Budi santoso, AMD. KEP PAN Anggota  
Sumber:  sekretariat DPRD kab. Sampang 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat keseluruhan anggota DPRD 
sampang berjumlah 45 orang. Yang kemudian ditempatkan 
dalam beberapa jabatan dan  4 komisi untuk membidangi dari 










































B. Deskripsi Penelitian 
1. Profil Informan 
a) Shohebus Sulthon 
Lahir sampang, 20 februari 1989. Shohebus sulthon merupakan 
warga desa karang penang, Kabupaten sampang. Beliau 
merupakan alumni IAIN sunan ampel surabaya angkatan 2011. 
Memulai karirnya dalam dunia politik, beliau menjadi kader 
partai GERINDRA dan mencalonkan diri sebagai calon anggota 
legislatif sampang periode 2014-2019. 
 Karir politiknya berjalan baik, beliau berhasil menjadi 
anggota legislatif sampang periode 2014-2019. Dilembaga 
tersebut, Shohib nama panggilaya, berada di komisi 3 bidang 
perekonomian dan keuangan. Serta masuk dalam badan 
pembuatan peraturan daerah (BAPEMPERDA). 
b) Ali Sadikin 
Lahir sampang, 07 februari 1990. Ali sadikan  merupakan 
warga desa Ptaapan sekaligus purtra kepala desa Ptapan, 
kecamatan Torjun, Kabupaten sampang. Beliau merupakan 
alumni UNTAG surabaya angkatan 2011. Memulai karirnya 
dalam dunia politik, beliau menjadi kader partai HANURA dan 
mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sampang 
periode 2014-2019. 



































Seperti Shohib karir politiknya juga berjalan baik, beliau 
berhasil menjadi anggota legislatif sampang periode 2014-2019. 
Dilembaga tersebut, , berada di komisi 1 pemerintahan dan 
hokum. Bersama Shohibus Sulthon, Ali Sadikin masuk dalam 
badan pembuatan peraturan daerah (BAPEMPERDA). 
 
c) Puspita Kumala Hadi 
Lahir sampang, 23 september 1991. Beliau adalah anak dari 
H. NOR HADI, seorang kepala desa di desa Rabesen kecamatan 
Kedungdung kabuten sampang, sekaligus salah satu tokoh 
berpengaruh di kebupaten sampang terlebih di kecamatan 
kedungdung. Kumala Puspita Hadi  biasa dipanggil Nonik oleh 
keluarga dan rekan-rekannya, merupakan alumni universitas 
Narotama surabaya dijurusan Management. Beliau menikah dan 
dikarunia 2 anak perempuan.  
Mengikuti jejak sang ayah dalam dunia politik, ibu 
kemudian mencalonkan sebagai anggota legislatif kabupaten 
sampang dari partai demokrat di dapil 2, meliputi Kecamatan 
Jrengik, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Sreseh dan 
Kecamatan Tambelangan. dan berhasil lolos sebagai anggota 
dewan dengan perolehan 9.250 suara, sekaligus satu-satunya 
anggota dewan perempuan di kabupaten sampang. 
 



































d) Fadilah Budiono 
Bapak H. Fadilah Budiono lahir di Banyuwangi, Jawa 
timur, 16 september 1947 yang berarti usianya saat ini 71 tahun. 
Beliau merupakan wakil bupati sampang sampang periode 2013-
2018 mendampingi Bapak Fannan Hasib. Bapak Fadilah 
mencetak sejarah sebagai bupati selama 3 periode. Periode 
pertama pada 1995-2001, 2001-2006 dan Periode 2017-2018  
menggantikan selepas wafatnya bapak Fannan Hasib pada tahun 
2017. 
Dalam karir politiknya, beliau pernah menjabat sebagai 
Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Sampang periode 1983-
1995 dan Dewn Pakar PPP Sampang Tahun  2000 hingga 
sekarang. 
2. Peraturana Daerah Pemberdayaan Perempuan 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali 
kota). 
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi 
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta 
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas: 



































1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. 
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan 
persetujuan bersama Gubernur. 
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di 
kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan 
bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi 
Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah 
otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. 
Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 
Adapun peraturan daerah tentang pemebrdayaan perempuan 
yaitu;peraturan daerah No.7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Sedangkan 
yang terrkait pemberdayaan perempuan yang didalam perda tersebut 
dijelaskan pada BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 42nomor 18, dan 
21 sebagaimana berikut: 
 
 
                                                             
42Pasal 1 ketentuan umum BAB I Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang nomor; 18,19,22,23 




































18) Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan 
kemampu fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan 
keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai 
dengan kemampuan masing-masing. 
21) Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara 
komprehensif, inklusif, integratif mulai dari tahap pelayanan 
penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, 
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum sampai 
dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan 















































C. Analisis Data 
1. Proses Anggota Legislatif Sampang dalam Menginisiasi 
Peraturan Daerah  Pemberdayaan  Perempuan  
Selama periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah 
yang terkait  kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 
7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang secara usulan perda 
tersebut merupakan perda inisiatif.  Peraturan daerah tentu tidak 
langsung semerta-merta ada, akan tetapi ada tahapan atau 
mekanisme dalam pembuatannya.. 
a. Upaya Anggota Legislatif  Sampang dalam Menyerap 
Aspirasi  Terkait Perda Pemberdayaan Perempuan 
Anggota legislatif merupakan wakil rakyat  yang bertugas 
menyerap dan  membuat kebijakan sebagai jawaban atas segala 
permasalahan rakyat yang diwakilinya.Merespon aspirasi 
perempuan di kabupaten sampang  salah satu anggota legislatif 
sampang yaitu Bapak Ali Sadikin  menyampaikan; 
“Kalo saya peribadi berangkat dari kedaan didapil 
saya. Disana mayoritas perempuan itu hanya berkutat 
dirumah, atau sebagai ibu rumah tangga ada juga yang 
menjadi buruh tani. Maka dari itu perda itu harus 
dibuat agar para pikiran kaum perempuan lebih 
terbuka dan punya inisiatif untuk berwira usaha supaya 
produktif, lalu banyak juga kekerasan pada anak 



































terlebih kekerasan seksual maka saya piker anggota 
dewan harus memberi solusi dalam bentuk perda”43 
 
Seperti yang disampaikan Sanit44  mengatakan 
bahwa“Wakil Politik dijalankan melalui lembaga yang 
berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat yang disebut 
sebagai parlemen atau  lembaga legislatif dan juga lembaga 
pembuat undang-undang. Melalui fungsi ini parlemen 
menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan 
memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang 
diwakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang.” 
Dari pernyataan Bapak Sohebus Sulton diatas,dapat 
disimpulkan bahwa sebagai anggota legislatif sudah menjadi 
keharusan untuk peka terhadap kondisi masyarakat yang 
diwakili. Kemudian dari beberapa kondisi perempuan dan 
kasus kekerasan terhadap anak  yang  ada  sampang  menjadi 
latar belakang bagi anggota dewan tentang pentingnya 
pembuatan perda pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
b. TahapanPembuatan Peraturan Daerah Pemberdayaan 
Perempuan 
                                                             
43Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019 
44Sanit,  Arbi. 1982. Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem 
Perwakilan politik di Indonesia, Ilmu dan Budaya, Edisi 2, tahun V.  Jakarta : Universitas 
Nasional. Hal. 48-49 



































Berdasarkan usulan, peraturan daerah di klasifikasikan 
dalam 2 katagori yaitu, Perda usulan eksekutif dan perda 
inisiatif. Perda eksekutif adalah yang diusulkan oleh kepala 
daerah, sedangkan perda inisiatif adalah perda yang diusulakn 
sekurang-nya 5 anggota DPRD. Jika merujuk dari penjalasan 
diatas Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Sampang merupakan perda inisiatif DPRD kabupaten sampang. 
Dalam sub-bab ini peneliti ingin mengidentifikasi proses 
anggota legislatif yang ada di DPRD sampang dalam 
memperjuangkan perda tersebut yang meliputi tahapan-tahapan 
pembuatan perda. 
1. Tahap perencanaan 
a. Tehap perencanaan merupakan langkah awal yang 
dilakukan oleh DPRD  yang dikemas dalam suatu 
program pembentukan peraturan daerah 
(PROPEMPERDA) yang bertujuan untuk menyusun 
rancangan peraturan daerah (Raperda) 
b. Propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dan 
kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. 
c. Propemperda disusun dilingkunaganDPRD melakukn 
koordinasi dengan kepala daerah juga mengikut sertakan 
istansi vertical terkait dalam hal  ini Dinas Keluarga 



































Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Sampang . 
d. Hasil penyusunan Propemperda diajukan pada kepala 
daerah yang kemudian disampaikan pada Badan 
Pembuatan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) di 
DPRD. Adapun keanggotaan Bapemperda di DPRD 
Sampang sebegai berikut: 
Tabel 4.2 
Anggota Bapemperda DPRD Sampang 
No. Nama Anggota Jabatan 
1 H. ALI 






Wakil Ketua Bapemperda 




















Anggota Bapemperda DPRD 
Kab. Sampang 




















































Anggota Bapemperda DPRD 
Kab. Sampang 
11 
H.SAHID Anggota Bapemperda DPRD 
Kab. Sampang 
Sumber: Sekretariat DPRD Sampang 
Meski secara usulan perda tentang pemberdayaan 
perempuan dan peridungan anak adalah perda inisiatif  
DPRD, namun rumusan perda tersebut berasal dari dinas 
KBP3A sampang.Yang tentuperan anggota DPRD juga 
sangat penting dalam pembuatan peraturan daerah 
tersebut. Untuk mengetahui upaya anggota dewan dalam 
tahap perencanaan perda peneliti menanyakan langsung 
pada Bapak Fadilah Budiono. Beliau menyampaikan: 
“yang saya tauawalnya rumusan perda itu diajukan 
oleh Dinas perempuan kemudian diusulkan oleh 
bapemperda.. Sebagai bupati  saya sangat 
apresiasi usulan itu untuk dibahas lebih serius. 
Koordinasi dengan DPRD, lalu membuat 



































Propemperda bersama. Setelah propemda dibuat 
agar segera dibahas di Bapemperda.”45 
 
Penjelasan bapak Wakil bupati diatas menunjukkan 
bahwa walaupun rumusan perda berasal dari dinas 
terkiat, namun pengkatagorian perda tersebut adalah 
perda inisiatif DPRD. Adapun peran anggota DPRD 
dalam tahap perencanaan pembuatan perda adalah 
sebagai pembuat program pembauatan peraturan daerah 
(propemperda) bersama kepala daerah.  Kemudian Bapak 
Ali Sadikin sebagi anggota dewan yang masuk dalam 
anggota Bapemperda menambahkan: 
“Sebelum membuat perda kami anggota dewan 
melakukan Hearing dengan Dinas KBP3A tentang 
bagaimana urgensi atau seberapa penting perda itu 
untuk dibuat. Dihearing itu 2 hal penting yang 
disampaikan dalam nota penjelasan dinas tentang 
banyaknya aduan dari masyarakat terkait peremuan 
dan kekerasan pada anak dan kesulitan dinas itu 
mementukan program karena tidak ada hukum yang 
mewadahinya. Makanya kami anggota dewan 
sepakat untuk melanjutkan pembuatan perda itu.”46 
 
 Suatu langkah strategis yang digunakan untuk 
mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan 
perempuan Indonesia dalam mengakses dan 
mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan 
partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.Untuk 
                                                             
45Hasil wawancara dengan Bapak  Fadilah Budiono di rumah beliau tanggal 2 agustus 2019 
46Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019 



































mencapai kapabilitas politik yang baik, sebagai lembaga 
penting Negara DPRD harus memiliki kemampuan 
responsive. Kemampuan responsif adalah kemampuan 
sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang 
masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan 
yang diambil otoritas politik di lini output.  
Dengan melakukan Hearing bersama dinas KBP3A 
merupakan anggota legislatif sampang  telah 
menunjukkan langkah yang baik dalam merespon segala 
tuntutan yang masuk melalui dinas tersebut. Selain itu 
anggota dewan bersama kepala daerah membuat program 
pembentukan perda (Propemperda) untuk  membuat 
perda sebagai jawaban atas segala tuntutan yang masuk.  
2. Tahap penyusunan 
Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan 
kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau 
prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan 
terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan 
Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, 
antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan 
diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana 
menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara 
singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah 



































dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan 
tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
dalam penyusunan kalimatnya. 
Setelah Propemperda dibuat dan di sahkan. Tahap 
selanjutnya merupakan tahap penyusun. Dalam hal ini 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 
a. Rancangan perda di lingkungan DPRD diajukan oleh 
DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang 
menyusun rancangan perda disertai penjelasan atau 
keterangan naskah akademik.  
b. Setelah Rancangan perturan daerah dibuat, lalu 
selanjutnya Bapemperda melakukan pengharmonisasian, 
pembulatan, dan penetapan konsepsi. 
Dalam hal ini peran DPRD sebagai mediator dalam 
melaku pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan 
konsepsi. Seuai yang data didapat oleh peneliti dalam 
proses wawancara bersama Bapak Shohebus Sulthon: 
 “Sebelum perda itu dibahas dilakukan dulu 
harmonisasi. Harmonisasi ini kita DPRD 
memfasilitasi pada bagian hokum provinsi, apakah 
tidak bertentangan dengan perda yang diatasnya. 
Jikan tidak maka dikembalikan pada DPRD dalam 
hal ini bapemperda untuk kemudian dilanjutkan 
dalam tahap pembahasan. Begitu alurnya dek”47 
 
                                                             
47Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 
2019 



































Selain menyusun Raperda Bapak Ali Sadikin juga 
menjelaskan bahwa peran DPRD dalam memperjuangkan 
peraturan daerah pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak ditahap penyusunan adalah sebagai 
lembaga yang menjembatani antara pemerintah kabupaten 
Sampang dengan pemerintah Provinsi. Dalam hal ini 
DPRD melakukan harmonisasi terhadap biro hokum 
provinsi agar pembuatan perda tersebut tidak tumpang 
tindih dengan perda yang ada diatasnya yakni perda yang 
dibuat pemerintah provinsi. Selanjutnya perda 
dikembalikan pada DPRD melalui Bapemperda untuk 
lanjutkan pada tahap pembahasan.  
3. Tahap pembahasan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 huruf a, 
mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD dalam 
melaksanan fungsi legislasi yaitu“Membentuk Peraturan 
Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah 
(Bupati/ Walikota) untuk mendapat persetujuan bersama 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat 
pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan 
tingkat II.  



































a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:  
1) Penjelasan pengusul terhadap rancangan Perda yang 
dibuat. Dalam hal ini Bapemperda sebagai 
pengusul. 
2) Pendangan umum kepala daerah, fraksi dan anggota 
DPRD lainnya 
3) Tanggapan dan/jawaban Bapemperda terhadap 
pandangan umum kepala daerah fraksi dan anggota 
DPRD lainnya.  
Setelah Bapemperda menyampaikan rancangan perda 
pemberdayaan perempuan dan anak, selanjutnya anggota 
dewan lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Merujuk 
pada Undang-Undang Nomor 32;Tahun;2004 tentang 
pemerintahan daerah. Salah satu hak anggota dewan adalah 
hak menyatakan pendakat.hak DPRD untuk menyatakan 
pendapat terhadap kebijakan atau perda usulan pemerintah. 
Dalam proses pembahasan peraturan daerah pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak ini, sempat terjadi 
perdebatan antar anggota dewan. Kemudian peneliti 
mencoba mengkorelasikannya dengan hasil wawancara 
sebagaimana yang sampaikan bapak Shohebus Sulthon 
dibawah ini: 
“Jadi gini dalam proses pembahasan sebuah perda itu 
pastinya ada anggota dewan yang setuju maupun tidak 



































setuju, tapi nanti jika banyak yang setuju dengan 
usulan perda itu ya nanti kita akan meneruskan 
pembahasan perda itu tapi jika kebalikannya tentu kita 
akan mengkajinya lagi. Bagianggota lain yang setuju 
mereka beranggapan tentang pentingnya penting 
adanya perda ini kerena tadi sebagai landasan hukum 
program pemberdayaan perempuan disampang. Yang 
tidak setuju alasan meraka menganggap hal itu sudah 
diatur oleh perda yang ada di provinsi dan juga 
nasional” 
 
Dari hasil wawanacara diatas penleiti menemukan fakta 
bahwa dalam sebuah peraturan yang akan dikeluarkan oleh  
beberapa anggota dewan tentu harus ada yang namanya 
persetujuan dari banyak pihak yang terkait. Dari wawancara 
diatas pula dapat diketahui bahwa ketika mengadakan rapat 
terkait dengan pembuatan perda pemberdayaan perempuan 
ini justrutanggapan lahir dari anggota dewan lainnya. 
Mereka mengangap perda provinsi cukup sebagai regulasi 
dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
Menanggapi hal tersebutAli Sadikin selaku anggota 
pengusul dan anggota Bapemperda menjawab: 
“Perda pemberdayaan ini dibuat atas dasar keperluan 
masyarakat. Dimana dinas KBP3A menganggap tidak 
ada regulasi hokum dalam program pemberdayaan 
perempuan dan anak. Jika hanya merujuk pada perda 
yang ada di provinsi maka cakupannya terlalu luas. 
Artinya tidak pada situasi atau masalah yang benar 
dialami masyakat. Sebab setiap kota dan kabupaten beda 
latar masalahnya”48 
 
                                                             
48Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019 
 



































Upaya untuk meyakinkan anggota dewan lainnya yang 
tidak setuju dilakukan dengan menjawab segala tanggapan 
yang masuk pada pengusul. Sekaligus sebagai bahasan 
akhir dari pembicaraan tingkat I yang kemudian dilanjutka 
pada pembicaraa ingkat II. 
 
b. Tahap Pembicaraan Tingkat II meliputi Pengambilan 
keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:  
1) Penyampaian laporan Bapemperda meliputi proses 
pembahasanz, pendapat fraksi dan hasil 
pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c. 
2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan 
oleh pimpinan rapat paripurna. 
3) Pendapat akhir kepala daerah.  
Pada pembicaraan tingkat II, apabila persetujuan tidak 
dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan 
diambil berdasarkaan suara terbanyak. Sebagaimana 
dijelaskan oleh bapak  Sohebus Sulthon pada saat 
wawancara dibawah ini: 
“Setelah melalui tahap mulai penjelasan Bapemperda, 
mendengar pandangan umum fraksi, dan mendengar 
tanggapan kepala daerah. Selanjutnya kami anggota 
dewan ini  minta persetujuan dari para anggota dewan 
lainnya serta persetujuan kepala daerah. Karena ssat 
itu ada beberapa anggota yang  setuju maka 



































dilakukanlah voting. Ya pada akhirnya banyakan yang 
setuju”49 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa 
pada setiap perumusan peraturan daerah ada yang namanya 
persetujuan dari kepala daerah dan anggot dewan lainnya. 
karena jika tidak ada persetujuan yang diinginkan maka 
akan diadakannya voting untuk menentukan layak atau 
tidaknya perda tersebut. Setelah voting dilakukan, jika suara 
terbanyak lebih setuju untuk menerapkan perda tersebut 
maka akan segera meminta persetujuan kepada kepala 
daerah. 
Pada tahap pembahasan ke II pemimpinan rapat 
paripurna meminta persetujuan terhadap seluruh anggota  
yang ada. Karean ada beberapa anggota yang tidak setuju 
maka dilakukanlah voting yang pada akhirnya kebanyakan 
anggota dewan memilih setuju untuk melanjutkan perda 
pada tahap penetapan.  
4. Tahap penetapan 
a. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh 
DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh 
pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk 
ditetapkan menjadi Perda.  
                                                             
49Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 
2019 
 



































b. Rancangan Perda yang tidak ditandatangani kepala 
daerah dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya 
berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.  
Setelah rancangan peraturan daerah mendapat 
persetujuan darisegala pihak terkait. Maka selajutnya 
rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak disahkan menjadi 
Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. 
JadiSeperti yang Jimly Assidiqie50, yang menyebutkan salah 
satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi“prakarsa 
pembuatan undang-undang (legislatif intiation), hal itu telah 
dilakukan dengan baik oleh anggota DPRD kabupaten 
Sampang. 
5.  Tahap Perundangan 
Langkah terakhir dari dalam pelaksanaan fungsi 
legislasi adalah tahap perundagan meliputi sosialisasi 
peratuaran daerah. Pemerintah daerah dan DPRD serta 
Dinas terkait wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang 
telah diundangakn dalam lembaran daerah. Seluruh anggota 
                                                             
50 Assiddiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu HukumTata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada. Hal. 300 



































DPRD harus terlibat aktif dalam penyebarluasan peraturan 
daerah terlebih di daera pemilhanya.  
Untuk mengetahui hasil sosialisasi yang dilakukan, 
peneilti menanyakan langsung pada Bapak Ali Sadikin yang 
menyampaikan: 
“Kami melakukan sosisalisasi bersama dinas KBP3PA. 
dimanaPersoalan utama tentang perempuan disini 
adalah soal budaya yang ada disini. Perempuan 
disini meyakini bahwa posisi perempuan itu ya 
sebagai ibu rumah tangga. Dan laki-laki yang 
bekerja. Untuk langkah awal menurut saya dinas 
KBP3A membuat program untuk membangun 
kesadaran perempuan itu sendiri agar ikut 
berkontribusi dalam perekonomian.”51 
 
Upaya untuk Pengarusutamaan gender agar 
mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan 
perempuan sampang dalam mengakses dan mendapatkan 
manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan 
mengontrol proses pembangunan telah dilakukan oleh 
DPRD sampang dengan menciptakan ragulasi berupa perda. 
namun persoalan utama adalah tentang pandangan 
perempuan sampang sendiri tentang posisi perempuan 
hanya pada ranah domestic atau sebagai rumah tangga. 
Maka dari itu Dinas terkait harus membuat program untuk 
merubah pola pikir perempuan sampang agar lebih terbuka, 
                                                             
51Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sadikin di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 2019 
 



































Sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai atau 
tidak bias gender. 
Kemudia Bapak Shohibus Sulthon menambahkan: 
 
“Sampang ini kan dikenal sebagai kota yang kental 
keagamaanya, tentu agama islam pedoman utama 
seperti posisi laki-laki pemimpin perempuan, hal itu 
juga sebagai batasan perempuan untuk terjuan pada 
ranah yang lebih luas. Jadi kalo bagi saya perda 
permberdayaan sudah ada jadi tinggal membuat 
program yang lebih pada membangun kesadaran 
perempuan”52 
 
Dari penjelasan dapat diartikan bahwa bagi 
masyarakat sampang islam merupakan bagian dari identitas 
etnik mereka. Dengan kata lain, sebagai agama hampir 
seluruh orang Sampang, Islam tidak hanya dijadikan 
sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan 
masyarakat. Kekuatan religius juga ikut menopang 
kemapanan posisi laki-laki di urutan pertama. Legitimasi 
agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki 
dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan penempatan 
perempuan di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa 
dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah 
hegemoni kaum laki-laki sebagaimana tampak dari uraian di 
atas. Dan juga dari hasil wawan cara diatas menunjukan 
bahwa adanya perda pemberdayaan perempuan dapat 
                                                             
52Hasil wawancara dengan Bapak Sohebus Sulthon di kantor DPRD sampang tanggal 1 agustus 
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dijadikan regulasi bagi dinas KBP3A dan segala pihak 
terkait untuk membuat program yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat atau perempuan sampang. 
D. Temuan Penelitian 
1. Anggota legislative selalu berupaya untuk menyerap aspirasi 
rakyat dan membuat regulasi atau perda terhadap masalah 
gender di kabupaten sampang. 
Dalam berbagai kesempatan yang ada para anggota 
legislative kabupaten sampang selalu berupaya untuk terus 
menyerap aspirasi yang diinginkan rakyat. Hal itu dilakukan 
dengan membuat perda sebagai jawaban atas masalah yang 
ada.Dengan menjalankan fungsi  legislasi sebagai fungsi 
utamanya menjadi anggota DPRD. 
2. Anggota legislative perempuan yang ada tidak secara langsung 
terlibat dalam pembuatan perda. 
Dalam keterwakilan terdapat yang namanya 
keterwakilan deskriptif dimana wakil yang ada sebagai 
representaisi kau tertentu karena memiliki karakteristik yang 
sama dalam hal ini perempuan. Namun yang terjadai anggota 
legislative perempuan yang ada di kabupaten sampang tidak 
terlibat dalam prosses pembuatan perda pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. Justru perda tersebut 



































diusulkan dan dibuat oleh anggota DPRD laki-laki yang ada di 
kabupaten sampang. 
3. Budaya patriarki di kabupaten sampang sebagai salah satu 
faktor pengahambat kesetaran gender di kabupaten Sampang. 
Persoalan utama kesenjangan gender adalah tentang 
pandangan perempuan sampang sendiri tentang posisi 
perempuan hanya pada ranah domestic atau sebagai rumah 
tangga. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya 
budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. 
 




































Menurut hasil penelitian serta penyajian data dan analisa data 
terhadap permasalahan yang ada, maka dari penelitian ini dapat ditarik dua 
kesimpulan yang peneliti ambil, sebagaimana dijelas dibawah ini: 
1. Anggota legislatif sampang cukup baik dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai anggota dewan yakni  dalam menjalankan fungsi 
legislasi atau membuat undang-undang. Selain itu meski hampir seluruh 
anggota DPRD kabupaten sampang adalah laki-laki, namun meraka 
memiliki wawasan yang luas dan peka terhadap segala permasalahan 
perempuan yang ada di kabupaten Sampang. Hal itu dapat 
dinilaidengan berhasil menciptakan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 
2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Sampang. Sebagai jawaban atas segala permasalahan 
perempuan di kabupaten sampang. 
2. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan perda meliputi, tahap 
perencanaan, tahap perumusan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan 
tahap perundangan. Dalam tahap perundangan yang berupa sosialisi 
atau penyebarluasan Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Sampangyang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Menemukan  
fakta terdapat faktor penghambat terciptanya kesetaran gender yaitu 



































budaya yang berkembang dimasyarakat sampang dengan budaya  
patriarki yang kuat. Sehingga perempuan disana meyakini posisi 
perempuan hanya pada ranah domestic dan menimbulkan keraguan bagi 
perempua sampang untuk ikut mengambil bagian pada ranah publik. 
Selain itu pengaruh agama islam yang mengaggap laki-laki adalah 
pemimpin bagi perempuan menjadi pedoman atau ideologi yang 
membatasi kiprah perempuan sampang pada ranah publik. 
 
B. SARAN 
Permasalahan terkait dengan kinerja anggota legislative sampang 
dalam memperjuangkan peraturan dearah tentang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak didominasi oleh stidak aktifannya 
anggota legislative perempuan dalam menyikapi permasalahan yang ada. 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 
1. Pihak anggota dewan seharusnya lebih aktif dalam menangkap 
aspirasi yang diinginkan oleh rakyat. 
2. Anggota legislative perempuan sebaiknya lebih aktif untuk menjadi 
perwakilan perempuan yang ada di kabupaten sampang. 
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 
diharapkan untuk menjadikan peraturan daerah terkait dengan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai acuan 
untuk menyikapi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak di kabupaten sampang.
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3HPLOX PHUXSDNDQ VDODK VDWX FDUD XQWXN PHQHQWXNDQ DUDK
SHUMDODQDQ EDQJVD VHNDOLJXVPHQHQWXNDQ VLDSD \DQJ SDOLQJ SDQWDV XQWXN
PHQMDODQNDQNHNXDVDDQSHPHULQWDKDQ1HJDUDWHUVHEXW0HQXUXWWULFDK\R
VHFDUD XQLYHUVDO SHPLOLKDQ XPXP PHUXSDNDQ LQVWUXPHQW PHZXMXGNDQ
NHGDXODWDQUDN\DW\DQJEHUPDNVXGPHPEHQWXNSHPHULQWDKDQ\DQJDEVDK
VHUWDVDUDQDPHQJDUWLNXODVLNDQNHSHQWLQJDQUDN\DW
'DUL GHILQLVL GLDWDV  PHQMHODVNDQ EDKZD SHPLOLKDQ XPXP
PHUXSDNDQLQVWUXPHQWXQWXNPHZXMXGNDQNHGDXODWDQUDN\DW0HPEHQWXN
SHPHULQWDK\DQJ VDK VHUWD VHEDJDL VDUDQDPHQJDUWLNXODVLNDQDVSLUDVLGDQ
NHSHQWLQJDQUDN\DW1HJDUD,QGRQHVLDPHQJLNXWVHUWDNDQUDN\DWQ\DGDODP
UDQJND SHQ\HOHQJJDUDDQ QHJDUD NHGDXODWDQ UDN\DW GLMDODQNDQNDQ ROHK
ZDNLO UDN\DW \DQJ GXGXN GDODP SDUOHPHQ GHQJDQ V\VWHP SHUZDNLODQ
UHSUHQWDWDWYH GHPRFUDF\ DWDX GHPRNUDVL WLGDN ODQJVXQJ LQGLUHFW
GHPRFUDF\ :DNLOZDNLO UDN\DW GLWHQWXNDQ VHQGLUL ROHK UDN\DW PHODOXL
SHPLOX JHQHUDO HOHFWLRQ VHFDUD EHUNDOD DJDU GDSDW PHPSHUMXDQJNDQ
DVSLUDVLUDN\DW
7LGDNKDQ\DSHPLOLKDQHNVHNXWLISHPLOXMXJDPHUXSDNDQODQJNDK







OHJLVODWLI 'DODP SDJHODUDQ SHPLOX OHVODWLWLI '35' NDEXSDWHQ VDPSDQJ
SDUWDLSDUWDL EHUDGX XQWXN PHPHQDJNDQ SHPLOX  'L PDQD GDODP
SHPLOXOHJLVODWLIWHUGDSDWEHEHUDSDSDUWDL\DQJEHUKDVLOPDVXNGDODP
NHDQJJRWDDQ '35' .DEXSDWHQ 6DPSDQJ PHOLSXWL 3.% 3',3 333
'(02.5$7*2/.$5*(5,1'$+$185$3%%3$11$6'(0
















.HVHOXUXKDQ DQJJRWD '35' NDEXSDWHQ VDPSDQJ VHOXUXKQ\D
EHUMXPODKDQJJRWD'HZDQ6HMDUDKVLQJNDWSHUMDODQDQOHPEDJD'35'
GDULPDVD NHPDVD WLGDN MDXK EHUEHGD MLND GLOLKDW GDUL NRPSRVLVL MXPODK
DQJJRWDOHJLVODWLIODNLODNLGDQSHUHPSXDQGDULEHEHUDSDSHPLOX OHJLVODWLI
\DQJ SHUQDK GLVHOHQJJDUDNDQ KDPSLU VHOXUXKQ\D ODNLODNL \DQJ EHUKDVLO
GXGXNPHQMDGLDQJJRWDGHZDQ+DQ\DEHUEHGDSDGDWDKXQWHUGDSDW
SHUHPSXDQ \DQJ EHUKDVLO ORORV GDODP DQJJRWD OHJLVODWLI %HULNXW DGDODK
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϯ





3HULRGH -HQLV.HODPLQ3HUHPSXDQ  /DNLODNL 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  6XPEHUGLRODKGDUL6HNUHWDULDW'35'.DEXSDWHQ6DPSDQJ
0HQJDFX SDGD WDEHO WHUVHEXW VDQJDW LURQL NHWLND GLNRPSDUDVLNDQ
GHQJDQ MXPODK ODNLODNL \DQJ DGD GL NDEXSDWHQ VDPSDQJ \DLWX VHEDQ\DN
MLZDGDQSHUHPSXDQVHEDQ\DNQDPXQKDQ\DPHPLOLNL
ZDNLOSHUHPSXDQGL'35'NDEXSDWHQVDPSDQJ6XQJJXKVHFDUDSROLWLV
WLGDN VDPD VHNDOL PHQXQMXNNDQ ³HTXDO UHSUHVHQWDWLRQ´ DWDX NHVHWDUDDQ
SHUZDNLODQ GL '35' 0DND GDSDW GLSDVWLNDQ ZDWDN '35' GLVDQD MLND
PHOLKDW NHELMDNDQ \DQJ GLKDVLONDQ WHQWX DNDQ ELDV JHQGHU DWDX EHUVLIDW
PDVNXOLQ
KWWSVVDPSDQJNDEESVJRLGVWDWLFWDEOHEDQ\DNQ\DSHQGXGXNDNKLUWDKXQ




3DUWDL SROLWLN EHOXPPHQWDDWL SHQXK WHUKDGDS NHZDMLEDQPHUHNDD
DWDVSHQFDORQDQSHUHPSXDQVHEDJDL FDOHJFDORQDQJJRWD OHJLVODWLI
QRPRU MDGL DWDX QRPRU XUXW \DQJ SHWHQVLDO DJDU WHUSLOLK .HEDQ\DNDQ
SHUHPSXDQ MXVWUX GLMDGLNDQ VHEDJDL VLPERO DNRPRGDWLI GHQJDQ GLEHUL
QRPRUXUXWVXVDKPHORORVNDQSHUHPSXDQDJDUELVDGXGXNGLSDUOHPHQ
6HODLQ PLQLQ\D NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ GL '35' VDPSDQJ
GLVRNRQJ MXJD ROHK EXGD\D \DQJ EHUNHPEDQJ GLPDV\DUDNDWVDODK VDWX
EXGD\D \DQJ EHUNHPEDQJ  GDODP PDV\DUDNDW 6DPSDQJ DGDODK
SHQJKRUPDWDQ \DQJ WLQJJL NHSDGD SLODUSLODU SHQ\DQJJD NHEXGD\DDQ
6DPSDQJ \DNQL EKXSSD¶EKDEKX¶JKXUXUDWR \DQJ GDODP EDKDVD
,QGRQHVLDEHUDUWLEDSDNLEXJXUXN\DLUDWXSHPHULQWDK8QJNDSDQ
LQLVHULQJPXQFXOGDODPSHUJDXODQVHKDULKDULSDGDPDV\DUDNDW6DPSDQJ
KLQJJD VDDW LQL 6LVWHP EXGD\D SDWULDUNL \DQJ EHUNHPEDQJ GL 6DPSDQJ
MXJD PHQMDGL VWUXNWXU VRVLRUHOLJLXV \DQJ PHPDSDQNDQ SRVLVL EDSDN
VHEDJDLRUDQJ\DQJNDOLSHUWDPDKDUXVGLKRUPDWL
0HQXUXW 6XEDQGL GDQ +DQLI³3DWULDUNL PHUXSDNDQ VHEXDK VLVWHP








'HQJDQ GHPLNLDQ SDWULDUNL DGDODK VHJDOD NHELDVDDQ PDV\DUDNDW
\DQJ GLMDGLNDQ ZDULVDQ VRVLDO GHQJDQ PHPSRVLVLNDQ ODNLODNL VHEDJDL
SHQJXDVDDWDXSHQGRPLQDVLDWDVSHUHPSXDQGDODPVHQGLVHQGLNHKLGXSDQ
VRVLDO 6HFDUD NXOWXUDO VLVWHP SDWULDUNL WHUVHEXW PHUXSDNDQ VHEXDK
NRQVWUXNVL VRVLDO WHUKDGDS UHODVL JHQGHU DQWDUD ODNLODNL GDQ SHUHPSXDQ
.RQVWUXNVLVRVLDOLQLGDSDWEHUXSDDQJJDSDQDQJJDSDQPDV\DUDNDWPLWRV
PLWRV UHODVL JHQGHU GDQ ELVD EHUXSD NHELDVDDQNHELDVDDQ \DQJ GLDQJJDS
VXDWX NHZDMDUDQ \DQJ GLDSOLNDVLNDQ GDODP NHKLGXSDQ VRVLDO .HNXDWDQ
UHOLJLXV MXJD LNXW PHQRSDQJ NHPDSDQDQ SRVLVL EDSDN GL XUXWDQ SHUWDPD
RUDQJ \DQJ KDUXV GLSDWXKL /HJLWLPDVL DJDPD LQL PHQMDGL VHMDUDK DZDO
PXQFXOQ\D EXGD\D SDWULDUNL GDODP NHKLGXSDQ PDV\DUDNDW 6HGDQJNDQ
SHQHPSDWDQ EKDEKX¶ LEX GL XUXWDQ NHGXD VHVXQJJXKQ\D WLGDN ELVD
GLOHSDVNDQ GDUL SHUVRDODQ SHUHPSXDQ \DQJ EHUDGD GL EDZDK KHJHPRQL
NDXPODNLODNLVHEDJDLPDQDWDPSDNGDULXUDLDQGLDWDV
0HVNLNHWHUZDLODQSHUHPSXDQGLVDPSDQJKDQ\DRUDQJDQJJRWD
GHZDQ GDQ EXGD\D SDWULDUNL VDQJDW NXDW GLVDQD GDODP NXUXQ ZDNWX
SHULRGHWHUGDSDWSHUDWXUDQGDHUDK \DQJ WHUNDLW NHSHQWLQJDQ
SHUHPSXDQ \DLWX 3HUDWXUDQ 'HDUDK 1R  7DKXQ  7HQWDQJ
3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ GDQ 3HUOLQGXQJDQ $QDN .DEXSDWHQ 6DPSDQJ
3HUGDWHUVHEXWVHEDJDLUHJXODVLXQWXNPHQLQJNDWNDQNHVHWDUDDQJHQGHUGDQ
PHQMDGL SURGXN KXNXP GDODP PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV SHUHPSXDQ GL
NDEXSDWHQ VDPSDQJ  6DODK VDWX LVL WHQWDQJ SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ
GDODP SHUGD WHUVHEXW WHUGDSDW SDGD %$% , .HWHQWXDQ 8PXP 3DVDO 
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϲ
QRPRU  \DQJ PHQ\HEXWNDQ 3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ DGDODK VHWLDS
XSD\D PHQLQJNDWNDQ NHPDPSX ILVLN PHQWDO VSLULWXDO VRVLDO
SHQJHWDKXDQGDQNHWHUDPSLODQDJDUSHUHPSXDQVLDSGLGD\DJXQDNDQVHVXDL
GHQJDQNHPDPSXDQPDVLQJPDVLQJ
%HUGDVDUNDQ PLQLPQ\D NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ GL '35'
VDPSDQJ\DQJKDQ\DRUDQJGDQMXJDIHQRPHQDSDWULDUNLW\DQJNXDWSDGD
PDV\DUDNDW VDPSDQJ GLDWDV GDQPHQMDGL VHEXDK NHWHUWDULNDQ EDJL SHQHOLWL
LQL XQWXN PHQJDQDOLVD OHELK ODQMXW WHUNDLW GHQJDQ EDJDLPDQD NLQHUMD
DQJJRWDOHJLVODWLIVDPSDQJGDODPPHPSHUMXDQJNDQSURGXNNHELMDNDQ\DQJ
UHVSRQVLI WHUKDGDS PDVDODK SHUHPSXDQ .HPXGLDQ GLEXDW GDODP  NDU\D
LOPLDK EHUQWXN VNULSVL GHQJDQ MXGXO ³.LQHUMD $QJJRWD /HJLVODWLI
6DPSDQJ 3HULRGH  'DODP 0HQJLQLVLDVL 3HUDWXUDQ 'DHUDK























+DVLO SHQHOLWLDQ LQL GLKDUDSNDQ PHPEHULNDQ VXPEDQJDQ
SHPLNLUDQ GDODP KDO PHQJHPEDQJNDQ OD\DQDQ VHWD SHODNVDQDDQ
WXJDVNHSDGDSLKDNSLKDN\DQJPHPEXWXKNDQ
 'DSDWPHQMDGLEDKDQUXMXNDQUHIHUHQVLXQWXNSHQHOLWLDQ
ODQMXWDQ EDJL SHPHULQWDK NKXVXVQ\D \DQJ PHQJNDML
SHUPDVDODKDQ WHQWDQJ .LQHUMD  DQJJRWD OHJLVODWLI




 'LKDUDSNDQ GDSDWPHPEHULNDQ LQIRUPDVL GDQPDVXNDQ
EDJL SHPHULQWDK GDODP SHQJDPELODQ NHSXWXVDQ
WHUXWDPD \DQJPHQ\DQJNXW SHPEHULDQ EDQWXDQ NHSDGD
PDV\DUDNDW
E %DJL3HQHOLWL
*XQD PHPHQXKL WXJDV DNKLU VNULSVL 6WUDWD  VHUWD GDSDW
PHQDPEDK  ZDZDVDQ  SHQHOLWL PHQJHQDL NLQHUMD SURVHV DQJJRWD








%DE NHGXD ,, EHULVL NDMLDQ WHRULWLN WHQWDQJ .LQHUMD DQJJRWD
OHJLVODWLI VDPSDQJ SHULRGH  GDODPPHPSHUMXDQJNDQ SHUDWXUDQ
GDHUDKWHQWDQJSHPEHUGD\DDQSHUHPSXDQGDQSHUOLQGXQJDQDQDN
%DE NHWLJD ,,, EHULVL PHWRGRORJL SHQHOLWLDQ \DQJ PHOLSXWL




WHNQLN DQDOLVLV GDWD WHNQLN SHPHULNVDDQ NHDEVDKDQ GDWD GDQ VLVWHPDWLND
SHPEDKDVDQ
%DE NHHPSDW ,9 LVLQ\D SHQ\DMLDQ GDQ DQDOLVLV GDWD \DQJ DNDQ
PHQ\DMLNDQ KDVLO GDWD ODSDQJDQ GDQ DQDOLVLV  WHQWDQJ .LQHUMD  DQJJRWD
OHJLVODWLI VDPSDQJ SHULRGH  GDODPPHPSHUMXDQJNDQ SHUDWXUDQ
GDHUDKWHQWDQJSHPEHUGD\DDQSHUHPSXDQGDQSHUOLQGXQJDQDQDN










 3HQHOLWLDQ \DQJ GLODNXNDQ ROHK <XOLDVWXWL :XODQGDUL SDGD WDKXQ
 GDODP MXUQDO \DQJ EHUMXGXO ³.,1(5-$ 32/,7,6,
3(5(038$1','35'.27$%$1-$50$6,17$+81
´ 5XPXVDQPDVDODK GDODP SHQHOLWLDQ LQL DGDODK EDJDLPDQD
NLQHUMD SROLWLVL SHUHPSXDQ GL 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW 'DHUDK
'35'.RWD%DQMDUPDVLQWDKXQ-HQLVSHQHOLWLDQ\DQJ
GLJXQDNDQ DGDODK SHQHOLWLDQ NXDOLWDWLI GHVNULSWLI GHQJDQ WHNQLN
SHQJXPSXODQ GDWD PHQJJXQDNDQ ZDZDQFDUD GDQ GRNXPHQWDVL
'DUL KDVLO SHQHOLWLDQ GLGDSDWNDQ GDWD EDKZD NLQHUMD SROLWLVL
SHUHPSXDQ GL '35' .RWD %DQMDUPDVLQ WDKXQ  VXGDK
EDLN KDO WHUVHEXW GDSDW GLOLKDW GDUL SHODNVDQDDQ SHUDQ SROLWLVL
SHUHPSXDQ GDODP PHODNVDQDNDQ IXQJVL OHJLVODVL GLEXNWLNDQ
GHQJDQ EHUKDVLO GLVHSDNDWLQ\D 3HUGD \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ
JHQGHU GDQ DQDN 3ROLWLVL SHUHPSXDQ GLQLODL PDPSX PHQJHQDOL




GDODP PHODNVDQDNDQ IXQJVL DQJJDUDQ GDSDW GLOLKDW GDUL EHUKDVLO
PHQHWDSNDQEHVDUDQDQJJDUDQXQWXNPHQGXNXQJSURJUDPSURJUDP
SHQLQJNDWDQ SHUHPSXDQ SROLWLVL SHUHPSXDQ MXJD EHUSHUDQ GDODP
PHPEHULNDQ VDUDQ GDQ SHQGDSDW SDGD :DOLNRWD PHQ\LDSNDQ
PHQ\XVXQVHUWDLNXWPHQHWDSNDQ5$3%'PHQMDGL$3%'VHKLQJJD
GDSDW  PHQGXNXQJ SURJUDPSURJUDP NKXVXVQ\D SURJUDP \DQJ
EHUNDLWDQGHQJDQSHUHPSXDQGDQDQDN3ROLWLVLSHUHPSXDQGLQLODL
DNWLI GDQ PDPSX GDODP PHODNVDQDNDQ IXQJVL SHQJDZDVDQ
GLDQWDUDQ\D PHODNXNDQ SHQJDZDVDQ WHUKDGDS SLKDN HNVHNXWLI
SHQJDZDVDQ WHUKDGDS MDODQQ\D SHPHULQWDKDQ VHUWD PHODNVDQDNDQ
SHQJDZDVDQ$3%'ROHK6.3'
$GDSXQ SHUVDPDDQ GDODP SHQHOLWLDQ WHUGDKXOX LQL DGDODK
PHPEDKDV PHQJHQDL WLJD IXQJVL SRNRN DQJJRWD OHJLVODWLI VHUWD
NLQHUMD DQJJRWD GHZDQ GDODP XSD\DPHPSHUMXDQJNDQ NHSHWLQJDQ
SHUHPSXDQ   .HPXGLDQ WHUNDLW SHUEHGDDQ \DQJ SDOLQJPHQGDVDU
GDUL SHQHOLWLDQ LQL GHQJDQ SHQHOLWLDQ \DQJ DNDQ VD\D ODNXNDQ
WHUOHWDN SDGD IRNXV SHQHOLWLDQ SDGD NLQHUMD DQJJRWD OHJLVODWLI
VDPSDQJ  EDLN ODNLODNL DWDX SHUHPSXDQ GDODPPHPSHUMXDQJNDQ
SHUDWXUDQ GDHUDK WHQWDQJ SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ
SHUOLQGXQJDQDQDN
 3HQHOLWLDQ\DQJGLODNXNDQROHK=DKURWXO.KXVQDSDGD WDKXQ
\DQJ EHUMXGXO ³3(5$1 (/,7 32/,7,. 3(5(038$1 6WXGL 3HUDQ
/HJLVODWRU 3HUHPSXDQ 'DODP )XQJVL /HJLVODVL '35' .DEXSDWHQ
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϭϮ
6LGRDUMR 3HULRGH ´ $GD GXD UXPXVDQ PDVDODK WHUNDLW
SHQHOLWLDQ LQL%DJDLPDQD3HUDQ/HJLVODWRU3HUHPSXDQ'DODP)XQJVL
/HJLVODVL GL '35' .DEXSDWHQ 6LGRDUMR  %DJDLPDQD .LQHUMD
/HJLVODWRU 3HUHPSXDQ 'DODP )XQJVL /HJLVODVL GL '35' .DEXSDWHQ
6LGRDUMR7XMXDQ GDUL SHQHOLWLDQ LQL XQWXNPHQJHWDKXL EDJDLPDQD SHUDQ
GDQ NLQHUMD DQJJRWD GHZDQ SHUHPSXDQ GL '35' .DEXSDWHQ 6LGRDUMR
8QWXN PHQMDZDE SHUPDVDODKDQ WHUVHEXW SHQHOLWL PHQJJXQDNDQ PHWRGH
NXDOLWDWLIGHVNULSWLI'DODPSHQHOLWLDQNXDOLWDWLILQLSHQHOLWLPHQJJXQDNDQ
WHNQLN SHQJXPSXODQ GDWD EHUXSD REVHUYDVL ZDZDQFDUD GRNXPHQWDVL
7HRUL\DQJGLJXQDNDNDQPHPDNDL7HRUL5HSUHVHQWDVL+DQQD)3LWNLQGDQ
7HRUL *HQGHU 5REHUW 6WROOHU +DVLO SHQHOLWLDQ LQL DGD GXD 3HUWDPD
GLPDQDSHUDQDQJJRWDGHZDQSHUHPSXDQ\DQJDGDGL'35'.DEXSDWHQ
6LGRDUMR WHUOLKDW EHOXP PDNVLPDO GDQ PHPHUOXNDQ XSJUDGLQJ .DUHQD
PLQLPQ\DVXDUDSHUZDNLODQSROLWLNNDXPSHUHPSXDQGDQWLGDNDGD\DQJ
PHQMDGL SLPSLQDQ GL OHPEDJD '35' 1DPXQ GHQJDQ DGDQ\D GXD
DQJJRWD GHZDQ SHUHPSXDQ \DQJ PDVXN GDODP MDMDUDQ DQJJRWD
%DSHPSHUGDGDSDWGLNDWDNDQFXNXSPHZDNLOLGDODPPHPEXDWSHUDWXUDQ
GDHUDK NDUHQD \DQJ EHUSHUDQ SHQWLQJ GDODP IXQJVL OHJLVODVL DGDODK
%DSHPSHUGD .HGXD NLQHUMD \DQJ GLKDVLONDQ ROHK DQJJRWD GHZDQ
SHUHPSXDQ VXGDK EDLN SURJUHVLI GDQ PHQMDZDE VRFLDO VXSSRUW
NHEXWXKDQPDV\DUDNDW GLPDQD XSD\DXSD\D DQJJRWD GHZDQSHUHPSXDQ
GDODP PHQDPSXQJ DVSLUDVL PDV\DUDNDW GDQ PHQJDGDNDQ SHODWLKDQ
SHODWLKDQXQWXNNDXPSHUHPSXDQGDQVXGDKDGDQ\DSHUGD\DQJUHVSRQVLI
JHQGHU$GDSXQ SHUVDPDDQ GDODP SHQHOLWLDQ WHUGDKXOX LQL DGDODK
SHQHOLWLDQ LQL PHPEDKDV PHQJHQDL SHUDQ VHUWD NLQHUMD DQJJRWD
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϭϯ
GHZDQ SHUHPSXDQ GDODP PHQMDODQNDQ WXJDV SRNRN VHUWD IXQJVL
VHEDJDL DQJJRWD GHZDQ.HPXGLDQ WHUNDLW SHUEHGDDQ \DQJ SDOLQJ
PHQGDVDU GDUL SHQHOLWLDQ LQL WHUOHWDN SDGD VXEMHN SHQHOLWLDQ \DQJ
LQJLQPHQHOLQWL WHQWDQJ NLQHUMD GDQ SURVHV DQJJRWD GHZDQ GDODP
PHPSHUMXDQJNDQ SHUHWXUDQ GDHUDK WHQWDQJ SHPHEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQGDQSHUOLQGXQJDQ DQDN
 3HQHOLWLDQGDUL/HVWDULSDGDWDKXQGDODPSHQHOLWLDQQ\D\DQJ
EHUMXGXO ³ .HGXGXNDQ 'DQ 3HUDQ $QJJRWD 'HZDQ 3HUHPSXDQ
'DODP)XQJVL/HJLVODVL'L'SUG.DEXSDWHQ&LODFDS3HULRGH
´ GHQJDQ UXPXVDQ PDVDODK  %DJDLPDQD NHGXGXNDQ
SHUHPSXDQ VHEDJDL DQJJRWD GHZDQ GL '35' .DEXSDWHQ &LODFDS
SHULRGH "  %DJDLPDQD SHUDQ DQJJRWD GHZDQ
SHUHPSXDQ GDODP SHODNVDQDDQ IXQJVL OHJLVODVL GL '35'
.DEXSDWHQ&LODFDSSHULRGH"%DJDLPDQDNHGXGXNDQ
GDQ SHUDQ DQJJRWD GHZDQ SHUHPSXDQ GDODP IXQJVL OHJLVODVL GL
'35' .DEXSDWHQ &LODFDS SHULRGH  +DVLO  GDODP
SHQHOLWLDQ LQL DGDODK NHGXGXNDQ DQJJRWD GHZDQ SHUHPSXDQ GL
'35' .DEXSDWHQ &LODFDS SHULRGH  PDVLK PDUJLQDO
VHFDUDSROLWLNSHUDQDQJJRWDGHZDQSHUHPSXDQGDODPSHODNVDQDDQ
IXQJVL OHJLVODVL GL '35' .DEXSDWHQ &LODFDS SHULRGH 
WHUOLKDW WLGDN PDNVLPDO GDQ NHGXGXNDQ DWDX MDEDWDQ DQJJRWD







,VWLODK JHQGHU GLSHUNHQDONDQ ROHK SDUD LOPXZDQ VRVLDO XQWXN
PHQMHODVNDQ SHUEHGDDQ ODNLODNL GDQ SHUHPSXDQ \DQJ EHUVLIDW
EDZDDQVHEDJDLFLSWDDQ7XKDQGDQ\DQJEHUVLIDWEHQWXNDQEXGD\D
GDQ\DQJGLSHODMDULGDQGLVRVLDOLVDVLNDQVHMDNNHFLO 3HUEHGDDQLQL
VDQJDW SHQWLQJ NDUHQD VHODPD LQL VHULQJ VHNDOLPHQFDPSXUDGXNDQ
FLULFLUL PDQXVLD \DQJ EHUVLIDW NRGUDWL GDQ \DQJ EHUVLIDW EXNDQ
NRGUDWL JHQGHU *HQGHU DGDODK VXDWX NRQVHS NXOWXUDO \DQJ
EHUXSD\D PHPEXDW SHPEHGDDQ GLVWLQFWLRQ GDODP KDO SHUDQ
SHULODNX PHQWDOLWDV GDQ NDUDNWHULVWLN HPRVLRQDO DQWDUD ODNLODNL
GDQSHUHPSXDQ\DQJEHUNHPEDQJGDODPPDV\DUDNDW
0HQXUXW SDUD DKOL ODLQQ\D VHSHUWL +LODU\ 0 /LSV PHQJDUWLNDQ
JHQGHU VHEDJDL KDUDSDQKDUDSDQ EXGD\D WHUKDGDS ODNLODNL GDQ
SHUHPSXDQ FXOWXUDO H[SHFWDWLRQV IRU ZRPHQ DQG PHQ + 7
:LOVRQ PHQJDUWLNDQ JHQGHU VHEDJDL VXDWX GDVDU XQWXN PHQHQWXNDQ
SHUEHGDDQ VXPEDQJDQ ODNLODNL GDQ SHUHPSXDQ SDGD NHEXGD\DDQ
GDQ NHKLGXSDQ NROHNWLI \DQJ VHEDJDL DNLEDWQ\D PHUHND PHQMDGL








EDKZD VHPXD NHWHWDSDQ PDV\DUDNDW SHULKDO SHQHQWXDQ VHVHRUDQJ
VHEDJDL ODNLODNL GDQ SHUHPSXDQ DGDODK WHUPDVXN ELGDQJ NDMLDQ
JHQGHU :KDW D JLYHQ VRFLHW\ GHILQHV DV PDVFXOLQH RU IHPLQLP LV D
FRPSRQHQW RI JHQGHU (ODLQH 6KRZDOWHU PHQHJDVNDQ EDKZD JHQGHU
OHELK GDUL VHNHGDU SHPEHGDDQ ODNLODNL GDQ SHUHPSXDQ GLOLKDW GDUL
NRQVWUXNVL VRVLDOEXGD\D
'DUL SHQJHUWLDQ JHQGHU PHQXUXW SDUD DKOL GL DWDV GDSDW GLDPELO
NHVLPSXODQ EDKZD JHQGHU DGDODK VHSHUDQJNDW VLNDS SHUDQ
WDQJJXQJ MDZDE IXQJVL KDNGDQSHULODNX \DQJPHOHNDWSDGDGLUL
ODNLODNL GDQ SHUHPSXDQ DNLEDW EHQWXNDQ EXGD\D DWDX OLQJNXQJDQ
PDV\DUDNDW WHPSDW PDQXVLD LWX WXPEXK GDQ GLEHVDUNDQ $UWLQ\D
SHUEHGDDQVLIDWVLNDSGDQSHULODNX\DQJGLDQJJDSNKDVSHUHPSXDQ
DWDXNKDVODNLODNLDWDX\DQJOHELKSRSXOHUGHQJDQLVWLODKIHPLQLWDV
GDQ PDVNXOLQLWDV WHUXWDPD PHUXSDNDQ KDVLO EHODMDU VHVHRUDQJ
PHODOXL VXDWX SURVHV VRVLDOLVDVL \DQJ SDQMDQJ GL OLQJNXQJDQ
PDV\DUDNDWWHPSDWLDWXPEXKGDQGLEHVDUNDQ
.HVHWDUDDQ *HQGHU DGDODK NDOLPDW \DQJ VHULQJNDOL NLWD GHQJDU
WHUXFDS GDODP GLVNXVL DWDXSXQ WHUWXOLV GDODP VHMXPODK UHIHUHQVL
$SD DUWL NHVHWDUDDQ JHQGHU" 8QWXN PHQMHODVNDQQ\D EHULNXW LQL
NDPL NHWHQJDKNDQ VHMXPODK LVWLODK \DQJ HUDW NDLWDQQ\D GHQJDQ






3HQJDUXVXWDPDDQ JHQGHU DGDODK VWUDWHJL \DQJ GLJXQDNDQ
XQWXN PHQJXUDQJL NHVHQMDQJDQ DQWDUD SHQGXGXN ODNLODNL GDQ
SHUHPSXDQ ,QGRQHVLD GDODP PHQJDNVHV GDQ PHQGDSDWNDQ
PDQIDDW SHPEDQJXQDQ VHUWD PHQLQJNDWNDQ SDUWLVLSDVL GDQ
PHQJRQWURO SURVHV SHPEDQJXQDQ
E .HVHQMDQJDQ *HQGHU
'LNDWDNDQ WHUMDGL NHVHQMDQJDQ JHQGHU DSDELOD VDODK VDWX
MHQLV NHODPLQ EHUDGD GDODP NHDGDDQ WHUWLQJJDO GLEDQGLQJNDQ
MHQLV NHODPLQ ODLQQ\D /DNLODNL OHELK EDQ\DN GDUL SHUHPSXDQ
DWDX VHEDOLNQ\D
F .HVHWDUDDQ *HQGHU
.HVHWDUDDQ JHQGHU DGDODK NHVDPDDQ NRQGLVL EDJL ODNL
ODNL GDQ SHUHPSXDQ XQWXN PHPSHUROHK NHVHPSDWDQ VHUWD KDN
KDNQ\D VHEDJDL PDQXVLD DJDU PDPSX EHUSHUDQ GDQ
EHUSDUWLVLSDVL GDODP NHJLDWDQ SROLWLN KXNXP HNRQRPL VRVLDO
EXGD\D SHQGLGLNDQ GDQ SHUWDKDQDQ GDQ NHDPDQDQ QDVLRQDO
KDQNDPQDV VHUWD NHVDPDDQ GDODP PHQLNPDWL KDVLO
SHPEDQJXQDQ 7HUZXMXGQ\D NHVHWDUDDQ JHQGHU GLWDQGDL
GHQJDQ WLGDN DGDQ\D GLVNULPLQDVL DQWDUD SHUHPSXDQ GDQ ODNL
ODNL GDQ GHQJDQ GHPLNLDQ PHUHND PHPLOLNL DNVHV
NHVHPSDWDQ EHUSDUWLVLSDVL NRQWURO DWDV SHPEDQJXQDQ GDQ




.HDGLODQ JHQGHU DGDODK VXDWX SURVHV GDQ SHUODNXDQ DGLO
WHUKDGDS SHUHPSXDQ GDQ ODNLODNL 'HQJDQ NHDGLODQ JHQGHU
EHUDUWL WLGDN DGD SHPEDNXDQ SHUDQ EHEDQ JDQGD VXERUGLQDVL
PDUJLQDOLVDVL GDQ NHNHUDVDQ WHUKDGDS SHUHPSXDQ PDXSXQ
ODNLODNL
 3ROLWLN
,OPX SROLWLN DSDELOD GLSDQGDQJ VHEDJDL LOPX VRVLDO GDQ
PHPLOLNL GDVDU UDQJND IRNXV GDQ UXDQJ OLQJNXS \DQJ MHODV
PDNDGDSDWGLNDWDNDQEDKZDLOPXSROLWLNGLNDWHJRULNDQVHEDJDL
LOPX \DQJ WHUPXGD NDUHQD LOPX LQL GLNHQDO VHFDUD OXDV ROHK
SXEOLN WHSDWQ\D SDGD DEDG NH VHPELODQ EHODV 3DGD WDKDS LQL
LOPX SROLWLN VHFDUD SHVDW GDQ EHUGDPSLQJDQ GHQJDQ GHQJDQ
LOPXLOPX VRVLDO ODLQQ\D VHSHUWL LOPX VRVLRORJL DQWURSRORJL
HNRQRPLGDQSVLNRORJLGDODPSHUNHPEDQJQQ\DNHVHPXDDQQ\D
PHUHNDVDOLQJPHPSHQJDUXKL -LNDLOPXSROLWLNGLWLQMDXVHFDUD
NRPSUHKHQVLI GDQ UDVLRQDO \DQJPHQFDNXSL DVSHN QHJDUD GDQ
NHKLGXSDQ SROLWLN PDND GHQJDQ VHQGLULQ\D LOPX SROLWLN











WXMXDQ QHJDUD GDQ OHPEDJDOHPEDJD \DQJ DNDQ
PHODNVDQDNDQWXMXDQWXMXDQLWXKXEXQJDQDQWDUDQHJDUD









G - %DUHQWV LOPX SROLWLN DGDODK LOPX \DQJ PHPSHODMDUL
NHKLGXSDQ VXDWX QHJDUD \DQJ PHUXSDNDQ EDJLDQ GDUL
NHKLGXSDQPDV\DUDNDWLOPXSROLWLNPHPSHODMDULQHJDUD
QHJDUDLWXPHODNXNDQWXJDVWXJDVQ\D
H *RRGLQ LOPX SROLWLN DGDODK SHQJJXQDDQ NHNXDVDDQ
VRVLDO VHFDUD SDNVD -DGL LOPX SROLWLN GDSDW GLDUWLNDQ





6NHPD NRQVHSWXDO SROLWLN GLGDVDUNDQ NHSDGD  KDO
SHQWLQJ GDODP 3ROLWLN \DLWX 6RVLDOLVDVL SROLWLN SDUWLVLSDVL
SROLWLN UHNUXLWPHQ SROLWLN GDQ NRPXQLNDVL SROLWLN 6NHPD
NRQVHSWXDO SROLWLN PHUXSDNDQ EDJLDQ WHUSHQWLQJ GDODP
VRVLRORJL SROLWLN GLPDQD VRVLRORJL SROLWLN PHUXSDNDQ PDWD
UDQWDL DQWDUD SROLWLN GDQ PDV\DUDNDW DQWDUD VWXUNWXUVWUXNWXU
VRVLDOGHQJDQVWUXNWXUVWUXNWXUSROLWLNGDQDQWDUDWLQJNDKODNX
VRVLDOGDQWLQJNDK ODNXSROLWLN'HQJDQGHPLNLDQNLWDPHOLKDW
EDKZD VRVLRORJL SROLWLN PHUXSDNDQ MHPEDWDQ WHRULWLV GDQ
PHWRGRORJLV DQWDUD VRVLRORJL GHQJDQ LOPXSROLWLN DWDX VHULQJ
SXODGLVHEXWVHEDJDL³K\EULGLQWHUGLVLSOLQHU´6HPXDNRQVHSVL
LWX VLIDWQ\D LQWHUGHSHQGHQ VDWX VDPD ODLQ VDOLQJ PHPSXQ\DL
NHWHUJDQWXQJDQGDQVDOLQJEHUNDLWDQ
Ă͘ .DSDELOLWDV3ROLWLN
/HYHO NHGXD GDUL DNWLYLWDV VLVWHP SROLWLN WHUOHWDN SDGD
IXQJVLIXQJVLNHPDPSXDQ.HPDPSXDQVXDWXVLVWHPSROLWLN
PHQXUXW $OPRQG WHUGLUL DWDV NHPDPSXDQ HNVWUDNWLI
UHJXODWLIGLVWULEXWLIVLPEROLVGDQUHVSRQVLI
 .HPDPSXDQHNVWUDNWLIDGDODKNHPDPSXDQVLVWHPSROLWLN
GDODP PHQGD\DJXQDNDQ VXPEHUVXPEHU GD\D PDWHULDO




 .HPDPSXDQ UHJXODWLI DGDODKNHPDPSXDQ VLVWHPSROLWLN
GDODP PHQJHQGDOLNDQ SHULODNX VHUWD KXEXQJDQ DQWDU
LQGLYLGX DWDXSXQ NHORPSRN \DQJ DGD GL GDODP VLVWHP
SROLWLN'DODP NRQWHNV NHPDPSXDQ LQL VLVWHP SROLWLN
GLOLKDW GDUL VLVL EDQ\DNQ\D XQGDQJXQGDQJ GDQ
SHUDWXUDQ \DQJ GLEXDW VHUWD LQWHQVLWDV SHQJJXQDDQQ\D
NDUHQD XQGDQJXQGDQJ GDQ SHUDWXUDQ GLEXDW XQWXN
GLODNVDQDNDQ EXNDQ GLVLPSDQ GL GDODP ODFL SHMDEDW GDQ
ZDUJDQHJDUD6HODLQ LWXNHPDPSXDQ UHJXODWLIEHUNDLWDQ




VHUWD QLODL QLODL PLVDOQ\D VHSHUWL QLODL \DQJ GLPDNVXG
/DVVZHOO NH VHOXUXK ZDUJD QHJDUDQ\D.HPDPSXDQ
GLVWULEXWLI LQL EHUNDLWDQ GHQJDQ NHPDPSXDQ UHJXODWLI
NDUHQD XQWXN PHODNXNDQ SURVHV GLVWULEXVL GLSHUOXNDQ
ULQFLDQ SHUOLQGXQJDQ GDQ MDPLQDQ \DQJ KDUXV
GLVHGLDNDQ VLVWHP SROLWLN OHZDW NHPDPSXDQ UHJXODWLI
Q\D
 .HPDPSXDQVLPEROLNDGDODKNHPDPSXDQVLVWHPSROLWLN
XQWXN VHFDUD HIHNWLIPHPDQIDDWNDQ VLPEROVLPERO \DQJ
GLPLOLNLQ\D XQWXN GLSHQHWUDVL NH GDODP PDV\DUDNDW
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
Ϯϭ
PDXSXQ OLQJNXQJDQ LQWHUQDVLRQDO0LVDOQ\D DGDODK ODJX
ODJX QDVLRQDO XSDFDUDXSDFDUD SHQHJDVDQ QLODLQLODL
\DQJ GLPLOLNL DWDXSXQ SHUQ\DWDDQSHUQ\DWDDQ NKDV
VLVWHP SROLWLN6LPERO DGDODK UHSUHVHQWDVL NHQ\DWDDQ
GDODP EDKDVD DWDXSXQ ZXMXG VHGHUKDQD GDQ GDSDW
GLSDKDPLROHKVHWLDSZDUJDQHJDUD6LPEROGDSDWPHQMDGL
EDVLV NRKHVL VLVWHP SROLWLN NDUHQD PHQFLULNDQ LGHQWLWDV




XQWXN PHQ\LQNURQLVDVL WXQWXWDQ \DQJ PDVXN PHODOXL
LQSXW GHQJDQ NHSXWXVDQ GDQ WLQGDNDQ \DQJ GLDPELO
RWRULWDV SROLWLN GL OLQL RXWSXW $OPRQG PHQ\HEXWNDQ
EDKZD SDGD QHJDUDQHJDUD GHPRNUDWLV RXWSXW GDUL
NHPDPSXDQ UHJXODWLI HNVWUDNWLI GDQ GLVWULEXWLI OHELK
GLSHQJDUXKL ROHK WXQWXWDQ GDUL NHORPSRNNHORPSRN
NHSHQWLQJDQVHKLQJJDGDSDWGLNDWDNDQEDKZDPDV\DUDNDW
GHPRNUDWLV PHPLOLNL NHPDPSXDQ UHVSRQVLI \DQJ OHELK
WLQJJL NHWLPEDQJPDV\DUDNDW QRQ GHPRNUDWLV6HPHQWDUD
SDGD VLVWHP WRWDOLWHU RXWSXW \DQJ GLKDVLONDQ NXUDQJ






6HEXDK JDJDVDQ SHQ\HWDUDDQ JHQGHU GDODP ELGDQJ
SROLWLN GLWDQGDL GHQJDQ SHQJHVDKDQ 8QGDQJ8QGDQJ
1RPRU7DKXQ WHQWDQJ3DUWDL3ROLWLN\DQJ WHUWXDQJ
DPDQDW SHQWLQJQ\D SHQGLGLNDQ SROLWLN GHQJDQ WHWDS
PHPSHUKDWLNDQNHDGLODQGDQNHVHWDUDDQJHQGHUSDGDVHWLDS
DNWLYLWDVSROLWLN'DODP8QGDQJ8QGDQJ1RPRU7DKXQ
 NHPXGLDQ GLSHUWHJDV NHPEDOL SRUVL NHWHUZDNLODQ
SHUHPSXDQGDODPVHWLDSDNWLYLWDVSROLWLNPLQLPDOSHUVHQ
NHGXGXNDQ 3HPEDJLDQ SRUVL NHGXGXNDQ LWXODK GLVHEXW
GHQJDQ DIILUPDWLYH DFWLRQ WLQGDNDQ DILUPDWLI VHEXDK
WLQGDNDQ \DQJ PHPDVWLNDQ EDKZD PDVDODK NHNXUDQJDQ
NHWHUZDNLODQ JHQGHU GDODP ELGDQJ SROLWLN GL ,QGRQHVLD
GDSDWGLWDQJDQL3DGD3DVDOGDULXQGDQJXQGDQJWHUVHEXW
PHQV\DUDWNDQ SDUWDL SROLWLN XQWXN PHQRPLQDVLNDQ
VHWLGDNQ\D  SHUVHQ SHUHPSXDQ GDODP GDIWDU FDORQ








$IILUPDWLYH DFWLRQ LQL GLKDUDSNDQ PHQMDGL VHEXDK VROXVL
GDODP PHQDQJDQL NHWLPSDQJDQ JHQGHU GDODP DNWLYLWDV
SROLWLN SDUD SHUHPSXDQ GLKDUDSNDQ GDSDW PHPDLQNDQ
SHUDQQ\DGDODPPDV\DUDNDWVHVXDLGHQJDQNHPDPSXDQGDQ
WDOHQWDQ\D VHKLQJJD DNDQ PHPEDQWX WHUFLSWDQ\D SHOXDQJ
SHOXDQJ SHUHPSXDQ PHQGDSDWNDQ SRVLVL \DQJ VHODPD LQL
VXGDKWHUODQMXUGLGRPLQDVLROHKSDUDODNLODNL
.HWHUOLEDWDQ DWDX NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ GDODP
NHKLGXSDQ SXEOLN PHPDQJ WHODK PHQJDODPL SHQLQJNDWDQ
QDPXQ SDUWLVLSDVL \DQJ GLKDUDSNDQ VHSHUWL NHWHUZDNLODQ
SHUHPSXDQGLOHPEDJDOHPEDJDSHPHULQWDKDQWLQJNDWORNDO
PDXSXQ QDVLRQDOPDVLK WHUKLWXQJ UHQGDK 6HEXWODK WLQJNDW
NDEXSDWHQ\DQJPHUXSDNDQODSLVDQSHPHULQWDKSDOLQJGHNDW
GHQJDQ PDV\DUDNDW GDQ EHUWDQJJXQJMDZDE WHUKDGDS
SHPEDQJXQDQ GL GDHUDK VHUWD SHOD\DQDQ VRVLDO EDJL
PDV\DUDNDW 7HUEDWDVQ\D NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ GL
SHPHULQWDK NDEXSDWHQ GDSDW EHUXMXQJ SDGD WLGDN
WHUSHQXKLQ\D NHEXWXKDQ WLGDN WHUDWDVLQ\D NHNKDZDWLUDQ
SHUHPSXDQ GDQ SULRULWDVSULRULWDV SHPEDQJXQDQ GDODP
UHQFDQD SHPEDQJXQDQ GDHUDK GDQ PXQJNLQ DNDQ




PHQGDSDWNDQ SHOD\DQDQ VRVLDO SDGD WLQJNDWDQ ORNDO
0HUXSDNDQ VHEXDK SHPEHULDQ NHVHPSDWDQ GDQ NHGXGXNDQ
\DQJ VDPD EDJL ZDQLWD XQWXN PHODNVDQDNDQ SHUDQDQQ\D
GDODPELGDQJHNVHNXWLI\XGLNDWLIOHJLVODWLINHSDUWDLDQGDQ
SHPLOLKDQ XPXPPHQXMX NHDGLODQ GDQ NHVHWDUDDQ JHQGHU
'HPLNLDQODK \DQJ WHUFDQWXP GDODP 8QGDQJ8QGDQJ
1RPRU  7DKXQ  PHQJHQDL DSD LWX NHWHUZDNLODQ
SHUHPSXDQGLGDODPUXDQJOLQJNXSSROLWLN
3DGD KDNHNDWQ\D VHVXDL GHQJDQ SHQMHODVDQ
VHEHOXPQ\D PHQJHQDL DIILUPDWLYH DFWLRQ GLPDQD
SHUHPSXDQ PHQGDSDWNDQ NXRWD  SHUVHQ GDODP DNWLYLWDV
SROLWLNWHUPDVXNGLGDODPQ\DSHQFDORQDQGDULSDUWDLSROLWLN
GDODP PHQGDSDWNDQ NHGXGXNDQ SDGD NXUVL GL SDUOHPHQ
DNDQ WHWDSL SDGD NHQ\DWDDQQ\D NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ
GDODP SROLWLN KDQ\DODK VHEDJDL SHQJLVL GDQ SHPHQXKDQ
V\DUDW DJDU SDUWDL SROLWLN WLGDN GL GLVNXDOLILNDVLNDQ GDUL
SURVHVSHPLOLKDQXPXPVDMD3DGDKDOVHFDUDWLGDNODQJVXQJ
WHODK GLWHJDVNDQ EDKZDVDQQ\D GHQJDQ SHPEHULDQ NXRWD
WHUVHEXW SDUD ODNLODNL WLGDN GDSDW VHFDUD PHQ\HOXUXK
PHQGRPLQDVL NRPSRVLVL NHSHQJXUXVDQ DWDX GDODP
NHGXGXNDQ GL OHPEDJD OHJLVODWLI \XGLNDWLI PDXSXQ
HNVHNXWLI 8QWXN PHQXQMDQJ NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ
GDODP SDQJJXQJ SROLWLN WHQWXQ\D EDQ\DN FDUD GDQ
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
Ϯϱ
KDPEDWDQ GDODP SHQHUDSDQQ\D 3HUHPSXDQ VHKDUXVQ\D
PHQGDSDWNDQ SHQGLGLNDQ SROLWLN GDUL SDUWDL WHPSDWQ\D
EHUQDXQJ GDODP UDQJND PHQLQJNDWNDQ NHFHUGDVDQ KLQJJD
PHPDMXNDQSDUDSHUHPSXDQDJDUPDPSXWDPSLOVHLPEDQJ
GHQJDQ SDUD HOLWH SROLWLN GDUL NDXP ODNLODNL \DQJ VXGDK
PHQGRPLQDVL VHFDUDEHUNHODQMXWDQ 6HKLQJJD SDUD
SHUHPSXDQ MXJD VDGDU DNDQ KDNHNDWQ\D GDODP EHUSROLWLN





0DVNXOLQLWDV DGDODK FLULFLUL \DQJ EHUNDLWDQ GHQJDQ SHUDQ
JHQGHU \DQJ OHELKXPXP WHUGDSDWSDGD ODNLODNL DWDX VXDWXSHUDQ
DWDX WUDLWPDVNXOLQ \DQJ GLEHQWXN ROHK EXGD\D'HQJDQ GHPLNLDQ
PDVNXOLQ DGDODK VLIDW \DQJ GLSHUFD\D GDQ GLEHQWXN ROHK EXGD\D
VHEDJDL FLULFLUL \DQJ LGHDO EDJL ODNLODNL .DUDNWHULVWLN SHUDQ















6HEDJLDQ PDV\DUDNDW PDVLK EHUDVXPVL IHPLQLVPH DGDODK
JHUDNDQSHPEHURQWDNDQNDXPSHUHPSXDQWHUKDGDSNDXPODNLODNL
)HPLQLVPH PHQXUXW )DNLK GLDQJJDS VHEDJDL XVDKD
SHPEHURQWDNDQ NDXP SHUHPSXDQ XQWXN PHQJLQJNDUL DSD \DQJ
GLVHEXW VHEDJDL NRGUDW DWDX ILWUDK SHUHPSXDQ PHODZDQ SUDQDWD
VRVLDO \DQJ DGD DWDX LQVWLWXVL UXPDK WDQJJD VHSHUWL SHUNDZLQDQ
GDQ ODLQ VHEDJDLQ\D %HUGDVDUNDQ DVXPVL WHUVHEXW JHUDNDQ
IHPLQLVPHWLGDNPXGDKGLWHULPDROHKPDV\DUDNDW2OHKNDUHQDLWX
SHPDKDPDQWHUKDGDSNRQVHSIHPLQLVPH WHUVHEXWSHUOXGLOXUXVNDQ
+DUVRQRPHQJDWDNDQ EDKZD IHPLQLVPH VHEHQDUQ\D PHUXSDNDQ
NRQVHS \DQJ WLPEXO GDODP NDLWDQQ\D GHQJDQ SHUXEDKDQ VRVLDO
VRFLDO FKDQJH WHRULWHRUL SHPEDQJXQDQ NHVDGDUDQ SROLWLN
SHUHPSXDQ GDQ JHUDNDQ SHPEHEDVDQ NDXP SHUHPSXDQ WHUPDVXN
SHPLNLUDQ NHPEDOL LQVWLWXVL NHOXDUJD GDODP NRQWHNV PDV\DUDNDW










SHUDQDQPHUHND OHELK RSWLPDO GDQ VHWDUD WLGDN DGD GLVNULPLQDVL
PDUJLQDOLVDVL GDQ VXERUGLQDVL.DUDNWHULVWLN SHUDQ JHQGHU IHPLQLQ
OHELK PHPSHUOLKDWNDQ VLIDWVLIDW \DQJ KDQJDW GDODP KXEXQJDQ
SHUVRQDO OHELK VXND EHUDILOLDVL GHQJDQ RUDQJ ODLQ GDULSDGD
PHQGRPLQDVL /HELK MDXK6DKUDK PHQJXQJNDSNDQ NDUDNWHULVWLN




.HWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ PHPLOLNL SDUDV JDQGD \DLWX VHEDJDL
DSD \DQJ GLVHEXW GHQJDQ SHUZDNLODQ GHVNULSWLI \DQJ EHUDVXPVL
EDKZD KDQ\D SHUHPSXDQODK \DQJ PDPSX PHZDNLOL NHSHQWLQJDQ
SHUHPSXDQ 6HKLQJJD SDGD SHUZDNLODQ GHVNULSWLI LQL DNDQ
GLXVDKDNDQ SHUZDNLODQ SHUHPSXDQ \DQJ VHEDQGLQJ GHQJDQ MXPODK
SHUHPSXDQ \DQJ DGD %HUEHGD GHQJDQ SHUZDNLODQ VXEVWDQWLI \DQJ
EHUSXVDW SDGD LGH GDQ WXMXDQ \DQJ DNDQ GLFDSDL 7LGDN SHGXOL
SHUHPSXDQ DWDX WLGDN \DQJ PHQMDGL SHUZDNLODQ SHUHPSXDQ QDPXQ
\DQJ GLSHUOXNDQ DGDODK VRVRN \DQJ PDPSX PHUHDOLVDVLNDQ
NHSHQWLQJDQ SHUHPSXDQ 0HVNL NHGXD SDUDV LQL PHPLOLNL SHUEHGDDQ
SHPLNLUDQ QDPXQ GHQJDQ WXMXDQ EDKZD NHGXD NHWHUZDNLODQ LQL






.HEHUDGDDQ NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ LQL GL GXNXQJ ROHK WLJD
DUJXPHQ \DQJ PHQ\HWXMXL NHEHUDGDDQ SHUHPSXDQ GDODP GXQLD
SROLWLN $UJXPHQ SHUWDPD DGDODK NHDGLODQ VHEDJDL EDJLDQ GDUL
VLVWHP GHPRNUDVL +DN SHUHPSXDQ XQWXN EHUSDUWLVLSDVL GDODP GXQLD
SROLWLN .HGXD DGDODK VLVL SUDJPDWLV GLPDQD NHWHUZDNLODQ
SHUHPSXDQ VHEDJDL DODVDQ SDUWDL SROLWLN XQWXN PHQFDSDL
NHSHQWLQJDQNHSHQWLQJDQ SROLWLNQ\D 'HQJDQ NODLP EDKZD SHPLOLK
SHUHPSXDQ DNDQ FHQGHUXQJ PHPLOLK FDORQ SHUHPSXDQ MXJD
VHKLQJJD KDO LQL DNDQ PHQLQJNDWNDQ MXPODK VXDUD SDUWDL GDODP
EHUVDLQJ GHQJDQ ODZDQ SROLWLNQ\D $UJXPHQ NHWLJD \DQJ
PHQGXNXQJ NHWHUZDNLODQ SHUHPSXDQ DGDODK DUJXPHQ SHUEHGDDQ
GHQJDQ SHUHPSXDQ WHUOLEDW GDODP NHWHUZDNLODQ SROLWLN PDND
GLKDUDSNDQ DNDQ PHPEDZD DUDK SROLWLN \DQJ EHUEHGD SXOD
7HUZXMXGQ\D NHDGDDQ GLPDQD SHUHPSXDQ EHUKDN GDQ DGD
GDODP NHWHUZDNLODQ SROLWLN PHUXSDNDQ VXDWX KDO \DQJ MXJD
GLOHPDWLV EDJL JHUDNDQ IHPLQLVPH 'HPL PHQFDSDL SRVLVL SROLWLN
WHUNDGDQJ SDUD SHUHPSXDQ HQJJDQ PHQJNODLP GLUL VHEDJDL IHPLQLV
NDUHQD LVWLODK IHPLQLVPH GLDQJJDS PHPLOLNL VWLJPD \DQJ WLGDN
PHQJJXQWXQJDQ VHFDUD SROLWLN
'DODP NDVXV LQL IHPLQLVPH NHPEDOL EHUSDUDV JDQGD WHUEDJL
NHSDGD IHPLQLVPH NHVHWDUDDQ \DQJ PHQHNDQNDQ KDN SHUHPSXDQ
XQWXN EHUDGD GHQJDQ GDVDU GDQ MXPODK \DQJ VDPD GHQJDQ
NHWHUZDNLODQ ODNLODNL +DO LQL EHUDNLEDW VHEXDK SHPDNVDDQ SROLWLV
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
Ϯϵ
EDJL SHUHPSXDQ \DQJ WLGDN PDPSX VHFDUD SROLWLN GDQ PHPLOLNL
NHFHQGHUXQJDQ PHQJKDVLONDQ SHUHPSXDQ \DQJ PHQMDGL ODNLODNL
SROLWLN %HUEHGD GHQJDQ IHPLQLVPH SHUEHGDDQ \DQJ OHELK
PHQHNDQNDQ EDKZD SHUHPSXDQ PHPLOLNL VLIDW GDQ NHSHQWLQJDQ
GHQJDQ SHUVSHNWLI \DQJ NKDV ,QL DNDQ PHQMDGLNDQ NHKDGLUDQ
SHUHPSXDQ \DQJ FXNXS GL UDQDK SROLWLN DNDQ PHQJXEDK KDNHNDW
GDQ SUDNWLN SROLWLN WHUVHEXW 3HUEHGDDQ LQLODK \DQJ PHUXSDNDQ
VDODK VDWX WDQWDQJDQ EDJL IHPLQLVPH GLVDPSLQJ PDVLK EDQ\DN
WHUGDSDW WDQWDQJDQ GDQ NHQGDOD ODLQQ\D
' 3HPEHUGD\DDQ3HUHPSXDQ
3HPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ DGDODK XSD\D SHQLQJNDWDQ
NHPDPSXDQ ZDQLWD GDODP PHQJHPEDQJNDQ NDSDVLWDV GDQ
NHWHUDPSLODQQ\DXQWXNPHUDLKDNVHVGDQSHQJXDVDDQWHUKDGDSDQWDUD
ODLQ SRVLVL SHQJDPELO NHSXWXVDQ VXPEHUVXPEHU GDQ VWUXNWXU DWDX
MDOXU \DQJ PHQXQMDQJ 3HPEHUGD\DDQ ZDQLWD GDSDW GLODNXNDQ
PHODOXLSURVHV SHQ\DGDUDQ VHKLQJJD GLKDUDSNDQ ZDQLWD PDPSX
PHQJDQDOLVLV VHFDUD NULWLV VLWXDVL PDV\DUDNDW GDQ GDSDW PHPDKDPL
SUDNWLNSUDNWLN GLVNULPLQDVL \DQJPHUXSDNDQ NRQVWUXNVL VRVLDO VHUWD
GDSDWPHPEHGDNDQDQWDUDSHUDQNRGUDWLGHQJDQSHUDQJHQGHU'HQJDQ
PHPEHNDOL ZDQLWD GHQJDQ LQIRUPDVL GDODP SURVHV SHQ\DGDUDQ
SHQGLGLNDQ SHODWLKDQ GDQ PRWLYDVL DJDU PHQJHQDO MDWL GLUL OHELK




GDQPHPSHUEDLNL NHDGDDQQ\D XQWXNPHQGDSDWNDQ EDJLDQ \DQJ OHELK
DGLOVHVXDLQLODLNHPDQXVLDDQXQLYHUVDO
5HDOLWDV NHWLGDNDGLODQ EDJL NDXP SHUHPSXDQ PXODL GDUL
PDUJLQDOLVDVL PDNKOXN 7XKDQ QRPRU GXD VHSDUXK KDUJD ODNLODNL
VHEDJDL SHPEDQWX WHUJDQWXQJ SDGD ODNLODNL GDQ EDKNDQ VHULQJ
GLSHUODNXNDQ GHQJDQ NDVDU DWDX VHWHQJDK  EXGDN6HDNDQ
PHPSRVLVLNDQ SHUHPSXDQ VHEDJDL NHORPSRN PHV\DUDNDW NHODV GXD
\DQJEHULPEDVSDGDEHUNXUDQJQ\DKDNKDNSHUHPSXDQ WHUPDVXN KDN
XQWXN PHQGDSDWNDQ SHQGLGLNDQ.RQGLVL SHUHPSXDQ GL ,QGRQHVLD
GDODP ELGDQJ SHQGLGLNDQ UHODWLI PDVLK VDQJDW UHQGDK GLEDQGLQJNDQ
ODNLODNL6HPDNLQ WLQJJL WLQJNDW SHQGLGLNDQ VHPDNLQ VHGLNLW MXPODK
SHUHPSXDQ\DQJPHQJHFDSQ\D






EHUNDLWDQ GHQJDQ IRNXV SDGD KXEXQJDQ DQWDUD SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQGDQDNLEDWQ\DSDGDODNLODNLGLPDV\DUDNDW\DQJEHUDJDP






DWDV GDQ PHPSHQJDUXKL WHUKDGDS NHMDGLDQNHMDGLDQ VHUWD OHPEDJD
OHPEDJD \DQJ PHPSHQJDUXKL NHKLGXSDQQ\D 3HPEHUGD\DDQ
GLGHILQLVLNDQ VHEDJDL SURVHV GLPDQD SLKDN \DQJ WLGDN EHUGD\D ELVD
PHQGDSDWNDQ NRQWURO \DQJ OHELK EDQ\DN WHUKDGDS NRQGLVL DWDX
NHDGDDQ GDODP NHKLGXSDQQ\D .RQWURO LQL PHOLSXWL NRQWURO WHUKDGDS
EHUEDJDLPDFDPVXPEHUPHQFDNXSILVLNGDQLQWHOHNWXDOGDQLGHRORJL
PHOLSXWL NH\DNLQDQ QLODL GDQ SHPLNLUDQ MDGL SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ DGDODK XVDKD SHQJDORNDVLDQ NHPEDOLNHNXDVDDQ PHODOXL
SHQJXEDKDQ VWUXNWXU VRVLDO 3RVLVL SHUHPSXDQ DNDQPHPEDLN KDQ\D
NHWLND SHUHPSXDQ GDSDW PDQGLUL GDQ PDPSX PHQJXDVDL
DWDVNHSXWXVDQNHSXWXVDQ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQNHKLGXSDQQ\D
7HUGDSDW GXD FLUL GDUL SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ3HUWDPD
VHEDJDLUHIOHNVL NHSHQWLQJDQ HPDQVLSDWRULV \DQJ PHQGRURQJ
PDV\DUDNDW EHUSDUWLVLSDVLVHFDUD NROHNWLI GDODP SHPEDQJXQDQ.HGXD
VHEDJDL SURVHV SHOLEDWDQ GLULLQGLYLGX DWDX PDV\DUDNDW GDODP SURVHV
SHQFHUDKDQ SHQ\DGDUDQ GDQSHQJRUJDQLVDVLDQ NROHNWLI VHKLQJJD
PHUHND GDSDW EHUSDUWLVLSDVL $GDSXQ SHPEHUGD\DDQ WHUKDGDS
SHUHPSXDQDGDODKVDODKVDWXFDUDVWUDWHJLVXQWXNPHQLQJNDWNDQSRWHQVL
SHUHPSXDQGDQPHQLQJNDWNDQSHUDQSHUHPSXDQEDLNGLGRPDLQSXEOLN







GDODPPDV\DUDNDW EDKZD NDXP SHUHPSXDQ DGDODK NRQFR
ZLQJNLQJ WHPDQ GLEHODNDQJ EDJL VXDPL VHUWD DQJJDSDQ
³VZDUJD QXQXW QHUDND NDWXW´ NHVXUJD LNXW NH QHUDND
WHUEDZD.DWDQXQXWGDQNDWXWGDODPEDKDVD-DZDEHUNRQRWDVL
SDVLI GDQ WLGDN PHPLOLNL LQLVLDWLI VHKLQJJD QDVLEQ\D
VDQJDWWHUJDQWXQJNHSDGDVXDPL
E 0HPEHULEHUDJDPNHWUDPSLODQEDJLNDXPSHUHPSXDQ6HKLJJD
NDXP SHUHPSXDQ MXJD GDSDW SURGXNWLI GDQ WLGDN





NDXP SHUHPSXDQ MXJD GDSDW SURGXNWLI GDQ WLGDN




G 0HPEHULNDQ NHVHPSDWDQ VHOXDVOXDVQ\D WHUKDGDS NDXP
SHUHPSXDQ XQWXN ELVDPHQJLNXWL DWDXPHQHPSXK SHQGLGLNDQ
VHOXDV PXQJNLQ +DO LQL GLSHUOXNDQ PHQJLQJDW PDVLK
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϯϯ
PHQJXDWQ\D SDUDGLJPD PDV\DUDNDW EDKZD VHWLQJJLWLQJJL






OHJLVODWLI DWDXPHPEXDW SHUDWXUDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ
\DQJ GLEXDWQ\D PHQFHUPLQNDQ NHELMDNDQNHELMDNDQ LWX'35'
GDSDWGLNDWDNDQPHUXSDNDQEDGDQ\DQJPHPEXDWNHSXWXVDQ\DQJ
PHQ\DQJNXW NHSHQWLQJDQ XPXP´6HGDQNDQ )XDG GDODP MXUQDO
DGPLQLVWUDVL 1HJDUD PHQJDUWLNDQ³'35' DGDODK LQVWLWXVL \DQJ
PHQMDGLWXPSXDQXQWXNPHPSHUMXDQJNDQNHSHQWLQJDQPDV\DUDNDW
GDHUDK´
.HVLPSXODQ GDUL EHEHUDSD SHQJHUWLDQ WHUVHEXW DGDODK
'35'GHZDQSHUZDNLODW UDN\DW \DQJDGDGLGDHUDK VHEDJDL VDODK
VDWX OHPEDJD SHQ\HOHQJJDUD SHPHULQWDK GDHUDK \DQJ EHUWXJDV
PHPEXDW SHUDWXUDQ GDHUDK GDQ PHQDPSXQJ DVSLUDVL PDV\DUDNDW
\DQJGLZDNLOLGLGDHUDKQ\D.HEHUDGDDQOHPEDJDOHJLVODWLIEHUDZDO
GDUL NHLQJLDQ PDV\DUDNDW XQWXN PHQJDPELO DOLK NHNHNXDVDDQ
GDODP VXDWX 1HJDUD \DQJ PXODL WHUSXVDW SDGD VHRUDQJ UDMD DWDX




\DQJ PHQGDSDW OHJLWLPDVL GDQ PHOHPEDJD GDODP OHPEDJD
OHJLVODWLI $GDGSXQ \DQJ WHUGDSDW GDODP OHPEDJD '35' \DLWX
NXUVL XQWXN SDUWDL SROLWLN NRPLVLNRPLVL IUDNVLIUDNVL GDODQ DODW





QHJDUD GLMDODQNDQ 'DODP GHPRNUDVL PRGHUQ GHPRNUDVL \DQJ
GLMDODQNDQ WHUVHEXW DGDODK PHODOXL SHUZDNLODQ GLPDQD UDN\DWODK
\DQJPHPLOLKZDNLOZDNLOQ\DPHQXUXWGDVDUGHPRNUDVLNHSXWXVDQ
WHUWLQJJL GDODP SHPHULQWDKDQ QHJDUD WHUOHWDN GLWDQJDQ UDN\DW
PHODOXL SHUDQWDUDQ EDGDQ SHUZDNLODQ DQJJRWD PDV\DUDNDW \DQJ
PHZDNLOLGLVHEXWZDNLOSROLWLN´
6HODQMXWQ\D VDQLW MXJD PHQJDWDNDQ EDKZD³:DNLO 3ROLWLN
GLMDODQNDQ PHODOXL OHPEDJD \DQJ EHUIXQJVL VHEDJDL EDGDQ
SHUZDNLODQ UDN\DW \DQJ GLVHEXW VHEDJDL SDUOHPHQ DWDX  OHPEDJD
OHJLVODWLIDWDXOHPEDJDSHPEXDWXQGDQJXQGDQJ0HODOXLIXQJVLLQL
SDUOHPHQPHQXQMXNNDQEDKZDGLULQ\DVHEDJDLZDNLOUDN\DWGHQJDQ
PHPDVXNNDQ DVSLUDVL GDQ NHSHQWLQJDQ PDV\DUDNDW \DQJ
GLZDNLOLQ\DNHGDODPSDVDOSDVDOXQGDQJXQGDQJ´
 6DQLW  $UEL  3HUZDNLODQ 3ROLWLN 6XDWX 6WGL $ZDO 'DODP 3HQFDULDQ $QDOLVD 6LVWHP





6DODK VDWX OHPEDJD WLQJJL QHJDUD \DQJ VDQJDW SHQWLQJ GL
,QGRQHVLDDGDODJ'HZDQ3HUZDLODQ5DN\DW5HSXEOLN,QGRQHVLD'35
5, VHODLQ SHUDQJNDW NHQHJDUDDQ ODLQQ\D VHEDJDL SHODNVDQDVLVWHP
GHPRNUDVL 'DODP SHQ\HOHQJJDUDQ NHNXDVDDQ 1HJDUD .HGXGXNDQ
'35 WHODK PHQJDODPL SHUXEDKDQ VLJQLILNDQ VHMDN GLVDKNDQQ\D
DPDQGHPHQ88'
6HSHUWL \DQJ WHUWXOLV GDODP 3DVDO  D\DW 88'  \DQJ
PHQHJDVNDQ EDKZD³'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW PHPHJDQJ
NHNXDVDDQPHPEHQWXNXQGDQJXQGDQJ´
0HVNL'35'PHPLOLNLZHZHQDQJPHPEHQWXNXQGDQJXQGDQJ
QDPXQ SHPEDKDVDQ 5DQFDQJDQ 8QGDQJ8QGDQJ KDUXV GLODNXNDQ
VHFDUD EHUVDPDVDPD GHQJDQ SHPHULQWDK VHEDJDLPDQD GLQ\DWDNDQ
SDGD3DVDOD\DW




WLQJJL QHJDUD \DQJ EHUWXJDV PHQMDODQNDQ IXQJVL OHJLVODVL IXQJVL
DQJJDUDQ GDQ IXQJVL SHQJDZDVDQ .HWLND PHODNVDQDNDQ IXQJVLQ\D
'35'PHPSXQ\DL KDN LQWHUSHODVL KDNDQJNHW GDQ KDNPHQ\DWDNDQ
SHQGDSDW 3DVDO $ D\DW >@ 88'  /HELK ODQMXW '35'




NHWHQWXDQ OHELK ODQMXW PHQJHQDL KDN DQJJRWD '35' GLDWXU GDODP
XQGDQJJXQGDQJ3DVDO$D\DW>@88'
7HUNDLW GHQJDQ IXQJVL '35' %1 0DUEXQ PHQJHPXNDNDQ
EDKZD³$GDHPSDW IXQJVLXWDPD\DQJGLPLOLNL ROHK'35'SHUWDPD
IXQJVL OHJLVODVL DWDX SHPEXDW XQGDQJXQGDQJ NHGXD IXQJVL NRQWURO
DWDX SHQJDZDVDQ WHUKDGDS SHODNVDQDDQ XQGDQJXQGDQJ GDQ NHWLJD
IXQJVL EXGJHW DWDX SHUVHWXMXDQ WHUKDGDS $QJJDUDQ 3HQGDSDWDQ GDQ
%HODQMD 1HJDUD $3%1 VHUWD NHHPSDW SHQDPSXQJ GDQ SHQ\DOXU
DVSLUDVLPDV\DUDNDW´
'DULEHUEDJDLIXQJVL'35'WHUVHEXWPDNDIXQJVLSRNRN'35'
DGDODK PHPEXDW XQGDQJXQGDQJ \DQJ EHUDUWL PHQMDGL ODQGDVDQ
KXNXP EDJL SHPHULQWDK GDODP PHPEXDW NHELMDNDQ SXEOLN 0HQXUXW
0LULDP%XGLDUGMR³OHPEDJDOHJLVODWLIDGDODKOHPEDJD\DQJ³OHJLVODWH´
DWDX PHPEXDW XQGDQJXQGDQJ $QJJRWDDQJJRWDQ\D GLDQJJDS
PHZDNLOLUDN\DW´
6HPHQWDUDLWXPHQXUXW'DYLG($IWHU




PDV\DUDNDW GDODP EHQWXN NHELMDNDQ DWDX XQGDQJXQGDQJ \DQJ






DGLEXDWQ\D+DO WHUVHEXW MXJD VHMDODQGHQJDQ IXQJVLIXQJVL \DQJ ODLQ
VHSHUWL IXQJVLSHQJDZDVDQ FRQWUROOLQJ MXJDPHUXSDNDQEDJLDQGDUL




EXGJHWLQJ \DQJ PHUXSDNDQ VHEDJLDQ GDUL IXQJVL OHJLVODVL NDUHQD
XQWXNPHQHWDSNDQ$QJJDUDQ3HQGDSDWDQGDQ%HODQMD1HJDUD$3%1




0HUXMXN SDGD DOXU SHPEXWDQ8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU
7DKXQ WHQWDQJ SHPHULQWDKDQ GDHUDK 0DND ELVD
GLXUDLNDQ WHQWDQJ DSD GDQ PHQJDSD WHQWDQJ KDN '35' \DQJ
PHQMDGL VHVXDWX \DQJ ZDMLE GLPLOLNL EDJL VHWLDS DQJJRWD
OHJLVODWLI\DLWXVHEDJDLEHULNXW
D ³+DNLQWHUSHODVLDGDODKKDN'35XQWXNPHPLQWDNHWHUDQJDQ
NHSDGD SHPHULQWDK PHQJHQDL NHELMDNDQ SHPHULQWDK \DQJ





WHUKDGDS VXDWX NHELMDNDQ WHUWHQWX SHPHULQWDK \DQJ GLGXJD
EHUWHQWDQJDQGHQJDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQ´
F ³+DN PHQ\DWDNDQ SHQGDSDW DGDODK KDN '35 XQWXN
PHQ\DWDNDQ SHQGDSDW WHUKDGDS NHELMDNDQ SHPHULQWDK
PHQJHQDL NHMDGLDQ \DQJ OXDU ELDVD \DQJ WHUGDSDW GL GDODP
QHJHUL GLVHUWDL GHQJDQ UHNRPHQGDVL SHQ\HOHVDLDQQ\D DWDX
VHEDJDL WLQGDN ODQMXW SHODNVDQDDQ KDN LQWHUSHODVL GDQ KDN
DQJNHW 8QWXN PHPXGDKNDQ WXJDV DQJJRWD '35 PDND




 7HQWDQJ 0DMHOLV 3HUPXV\DZDUDWDQ 5DN\DW 'HZDQ
3HUZDNLODQ 5DN\DW 'HZDQ 3HUZDNLODQ 'DHUDK 'DQ 'HZDQ
3HUZDNLODQ 5DN\DW 'DHUDK .DEXSDWHQ .RWDPHPLOLNL  WLJD
IXQJVL´VHEDJDLEHULNXW
D )XQJVL/HJLVODVL
%HUGDVDUNDQ 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ 
WHQWDQJ3HPHULQWDKDQ'DHUDK SDVDO KXUXI DPHQJDWXU




IXQJVL OHJLVODVL \DLWX³0HPEHQWXN 3HUDWXUDQ 'DHUDK \DQJ
GLEDKDVEHUVDPDGHQJDQ.HSDOD'DHUDK%XSDWL:DOLNRWD
XQWXN PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ EHUVDPD GDODP UDQJND
SHPHQXKDQ NHEXWXKDQ PDV\DUDNDW 'DODP SHPEXDWDQ
3HUDWXUDQ 'DHUDK '35' KHQGDNQ\D VHQDQWLDVD
PHPSHUKDWLNDQDVSLUDVLGDQNHSHQWLQJDQPDV\DUDNDW´
0HQXUXWNHWHQWXDQ\DQJGLDWXUGDODP3DVDOD\DW
880' PHQ\DWDNDQ EDKZD  ³)XQJVL /HJLVODVL
VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP 3DVDO  D\DW  KXUXI D
GLODNVDQDNDQ VHEDJDL SHUZXMXGDQ'35' VHODNX SHPHJDQJ
NHNXDVDDQ PHPEHQWXN XQGDQJXQGDQJ  %HUGDVDUNDQ
NHWHQWXDQ SDVDO WHUVHEXW PDND GDSDW GLNHWDKXL EDKZD
GHQJDQ GLEHUODNXNDQQ\D 88 0' LQL PDND NHNXDVDDQ
XQWXNPHPEHQWXNXQGDQJXQGDQJDGDGLWDQJDQ'35'´
)XQJVLOHJLVODVLPHUXSDNDQIXQJVLSDOLQJPHQGDVDUGDUL
VHEXDK OHPEDJD OHJLVDWLI )XQJVL OHJLVODVL GLODNVDQDNDQ
VHEDJDL SHUZXMXGDQ '35' VHODNX SHPHJDQJ NHNXDVDDQ
PHPEHQWXN SHUXQGDQJXQGDQJDQ 0HODOXL '35' DVSLUDVL
PDV\DUDNDWGLWDPSXQJNHPXGLDQNHKHQGDNUDN\DWWHUVHEXW
GLLPSOHPHQWDVLNDQ GDODP XQGDQJXQGDQJ VHEDJDL
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϰϬ
UHSUHVHQWDVL UDN\DW EDQ\DN  0HQXUXW -LPO\ $VVLGLTLH
IXQJVLOHJLVODVLPHQ\DQJNXWHPSDWNHJLDWDQ\DLWX
 ³SUDNDUVD SHPEXDWDQ XQGDQJXQGDQJ OHJLVODWLI
LQWLDWLRQ´
 ³3HPEDKDVDQ UDQFDQJDQ  8QGDQJXQGDQJ ODZ
PDNLQJSURFHVV´
 ³3HUVHWXMXDQ DWDV SHQJHVDKDQ UDQFDQJDQ XQGDQJ
XQGDQJODZHQDFWPHQWDSSURYDOGDQ´
 ³3HPEHULDQSHUVHWXMXDQSHQJLNDWDQDWDXUDWLILNDVLDWDV
SHUMDQMLDQ DWDX SHUVHWXMXDQ LQWHUQDVLRQDO GDQ
GRNXPHQGRNXPHQ KXNXP \DQJ PHQJLNDW ODLQQ\D
%LQGLQJGHFLVLRQPDNLQJRQ LQWHUQDWLRQDODJUHHPHQW
DQGWUHDWLHVRURWKHUOHJDOELQGLQJGRFXPHQWV´




WHQWDQJ NHXDQJDQ 1HJDUD´³DQJJDUDQ DGDODK DODW
DNXQWDELOLWDVPDQDMHPHQGDQNHELMDNDQHNRQRPL6HEDJDL
LQVWUXPHQ NHELMDNDQ HNRQRPL DQJJDUDQ  EHUIXQJVL XQWXN
PHZXMXGNDQ SHUWXPEXKDQ GDQ VWDELOLWDV SHUHNRQRPLDQ





EHUQHJDUD´ 0HQXUXW .HPKD PHQJXQJNDSNDQ
EDKZD³IXQJVL DQJJDUDQ \DQJ GLPLOLNL ROHK '35' DGDODK
VXDWXEHQWXNWXJDV\DQJKDUXVGLODNXNDQROHK'35'XQWXN
PHQFDSDL WXMXDQ SHPHULQWDKDQ GDHUDK EHUXSD PHQ\XVXQ
GDQ PHQHWDSNDQ SUDNLUDDQ SHQHULPDDQ GDQ EHODQMD
NHXDQJDQSHPHULQWDKDQGDHUDK´
F )XQJVL3HQJDZDVDQ
)XQJVL SHQJDZDVDQ \DQJ GLPLOLNL '35'
PHUXSDNDQ WXJDVGDQNHZHQDQJDQXQWXNPHQJDZDVLSLKDN
HNVHNXWLI DSDNDK WHODK PHQMDODQNDQ DNWLYLWDVQ\D VHVXDL
GHQJDQUHQFDQDDWDXSURJUDP\DQJGLWHWDSNDQVHEHOXPQ\D
6HODLQ LWX MXJD PHODNXNDQ XNXUDQ VHMDXK PDQD DQJJRWD
'35' GDSDW PHQMDODQNDQ PDQGDW\DQJ GLEHULNDQ
PDV\DUDNDW DJDU WHUMDPLQ  DGDQ\D DNXQWDELOLWDV
SHPHULQWDKDQGDQSHPEDQJXQDQGDHUDK
 ,FKVDQ )DFKUL .HPKD\ )XQJVL 3HQJDZDVDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW 'DHUDK 7HUKDGDS
3HQLQJNDWDQ3HQGDSDWDQ$VOL'DHUDK'L.DEXSDWHQ.HSXODXDQ6XOD3URYLQVL0DOXNX8WDUD7HVLV








3HQHOLWLDQ LQL WHUPDVXN SHQHOLWLDQ \DQJPHQJJXQDNDQ SHQGHNDWDQ
NXDOLDWLI 0HWRGH SHQHOLWLDQ NXDOLWDWLI PHQXUXW %RJGDQ GDQ
7D\ORU³'LPDQDSURVHVSHQHOLWLDQ\DQJPHQJKDVLONDQGDWD GHVNULSWLV
EHUXSD NDWDNDWD WHUWXOLV DWDX OLVDQ GDUL ,QIRUPDQ 3HQGHNDWDQ LQL




6HGDQJNDQ SHQHOLWLDQ LQL PHQJJXQDNDQ MHQLV GHNULSWLI NDUHQD
SHQHOLWL EHUPDNVXG XQWXNPHQGLVNULSVLNDQ NHWHUDQJDQ GDQ GDWD \DQJ
GLSHUROHK GDUL ODSDQJDQ EDLN GDWD \DQJ WHUWXOLV DWDXSXQ OLVDQ GDUL








3HODNVDQDDQ SHQHOLWLDQ LQL GL NDEXSDWHQ6DPSDQJ GLNDUHQDNDQ GL
ORNDVLSHQLOLWLDQLQLMXJDVDWXGDHUDKGHQJDQ WHPSDWWLQJJDOSHQHOLWL\DNQL
VDPDVDPDEHUDGDGL.DEXSDWHQ6DPSDQJ
.HPXGLDQ WHUNDLW GHQJDQ ZDNWX SHQHOLWLDQ \DNQL VHODPD  EXODQ




³,QIRUPDQ SHQHOLWLDQ PHUXSDNDQ VXPEHU GDWD \DQJ GLPLQWDL






SHQHOLWLDQ LQL \DQJ PDQD IDNWRU NHVHQJDMDDQ NHWLND PHPLOLK LQIRUPDQ
\DQJ VHVDXL  NULWHULD GHQJDQ WXMXDQ SHQHOLWLDQ ,QIRUPDQ SHQHOLWLDQQ\D
DGDODK VHEDJDLEHULNXW






 6RKHEXV 6XOWKRQ $QJJRWD '35' 6DPSDQJ 3DUWDL *HULQGUD
SHULRGH






/HJLVODWLI 6DPSDQJ 3HULRGH  GDODP PHQJLQLDVL SHUGD
WHQWDQJ SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN 6HEDJDL

























EHUGDVDUNDQ KDVLO DQDOLVLV SHQHOLWL PHODOX GDWD \DQJ GLGDSDW
'LVXVXQGHQJDQWHUVWXNWXUVHVXDLSURVHGXUGDQIRUPDW\DQJEHUODNX
VHUWD VHXDL DUDKDQ SHPELQJELQJ DJDU GDSDW GL SHUWDQJJXQJ
MDZDENDQ
( 7HNQLN3HQJXPSXODQ'DWD
/DQJNDK \DQJ VWUDWHJLV GDODP SHQHOLWLDQ PHUXSDNDQ WHNQLN
SHQJXPSXODQ GDWD VHEDE WXMXDQ SHQHOLWLDQ DGDOD PHQGDSDWNDQ GDWD







2EVHUYDVL GLODNXNDQ GHQJDQ SHQJDPDWDQ ODQJVXQJ WHUKDGDS
SURVHVSURVHV \DQJ GLODNXNDQ GL ODSDQJDQ GHQJDQ PDNVXG XQWXN







6XPEHU GDWD \DQJ VDQJDW SHQWLQJ GDODP SHQHOLWLDQ LQL DGDODK
QDUDVXPEHUDWDXLQIRUPDQ7HKQLN\DQJGLJXQDNDQGDODPZDZDQFDUD
LQL DGDODK ZDZDQFDUD WLGDN WHUVWUXNWXU QDPXQ WHWDS PHQJDFX SDGD
NHUDQJNDNHUMDGDQIRNXVSHQHOLWLDQ$GDSXQFDUDEHUELFDUDGLJXQDNDQ
GDODP LQ GHSWK LQWHUYLHZLQJ EHUVLIDW JUDQG WRXU TXHVWLRQ \DNQL
PHQ\DQJNXW EHUEDJDL KDO \DQJ XPXP GDQ PHQ\HQDQJNDQ *XQD
PHOHQJNDSL GDWD \DQJ WHODK GLSHUORHK SDGD WDKDS 2EVHUYDVL SHQHOLWL
MXJD PHZDZDQFDUDL DQJJRWD GHZDQ SHUHPSXDQ DJDU GDWD \DQJ
GLSHUROHK





3HQHOLWL PHOXNDQ ZDZDQFDUD WHUKDGDS  SDUD LQIRUPDQ \DLWX
6KRKHEXV6XOWRQ GDQ$OL 6DGLNLQ WHQWDQJ EDJDLPDQD SURVHV DQJJRWD
OHJLVODWLI VDPSDQJ SHULRGH  GDODP PHQJLQLDVL SHUDWXUDQ
GDHUDK SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ 7LGDN KDQ\D LWX SHQHOLWL
PHODNXNDQZDZDQFDUD WHUKDGDS DQJJRWD GHZDQ ODLQ \DLWX 6KRKHEXV
6XOWKRQXQWXNPHOHQJNDSLEHEHUDSDGDWDODLQ\D
 'RNXPHQWDVL
0HQXUXW 1DVXWLRQ³'RNXPHQWDVL DGDODK SURVHV PHPSHUROHK
GDWD GHQJDQ FDUD PHQJDOLU DWDX PHQJDPELO GDWDGDWD GDUL FDWDWDQ
GRNXPHQWDVL DGPLQLVWUDVL \DQJ VHVXDL GHQJDQ PDVDODK \DQJ
GLWHOLWL´
7HKQLNLQLGLODNXNDQXQWXNPHQGDSDWNDQGDWDVHNXQGHUGHQJDQ
FDUD PHQFDWDWPHQJXPSXONDQ EHUEDJDL GRNXPHQ \DQJ EHUNDLWDQ
GHQJDQ REMHN SHQHOLWLDQ 'DODP KDO LQL SHQHOLWL PHQJDPELO EHEHUSD
IRWREHUVDPDLQIRUPDQVHUWDPHFDWDWKDOKDO\DQJWHUNDLWGHQJDQMXGXO
SHQHOLWLDQ\DQJGLVDPSDLNDQLQIRUPDQGDQGDWDGDWD\DQJGLGDSDWGDUL
NDQWRU'35' VDPSDQJ VHSHUWL VWUXNWXURUJDQLVDVL NRPLVL GDQ GDWD
GDWDODLQQ\D
) 7HNQLN$QDOLVLV'DWD
6DDW SHQJXPSXODQ GDWD EHUODQJVXQJ DQDOLVLV GDWD GDODP SHQHOLWLDQ




PHQJXPSXONDQ GDWD GDODP ZDNWX WHUWHQWX 0LOHV GDQ
+XEHUPDQPHPDSDUNDQ DNWLYLWDV GDODP DQDOLVLV GDWD NXDOLWDWLI
GLODNXNDQ GHQJDQ FDUD LQWHUDNWLI GDQ EHUODQJVXQJ VHFDUD WHUXVPHQHUXV
KLQJJD WXQWDV VDPSDL GDWDQ\D MHQXK0RGHO LQL PHQJDQMXUNDQ SHQHOLWL
XQWXN WHWDS VHODOX PHPSHUWLPEDQJNDQ WLJD NRPSRQHQ DQDOLVLV GHQJDQ
NHJLDWDQ SHQJXPSXODQ GDWD VHODPD SURVHV SHQJXPSXODQ GDWD
EHUODQJVXQJGDQVHVXGDKSHQJXPSXODQGDWDVHOHVDLGHQJDQPHQJJXQDNDQ
ZDNWX \DQJ DGD EDJL SHQHOLWLDQ LQL $NWLYLWDV \DQJ GLODNXNDQ GDODP
DQDOLVL GDWD DGDODK GDWD UHGXFWLRQ UHGXNVLGDWD GDWD GLVSOD\
SHQ\DMLDQGDWD GDQ FRQFOXVLRQ GUDZLQJ YHULILFDWLRQ GDQ SHQDULNDQ
NHVLPSXODQ
5HGXNVL'DWD
7XMXDQ GDODP SURVHV UHGXNVL GDWD DGDODK PHQJJRORQJNDQ
PHQJDUDKNDQ VHUWD PHPEXDQJ KDO \DQJ WLGDN GLSHUOXNDQ PHQJDWXU
EDKDQ HPSLULN VHKLQQJD GDSDW GLSHUROHK NDWDJRULNDWDJRUL \DQJ
WHPDWLN 6HWHODK LWX GDWD \DQJ GLGDSDW GDUL ORNDVL SHQHOLWLDQ
GLPDVXNNDQ GDODP GHVNULSVL ODSRUDQ \DQJ WHULQFL GDQ OHQJNDS VHUWD
GLODNXNDQ MXJD SURVHV SHPLOLKDQ SHPXVDWDQSHUKDWLDQ
SHQ\HGHUKDQDDQ SHQJDEVWUDNDQ GDQ WUDQVIRUPDVL GDWD NDVDU \DQJ
PXQFXOGDULFDWDWDQWHUWXOLVGLODSDQJDQ
3HQ\DMLDQGDWDDWDXGLVSOD\GDWD









SHQHOLWL GDODP PHOLKDW VHFDUD NHVHOXUXKDQ JDPEDUDQ DWDX EHEHUDSD
EDJLDQ WHUWHQWX GDUL SHQHOLWL 2OHK VHEDE LWX GDODPEHQWXN NXDOLWDWLI
SHQHOLWLPHQ\DMLNDQGDWDGDODPSHQHOLWLDQLQL
3HQDULNDQNHVLPSXODQYHULILNDVL
6HODQMXWQ\D DQDOLVLV GLVXVXQ XQWXN GLVLPSXONDQ  SDGD IRNRV
SHQHOWLDQ'DODPSHQHOLWLDQNXDOLWDWLISHQDULNDQNHVLPSXODQGLODNXNDQ
VHFDUD WHUXVPHQHUXV VHODPD SURVHV SHQHOLWLDQ 0HQDULN NHVLPSXODQ
WLGDN GLODNXNDQ VHFDUD OLQLHU DNDQ WHWDSL PHUXSDNDQ VLNOXV \DQJ
LQWHUDNWLI DJDU  PHPSHUOLKDWNDQ DGDQ\D NHPDXDQ \DQJ VXQJJXK
VXQJJXK XQWXN PHPDKDPL DWDX PHQGDSDWNDQ JDPEDUDQ GDQ
SHQJHUWLDQ \DQJ ULQFLPHQGDODPGDQ NRPSUHKHQVLIPHQJHQDL VXDWX
PDVDODKVHKLQJJDGDSDWPHODKLUNDQVXDWXNHVLPSXODQ\DQJLQGXNWLI
* ³7HNQLN3HPHULNVDDQ.HDEVDKDQ'DWD´
0HQXUXW /H[\-0ROHRQJ XQWXN PHQHWDENDQ  NHDEVDKDQ GDWD
WUXVWZRUWKLQHVVGDWDGLSHUOXNDQWHNQLNSHPHULNVDQDDQ8QWXNPHQMDJD






7HNQLN WULDQJXODVL \DQJ PHUXSDNDQ EDJLDQ GDUL NULWHULD GHUDMDW
NHSHUFD\DDQ /H[\ - 0HOHRQJ  PHQJXQJNDSNDQ EDKZD³7ULDQJXODVL
DGDODK WHNQLN SHPHULNVDDQ NHDEVDKDQ GDWD \DQJ PHPDQIDDWNDQ VHVXDWX
\DQJODLQ´
'LOXDU VHODLQGDWD \DQJ DGD SHUOX SHQJHFHNDQ XODQJ DWDX VHEDJDL
SHPEDQGLQJDQ GDWD WHUVHEXW &DUD PHODNXNDQ WULDQJXODVL DGDODK GHQJDQ
FURVV FKHFN \DNQL GHQJDQ FDUD PHPDGXNDQ GDWD \DQJ GLGDSDW GDUL
ZDZDQFDUD GHQJDQ GDWD REVHUYDVL GDQ GDWD GRNXPHQWDVL ODOX GL GDQ











XWDUD EDJLDQ WLPXU GDUL SXODX -DZDWHSDWQ\D GL3XODX
0DGXUD 3URYLQVL -DZD7LPXU ,QGRQHVLD,EXNRWDQ\DDGDODK6DPSDQJ´
.DEXSDWHQ6DPSDQJVHFDUDDGPLQLVWUDVLWHUOHWDNGDODPZLOD\DK3URYLQVL
-DZD7LPXU\DQJVHFDUDJHRJUDILV WHUOHWDNGLDQWDUDR ¶ R ¶
%XMXU 7LPXU GDQ R ¶  R ¶ /LQWDQJ 6HODWDQ .DEXSDWHQ 6DPSDQJ








6HFDUD NHVHOXUXKDQ .DEXSDWHQ 6DPSDQJ PHPSXQ\DL OXDV





VHGDQJNDQ .HFDPDWDQ WHUNHFLO DGDODK 3DQJDUHQJDQ GHQJDQ OXDV
KDQ\D.P 
 'HZDQ3HUZDNLODQ5DN\DW'DHUDK.DEXSDWHQ6DPSDQJ
'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW 'DHUDK .DEXSDWHQ 6DPSDQJDGDODK
OHPEDJDOHJLVODWLI XQLNDPHUDO \DQJ EHUNHGXGXNDQ GL.DEXSDWHQ 6DPSDQJ






'HZDQ SHUZDNLODQ UDN\DW GDHUDK NDEXSDWHQ VDPSDQJ EHUDGD GL
VHEXDK JHGXQJPLOLN SHPHULQWDK NDEXSDWHQ VDPSDQJ \DQJ DGD GL
-O:LMD\D .XVXPD1RF± 6DPSDQJ GHQJDQ QRPRU WHOIRQ 

F 9LVL '35'6DPSDQJ










'DODP SHPLOX OHJLVODWLI ORNDO PDXSXQ QDVLRQDO GDHUDK
SLOLKDQDWDX'DSLOPHUXSDNDQEDWDVZLOD\DKGDQMXPODKSHQGXGXN
VHEDJDL SHQHQWX MXPODK NXUVL \DQJ DNDQ GLSHUHEXWNDQ GDQ VHODLQ
LWXPHQMDGLSHQHQWXMXPODKVXDUDFDORQWHUSLOLK
 'DHUDK SHPLOLKDQ $QJJRWD '35 '35' 3URYLQVL GDQ
'35' .DEXSDWHQ.RWD PHUXSDNDQ ZLOD\DK DGPLQLVWUDVL
SHPHULQWDKDQ DWDX JDEXQJDQ ZLOD\DK DGPLQLVWUDVL SHPHULQWDKDQ
DWDX EDJLDQ ZLOD\DK DGPLQLVWUDVL SHPHULQWDKDQ \DQJ GLEHQWXN









 6DPSDQJ  PHOLSXWL NHFDPDWDQ 3HQJDUHQDJDQ NHFDPSDQWDQ
6DPSDQJGDQNHFDPDWDQ7RUMXQ
 6DPSDQJ  PHOLSXWL NHFDPDWDQ -UHQJLN NHFDPDWDQ
.HGXQJGXQJNHFDPDWDQ6UHVHVGDQNHFDPDWDQ7DPEHODQJDQ
 6DPSDQJ  PHOLSXWL NHFDPDWDQ %DQ\XDWHV GDQ NHFDPDWDQ
.WDSDQJ




*DPDEDUDQ VWUXNWXU DQJJRWD 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW
'DHUDK NDEXSDWHQ 6DPSDQJ EHUGDVDUNDQ NHDQJJRWDQ SDUWDL \DQJ
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 ³+$EGXV6DODP6+´ '(02.5$7 :DNLO.HWXD
.RPLVL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³%LGDQJ+XNXPGDQ3HPHULQWDKDQ´
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ϱϱ
 $.DGLU 3.% :DNLO.HWXD
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 $JXV+XVQXO<DNLQ6$* 3%% $QJJRWD
 ,ZDQ(IIHQGL 3',3 $QJJRWD
 $OLVDGLNLQ +$185$ $QJJRWD
 0RK)DLVRO6( 3.% $QJJRWD
 'DGDQ:DK\XGL 3$1 $QJJRWD
 =8%$,', '(02.5$7 $QJJRWD
 $+DPLGXGLQ *(5,1'5$ $QJJRWD
.RPLVL,,
³%LGDQJ3HUHNRQRPLDQGDQ.HXDQJDQ´
1R 1DPD 3DUWDL -DEDWDQ
 +0RK1DVLU6+ *(5,1'5$ .HWXD
 $.KDLUXO)DWWDK6+, 333 :DNLONHWXD
 ,PEUDQ '(02.5$7 6HNUHWDULV
 =,1)LUGDXV6( 3$1 $QJJRWD
 0XKDPPDG6XEKDQ 333 $QJJRWD
 6KRKHEXV6XOWRQ *(5,1'5$ $QJJRWD
 +6DKLG *2/.$5 $QJJRWD
 +$/, 3.% $QJJRWD
 6DPVX$ULILQ6,3 +$185$ $QJJRWD
 +´5DKPDW+LGD\DW56,3 3.6 $QJJRWD
³.RPLVL,,,´
³%LGDQJ3HPEDQJXQDQ´
1R 1DPD 3DUWDL -DEDWDQ
 .+$EGXOODK0DQVXU6( 3.% .HWXD
 5$XOLD5DKPDK6+ '(02.5$7 :DNLONHWXD
 +$FK%DLGRZL *(5,1'5$ 6HNUHWDULV
 1DVDIL 3$1 $QJJRWD
 6\DPVXGGL16+ +$185$ $QJJRWD
 0RK$QZDU6$3 3',3 $QJJRWD
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 $NKPDG0XDGGLQ 333 $QJJRWD
 +0$KVDQ-DPDO 3.% $QJJRWD
 0RKDPPDG)DU)DU *(5,1'5$ $QJJRWD
 + 'MDNXQ *2/.$5 $QJJRWD
.RPLVL,9
³%LGDQJ3HQGLGLNDQGDQ.HVHMDKWHUDDQ5DN\DW´
1R 1DPD 3DUWDL -DEDWDQ
 $PLQ$ULI7LUWDQD6$* 333 .HWXD
 '56+*XQWXU *(5,1'5$ :DNLONHWXD
 $EG0DQQDQ$OL 3.% 6HNUHWDULV




 .XPDODSXVSLWD+DGL '(02.5$7 $QJJRWD
 0)DLVRO5L\DGL *(5,1'5$ $QJJRWD
 $QGLQ6XVDQWR +$185$ $QJJRWD
 :DIL 3.6 $QJJRWD
 0RKDPPDG5XVOL '(02.5$7 $QJJRWD
 %XGLVDQWRVR$0'.(3 3$1 $QJJRWD
6XPEHUVHNUHWDULDW'35'NDE6DPSDQJ
'DUL WDEHO GLDWDV GDSDW GLOLKDW NHVHOXUXKDQ DQJJRWD'35'
VDPSDQJ EHUMXPODK  RUDQJ <DQJ NHPXGLDQ GLWHPSDWNDQ








ZDUJD GHVD NDUDQJ SHQDQJ .DEXSDWHQ VDPSDQJ %HOLDX
PHUXSDNDQDOXPQL,$,1VXQDQDPSHOVXUDED\DDQJNDWDQ
0HPXODL NDULUQ\D GDODP GXQLD SROLWLN EHOLDX PHQMDGL NDGHU
SDUWDL*(5,1'5$GDQPHQFDORQNDQGLULVHEDJDLFDORQDQJJRWD
OHJLVODWLIVDPSDQJSHULRGH
 .DULU SROLWLNQ\D EHUMDODQ EDLN EHOLDX EHUKDVLO PHQMDGL
DQJJRWD OHJLVODWLI VDPSDQJ SHULRGH  'LOHPEDJD
WHUVHEXW 6KRKLE QDPD SDQJJLOD\D EHUDGD GL NRPLVL  ELGDQJ
SHUHNRQRPLDQ GDQ NHXDQJDQ 6HUWD PDVXN GDODP EDGDQ
SHPEXDWDQSHUDWXUDQGDHUDK%$3(03(5'$
E $OL6DGLNLQ
/DKLU VDPSDQJ IHEUXDUL$OL VDGLNDQ PHUXSDNDQ
ZDUJD GHVD 3WDDSDQ VHNDOLJXV SXUWUD NHSDOD GHVD 3WDSDQ
NHFDPDWDQ 7RUMXQ .DEXSDWHQ VDPSDQJ %HOLDX PHUXSDNDQ
DOXPQL 817$* VXUDED\D DQJNDWDQ  0HPXODL NDULUQ\D
GDODPGXQLDSROLWLNEHOLDXPHQMDGLNDGHUSDUWDL+$185$GDQ




6HSHUWL 6KRKLE NDULU SROLWLNQ\D MXJD EHUMDODQ EDLN EHOLDX
EHUKDVLOPHQMDGLDQJJRWDOHJLVODWLIVDPSDQJSHULRGH
'LOHPEDJD WHUVHEXW  EHUDGD GL NRPLVL  SHPHULQWDKDQ GDQ





.HGXQJGXQJ NDEXWHQ VDPSDQJ VHNDOLJXV VDODK VDWX WRNRK
EHUSHQJDUXK GL NHEXSDWHQ VDPSDQJ WHUOHELK GL NHFDPDWDQ
NHGXQJGXQJ.XPDOD3XVSLWD+DGLELDVDGLSDQJJLO1RQLNROHK
NHOXDUJD GDQ UHNDQUHNDQQ\D PHUXSDNDQ DOXPQL XQLYHUVLWDV
1DURWDPDVXUDED\DGLMXUXVDQ0DQDJHPHQW%HOLDXPHQLNDKGDQ
GLNDUXQLDDQDNSHUHPSXDQ
0HQJLNXWL MHMDN VDQJ D\DK GDODP GXQLD SROLWLN LEX
NHPXGLDQ PHQFDORQNDQ VHEDJDL DQJJRWD OHJLVODWLI NDEXSDWHQ
VDPSDQJ GDUL SDUWDL GHPRNUDW GL GDSLO  PHOLSXWL .HFDPDWDQ
-UHQJLN .HFDPDWDQ .HGXQJGXQJ .HFDPDWDQ 6UHVHK GDQ
.HFDPDWDQ 7DPEHODQJDQ GDQ EHUKDVLO ORORV VHEDJDL DQJJRWD





%DSDN + )DGLODK %XGLRQR ODKLU GL %DQ\XZDQJL -DZD
WLPXUVHSWHPEHU\DQJEHUDUWLXVLDQ\DVDDWLQLWDKXQ
%HOLDXPHUXSDNDQZDNLOEXSDWLVDPSDQJVDPSDQJSHULRGH
 PHQGDPSLQJL %DSDN )DQQDQ +DVLE %DSDN )DGLODK
PHQFHWDN VHMDUDK VHEDJDL EXSDWL VHODPD  SHULRGH 3HULRGH
SHUWDPD SDGD   GDQ 3HULRGH 
PHQJJDQWLNDQVHOHSDVZDIDWQ\DEDSDN)DQQDQ+DVLESDGDWDKXQ

'DODP NDULU SROLWLNQ\D EHOLDX SHUQDK PHQMDEDW VHEDJDL
'HZDQ 3HQDVHKDW '3' 3DUWDL *RONDU 6DPSDQJ SHULRGH 
 GDQ 'HZQ 3DNDU 333 6DPSDQJ 7DKXQ   KLQJJD
VHNDUDQJ
 3HUDWXUDQD'DHUDK3HPEHUGD\DDQ3HUHPSXDQ
3HUDWXUDQ 'DHUDK DGDODK 3HUDWXUDQ 3HUXQGDQJ8QGDQJDQ
\DQJ GLEHQWXN ROHK 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW 'DHUDK GHQJDQ
SHUVHWXMXDQ EHUVDPD .HSDOD 'DHUDK JXEHUQXU DWDX EXSDWLZDOL
NRWD
0DWHUL PXDWDQ 3HUDWXUDQ 'DHUDK DGDODK VHOXUXK PDWHUL
PXDWDQ GDODP UDQJND SHQ\HOHQJJDUDDQ RWRQRPL GDHUDK GDQ WXJDV
SHPEDQWXDQ GDQ PHQDPSXQJ NRQGLVL NKXVXV GDHUDK VHUWD




 3HUDWXUDQ 'DHUDK 3URYLQVL \DQJ EHUODNX GL SURYLQVL WHUVHEXW
3HUDWXUDQ'DHUDK3URYLQVLGLEHQWXNROHK'35'3URYLQVLGHQJDQ
SHUVHWXMXDQEHUVDPD*XEHUQXU
 3HUDWXUDQ 'DHUDK .DEXSDWHQ.RWD \DQJ EHUODNX GL
NDEXSDWHQNRWD WHUVHEXW 3HUDWXUDQ 'DHUDK .DEXSDWHQ.RWD
GLEHQWXN ROHK '35' .DEXSDWHQ.RWD GHQJDQ SHUVHWXMXDQ
EHUVDPD %XSDWL:DOLNRWD 3HUDWXUDQ 'DHUDK .DEXSDWHQ.RWD
WLGDNVXERUGLQDWWHUKDGDS3HUDWXUDQ'DHUDK3URYLQVL
3HUGD GLEHQWXN NDUHQD DGD NHZHQDQJDQ \DQJ GLPLOLNL GDHUDK
RWRQRP GDQ SHULQWDK GDUL SHUDWXUDQXQGDQJDQ \DQJ OHELK WLQJJL
.HZHQDQJDQ\DQJGLPDNVXGDGDODKNHZHQDQJDQ\DQJGLDWXUGDODP
3HUDWXUDQ 3HPHULQWDK 1RPRU  7DKXQ  7HQWDQJ 3HPEDJLDQ
8UXVDQ 3HPHULQWDKDQ $QWDUD 3HPHULQWDK 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK
3URYLQVLGDQ3HPHULQWDKDQ'DHUDK.DEXSDWHQ.RWD
$GDSXQ SHUDWXUDQ GDHUDK WHQWDQJ SHPHEUGD\DDQ SHUHPSXDQ











NHPDPSX ILVLN PHQWDO VSLULWXDO VRVLDO SHQJHWDKXDQ GDQ
NHWHUDPSLODQ DJDU SHUHPSXDQ VLDS GLGD\DJXQDNDQ VHVXDL
GHQJDQNHPDPSXDQPDVLQJPDVLQJ
 6LVWHP SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN
DGDODK NHVHOXUXKDQ SURVHV SHQ\HOHQJJDUDDQ SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN \DQJ GLODNXNDQ VHFDUD
NRPSUHKHQVLI LQNOXVLI LQWHJUDWLIPXODLGDULWDKDSSHOD\DQDQ
SHQDQJDQDQ ODSRUDQSHQJDGXDQ SHOD\DQDQ NHVHKDWDQ
UHKDELOLWDVL VRVLDO SHQHJDNDQ GDQ EDQWXDQ KXNXP VDPSDL
GHQJDQ SHPXODQJDQ GDQ UHLQWHJUDVL VRVLDO EDJL SHUHPSXDQ









 7DKXQ  7HQWDQJ 3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ GDQ
3HUOLQGXQJDQ$QDN.DEXSDWHQ6DPSDQJ\DQJVHFDUDXVXODQSHUGD
WHUVHEXW PHUXSDNDQ SHUGD LQLVLDWLI  3HUDWXUDQ GDHUDK WHQWX WLGDN
ODQJVXQJ VHPHUWDPHUWD DGD DNDQ WHWDSL DGD WDKDSDQ DWDX
PHNDQLVPHGDODPSHPEXDWDQQ\D
D 8SD\D $QJJRWD /HJLVODWLI  6DPSDQJ GDODP 0HQ\HUDS
$VSLUDVL7HUNDLW3HUGD3HPEHUGD\DDQ3HUHPSXDQ
$QJJRWD OHJLVODWLIPHUXSDNDQZDNLO UDN\DW  \DQJ EHUWXJDV
PHQ\HUDSGDQPHPEXDWNHELMDNDQVHEDJDLMDZDEDQDWDVVHJDOD
SHUPDVDODKDQ UDN\DW \DQJ GLZDNLOLQ\D0HUHVSRQ DVSLUDVL
SHUHPSXDQGLNDEXSDWHQVDPSDQJVDODKVDWXDQJJRWDOHJLVODWLI
VDPSDQJ\DLWX%DSDN$OL6DGLNLQPHQ\DPSDLNDQ
³.DOR VD\D SHULEDGL EHUDQJNDW GDUL NHGDDQ GLGDSLO
VD\D'LVDQDPD\RULWDVSHUHPSXDQ LWXKDQ\DEHUNXWDW
GLUXPDKDWDXVHEDJDLLEXUXPDKWDQJJDDGDMXJD\DQJ
PHQMDGL EXUXK WDQL 0DND GDUL LWX SHUGD LWX KDUXV
GLEXDW DJDU SDUD SLNLUDQ NDXP SHUHPSXDQ OHELK
WHUEXNDGDQSXQ\DLQLVLDWLIXQWXNEHUZLUDXVDKDVXSD\D
SURGXNWLI ODOX EDQ\DN MXJD NHNHUDVDQ SDGD DQDN
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϲϯ
WHUOHELK NHNHUDVDQ VHNVXDO PDND VD\D SLNHU DQJJRWD
GHZDQKDUXVPHPEHULVROXVLGDODPEHQWXNSHUGD´
6HSHUWL \DQJ GLVDPSDLNDQ 6DQLW PHQJDWDNDQ
EDKZD³:DNLO 3ROLWLN GLMDODQNDQ PHODOXL OHPEDJD \DQJ
EHUIXQJVL VHEDJDL EDGDQ SHUZDNLODQ UDN\DW \DQJ GLVHEXW
VHEDJDLSDUOHPHQDWDX  OHPEDJD OHJLVODWLIGDQ MXJD OHPEDJD
SHPEXDW XQGDQJXQGDQJ 0HODOXL IXQJVL LQL SDUOHPHQ
PHQXQMXNNDQ EDKZD GLULQ\D VHEDJDL ZDNLO UDN\DW GHQJDQ
PHPDVXNNDQ DVSLUDVL GDQ NHSHQWLQJDQ PDV\DUDNDW \DQJ
GLZDNLOLQ\DNHGDODPSDVDOSDVDOXQGDQJXQGDQJ´
'DUL SHUQ\DWDDQ %DSDN 6RKHEXV 6XOWRQ GLDWDVGDSDW
GLVLPSXONDQEDKZDVHEDJDLDQJJRWD OHJLVODWLIVXGDKPHQMDGL
NHKDUXVDQ XQWXN SHND WHUKDGDS NRQGLVL PDV\DUDNDW \DQJ
GLZDNLOL .HPXGLDQ GDUL EHEHUDSD NRQGLVL SHUHPSXDQ GDQ
NDVXVNHNHUDVDQWHUKDGDSDQDN\DQJDGDVDPSDQJPHQMDGL
ODWDU EHODNDQJ EDJL DQJJRWD GHZDQ WHQWDQJ SHQWLQJQ\D
SHPEXDWDQ SHUGD SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ
SHUOLQGXQJDQDQDN
E 7DKDSDQ3HPEXDWDQ 3HUDWXUDQ 'DHUDK 3HPEHUGD\DDQ
3HUHPSXDQ
ϰϯ+DVLOZDZDQFDUDGHQJDQ%DSDN$OL6DGLNLQGLNDQWRU'35'VDPSDQJWDQJJDODJXVWXV
6DQLW  $UEL  3HUZDNLODQ 3ROLWLN 6XDWX 6WGL $ZDO 'DODP 3HQFDULDQ $QDOLVD 6LVWHP




%HUGDVDUNDQ XVXODQ SHUDWXUDQ GDHUDK GL NODVLILNDVLNDQ
GDODP  NDWDJRUL \DLWX 3HUGD XVXODQ HNVHNXWLI GDQ SHUGD
LQLVLDWLI 3HUGD HNVHNXWLI DGDODK \DQJ GLXVXONDQ ROHK NHSDOD
GDHUDKVHGDQJNDQSHUGD LQLVLDWLIDGDODKSHUGD\DQJGLXVXODNQ
VHNXUDQJQ\D  DQJJRWD '35' -LNDPHUXMXN GDUL SHQMDODVDQ
GLDWDV 3HUDWXUDQ 'HDUDK 1R  7DKXQ  7HQWDQJ
3HPEHUGD\DDQ3HUHPSXDQ GDQ3HUOLQGXQJDQ$QDN.DEXSDWHQ
6DPSDQJPHUXSDNDQSHUGDLQLVLDWLI'35'NDEXSDWHQVDPSDQJ
'DODP VXEEDE LQL SHQHOLWL LQJLQ PHQJLGHQWLILNDVL SURVHV




D 7HKDS SHUHQFDQDDQ PHUXSDNDQ ODQJNDK DZDO \DQJ
GLODNXNDQ ROHK '35'  \DQJ GLNHPDV GDODP VXDWX
SURJUDP SHPEHQWXNDQ SHUDWXUDQ GDHUDK
3523(03(5'$ \DQJ EHUWXMXDQ XQWXN PHQ\XVXQ
UDQFDQJDQSHUDWXUDQGDHUDK5DSHUGD
E 3URSHPSHUGD GLWHWDSNDQ GHQJDQ NHSXWXVDQ '35' GDQ
NHSDODGDHUDKGDODPUDSDWSDULSXUQD'35'
F 3URSHPSHUGD GLVXVXQ GLOLQJNXQDJDQ'35' PHODNXNQ
NRRUGLQDVLGHQJDQNHSDODGDHUDKMXJDPHQJLNXWVHUWDNDQ





G +DVLO SHQ\XVXQDQ 3URSHPSHUGD GLDMXNDQ SDGD NHSDOD
GDHUDK \DQJ NHPXGLDQ GLVDPSDLNDQ SDGD %DGDQ
3HPEXDWDQ 3HUDWXUDQ 'DHUDK %$3(03(5'$ GL

























































+6$+,' $QJJRWD %DSHPSHUGD '35'
.DE6DPSDQJ
6XPEHU6HNUHWDULDW'35'6DPSDQJ
0HVNL VHFDUD XVXODQ SHUGD WHQWDQJ SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ GDQ SHULGXQJDQ DQDN DGDODK SHUGD LQLVLDWLI
'35'QDPXQUXPXVDQSHUGDWHUVHEXWEHUDVDOGDULGLQDV
.%3$ VDPSDQJ<DQJ WHQWXSHUDQ DQJJRWD '35' MXJD
VDQJDW SHQWLQJ GDODP SHPEXDWDQ SHUDWXUDQ GDHUDK
WHUVHEXW8QWXNPHQJHWDKXLXSD\DDQJJRWDGHZDQGDODP
WDKDS SHUHQFDQDDQ SHUGD SHQHOLWLPHQDQ\DNDQ ODQJVXQJ
SDGD%DSDN)DGLODK%XGLRQR%HOLDXPHQ\DPSDLNDQ
³\DQJVD\DWDXDZDOQ\DUXPXVDQSHUGDLWXGLDMXNDQ
ROHK 'LQDV SHUHPSXDQ NHPXGLDQ GLXVXONDQ ROHK
EDSHPSHUGD 6HEDJDL EXSDWL  VD\D VDQJDW
DSUHVLDVL XVXODQ LWX XQWXN GLEDKDV OHELK VHULXV
.RRUGLQDVL GHQJDQ '35' ODOX PHPEXDW
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϲϳ
3URSHPSHUGD EHUVDPD 6HWHODK SURSHPGD GLEXDW
DJDUVHJHUDGLEDKDVGL%DSHPSHUGD´
3HQMHODVDQEDSDN:DNLOEXSDWLGLDWDVPHQXQMXNNDQ
EDKZD ZDODXSXQ UXPXVDQ SHUGD EHUDVDO GDUL GLQDV
WHUNLDW QDPXQ SHQJNDWDJRULDQ SHUGD WHUVHEXW DGDODK
SHUGD LQLVLDWLI '35' $GDSXQ SHUDQ DQJJRWD '35'
GDODP WDKDS SHUHQFDQDDQ SHPEXDWDQ SHUGD DGDODK
VHEDJDL SHPEXDW SURJUDPSHPEDXDWDQ SHUDWXUDQ GDHUDK
SURSHPSHUGDEHUVDPDNHSDODGDHUDK.HPXGLDQ%DSDN
$OL 6DGLNLQ VHEDJL DQJJRWD GHZDQ \DQJ PDVXN GDODP
DQJJRWD%DSHPSHUGDPHQDPEDKNDQ
³6HEHOXP PHPEXDW SHUGD NDPL DQJJRWD GHZDQ
PHODNXNDQ +HDULQJ GHQJDQ 'LQDV .%3$ WHQWDQJ
EDJDLPDQDXUJHQVLDWDXVHEHUDSDSHQWLQJSHUGDLWX
XQWXN GLEXDW 'LKHDULQJ LWX  KDO SHQWLQJ \DQJ
GLVDPSDLNDQ GDODP QRWD SHQMHODVDQ GLQDV WHQWDQJ
EDQ\DNQ\DDGXDQGDULPDV\DUDNDWWHUNDLWSHUHPXDQ
GDQ NHNHUDVDQ SDGD DQDN GDQ NHVXOLWDQ GLQDV LWX
PHPHQWXNDQSURJUDPNDUHQDWLGDNDGDKXNXP\DQJ
PHZDGDKLQ\D 0DNDQ\D NDPL DQJJRWD GHZDQ
VHSDNDWXQWXNPHODQMXWNDQSHPEXDWDQSHUGDLWX´
6XDWX ODQJNDK VWUDWHJLV \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN
PHQJXUDQJL NHVHQMDQJDQ DQWDUD SHQGXGXN ODNLODNL GDQ
SHUHPSXDQ ,QGRQHVLD GDODP PHQJDNVHV GDQ
PHQGDSDWNDQ PDQIDDW SHPEDQJXQDQ VHUWD PHQLQJNDWNDQ






SHQWLQJ 1HJDUD '35' KDUXV PHPLOLNL NHPDPSXDQ
UHVSRQVLYH .HPDPSXDQ UHVSRQVLI DGDODK NHPDPSXDQ
VLVWHP SROLWLN XQWXN PHQ\LQNURQLVDVL WXQWXWDQ \DQJ
PDVXN PHODOXL LQSXW GHQJDQ NHSXWXVDQ GDQ WLQGDNDQ
\DQJGLDPELORWRULWDVSROLWLNGLOLQLRXWSXW
'HQJDQPHODNXNDQ+HDULQJEHUVDPDGLQDV.%3$
PHUXSDNDQ DQJJRWD OHJLVODWLI VDPSDQJ  WHODK
PHQXQMXNNDQODQJNDK\DQJEDLNGDODPPHUHVSRQVHJDOD
WXQWXWDQ \DQJ PDVXN PHODOXL GLQDV WHUVHEXW 6HODLQ LWX
DQJJRWDGHZDQEHUVDPDNHSDODGDHUDKPHPEXDWSURJUDP
SHPEHQWXNDQ SHUGD 3URSHPSHUGD XQWXN  PHPEXDW
SHUGDVHEDJDLMDZDEDQDWDVVHJDODWXQWXWDQ\DQJPDVXN
 7DKDSSHQ\XVXQDQ
'DODP UDQJND WHUWLE DGPLQLVWUDVL GDQ SHQLQJNDWDQ
NXDOLWDVSURGXNKXNXPGDHUDKGLSHUOXNDQVXDWXSURVHVDWDX
SURVHGXU SHQ\XVXQDQ 3HUGD DJDU OHELK WHUDUDK GDQ
WHUNRRUGLQDVL +DO LQL GLVHEDENDQ GDODP SHPEHQWXNDQ
3HUGDSHUOXDGDQ\DSHUVLDSDQ\DQJPDWDQJGDQPHQGDODP
DQWDUDODLQSHQJHWDKXDQPHQJHQDLPDWHULPXDWDQ\DQJDNDQ
GLDWXU GDODP 3HUGD SHQJHWDKXDQ WHQWDQJ EDJDLPDQD
PHQXDQJNDQPDWHULPXDWDQWHUVHEXWNHGDODP3HUGDVHFDUD
VLQJNDW WHWDSL MHODV GHQJDQ EDKDVD \DQJ EDLN VHUWDPXGDK
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϲϵ
GLSDKDPL GLVXVXQ VHFDUD VLVWHPDWLV WDQSD PHQLQJJDONDQ
WDWD FDUD \DQJ VHVXDL GHQJDQ NDLGDK EDKDVD ,QGRQHVLD
GDODPSHQ\XVXQDQNDOLPDWQ\D
6HWHODK 3URSHPSHUGD GLEXDW GDQ GL VDKNDQ 7DKDS
VHODQMXWQ\D PHUXSDNDQ WDKDS SHQ\XVXQ 'DODP KDO LQL
SHQ\XVXQDQ5DQFDQJDQ3HUDWXUDQ'DHUDK5DSHUGD
D 5DQFDQJDQ SHUGD GL OLQJNXQJDQ '35' GLDMXNDQ ROHK
'35'NRPLVLJDEXQJDQNRPLVLDWDX%DSHPSHUGD\DQJ
PHQ\XVXQ UDQFDQJDQ SHUGD GLVHUWDL SHQMHODVDQ DWDX
NHWHUDQJDQQDVNDKDNDGHPLN




PHODNX SHQJKDUPRQLVDVLDQ SHPEXODWDQ GDQ SHQHWDSDQ
NRQVHSVL 6HXDL \DQJ GDWD GLGDSDW ROHK SHQHOLWL GDODP
SURVHVZDZDQFDUDEHUVDPD%DSDN6KRKHEXV6XOWKRQ
³6HEHOXP SHUGD LWX GLEDKDV GLODNXNDQ GXOX
KDUPRQLVDVL +DUPRQLVDVL LQL NLWD '35'
PHPIDVLOLWDVL SDGD EDJLDQ KRNXP SURYLQVL DSDNDK
WLGDN EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ SHUGD \DQJ GLDWDVQ\D
-LNDQ WLGDNPDND GLNHPEDOLNDQ SDGD'35' GDODP






6HODLQ PHQ\XVXQ 5DSHUGD %DSDN $OL 6DGLNLQ MXJD
PHQMHODVNDQEDKZDSHUDQ'35'GDODPPHPSHUMXDQJNDQ
SHUDWXUDQ GDHUDK SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ
SHUOLQGXQJDQ DQDN GLWDKDS SHQ\XVXQDQ DGDODK VHEDJDL
OHPEDJD\DQJPHQMHPEDWDQLDQWDUDSHPHULQWDKNDEXSDWHQ
6DPSDQJ GHQJDQ SHPHULQWDK 3URYLQVL 'DODP KDO LQL
'35' PHODNXNDQ KDUPRQLVDVL WHUKDGDS ELUR KRNXP
SURYLQVL DJDU SHPEXDWDQ SHUGD WHUVHEXW WLGDN WXPSDQJ
WLQGLKGHQJDQSHUGD\DQJDGDGLDWDVQ\D\DNQLSHUGD\DQJ
GLEXDW SHPHULQWDK SURYLQVL 6HODQMXWQ\D SHUGD
GLNHPEDOLNDQ SDGD '35' PHODOXL %DSHPSHUGD XQWXN
ODQMXWNDQSDGDWDKDSSHPEDKDVDQ
 7DKDSSHPEDKDVDQ
%HUGDVDUNDQ 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU  7DKXQ
 WHQWDQJ 3HPHULQWDKDQ 'DHUDK SDVDO  KXUXI D
PHQJDWXU WHQWDQJ WXJDV GDQ ZHZHQDQJ '35' GDODP
PHODNVDQDQ IXQJVL OHJLVODVL \DLWX³0HPEHQWXN 3HUDWXUDQ
'DHUDK \DQJ GLEDKDV EHUVDPD GHQJDQ .HSDOD 'DHUDK
%XSDWL :DOLNRWD XQWXN PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ EHUVDPD
GDODP UDQJND SHPHQXKDQ NHEXWXKDQ PDV\DUDNDW











 7DQJJDSDQ GDQMDZDEDQ %DSHPSHUGD WHUKDGDS
SDQGDQJDQXPXPNHSDODGDHUDKIUDNVL GDQDQJJRWD
'35'ODLQQ\D
6HWHODK %DSHPSHUGD PHQ\DPSDLNDQ UDQFDQJDQ SHUGD
SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ DQDN VHODQMXWQ\D DQJJRWD
GHZDQ ODLQQ\DPHQJXQJNDSNDQSHQGDSDWPHUHND0HUXMXN
SDGD 8QGDQJ8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ
SHPHULQWDKDQGDHUDK6DODKVDWXKDNDQJJRWDGHZDQDGDODK
KDN PHQ\DWDNDQ SHQGDNDWKDN '35' XQWXN PHQ\DWDNDQ
SHQGDSDWWHUKDGDSNHELMDNDQDWDXSHUGDXVXODQSHPHULQWDK
'DODPSURVHVSHPEDKDVDQSHUDWXUDQGDHUDKSHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN LQL VHPSDW WHUMDGL
SHUGHEDWDQ DQWDU DQJJRWD GHZDQ .HPXGLDQ SHQHOLWL
PHQFRED PHQJNRUHODVLNDQQ\D GHQJDQ KDVLO ZDZDQFDUD






VHWXMX WDSL QDQWL MLND EDQ\DN \DQJ VHWXMX GHQJDQ
XVXODQ SHUGD LWX \D QDQWL NLWD DNDQ PHQHUXVNDQ
SHPEDKDVDQSHUGDLWXWDSLMLNDNHEDOLNDQQ\DWHQWXNLWD
DNDQ PHQJNDMLQ\D ODJL %DJLDQJJRWD ODLQ \DQJ VHWXMX
PHUHND EHUDQJJDSDQ WHQWDQJ SHQWLQJQ\D SHQWLQJ
DGDQ\DSHUGDLQLNHUHQDWDGLVHEDJDLODQGDVDQKXNXP
SURJUDP SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GLVDPSDQJ <DQJ
WLGDNVHWXMXDODVDQPHUDNDPHQJDQJJDSKDO LWXVXGDK




EHEHUDSD DQJJRWD GHZDQ WHQWX KDUXV DGD \DQJ QDPDQ\D
SHUVHWXMXDQGDULEDQ\DNSLKDN\DQJWHUNDLW'DULZDZDQFDUD
GLDWDVSXODGDSDWGLNHWDKXLEDKZDNHWLNDPHQJDGDNDQUDSDW
WHUNDLW GHQJDQ SHPEXDWDQ SHUGD SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ
LQL MXVWUXWDQJJDSDQ ODKLU GDUL DQJJRWD GHZDQ ODLQQ\D
0HUHNDPHQJDQJDS SHUGD SURYLQVL FXNXS VHEDJDL UHJXODVL
GDODP SHPEHUGD\DDQSHUHPSXDQGDQSHUOLQGXQJDQDQDN
0HQDQJJDSL KDO WHUVHEXW$OL 6DGLNLQ VHODNX DQJJRWD
SHQJXVXOGDQDQJJRWD%DSHPSHUGDPHQMDZDE
³3HUGD SHPEHUGD\DDQ LQL GLEXDW DWDV GDVDU NHSHUOXDQ
PDV\DUDNDW 'LPDQD GLQDV .%3$ PHQJDQJJDS WLGDN
DGD UHJXODVL KRNXP GDODP SURJUDP SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ GDQ DQDN -LND KDQ\D PHUXMXN SDGD SHUGD
\DQJ DGD GL SURYLQVL PDND FDNXSDQQ\D WHUODOX OXDV






8SD\D XQWXN PH\DNLQNDQ DQJJRWD GHZDQ ODLQQ\D \DQJ
WLGDNVHWXMXGLODNXNDQGHQJDQPHQMDZDEVHJDOD WDQJJDSDQ
\DQJ PDVXN SDGD SHQJXVXO 6HNDOLJXV VHEDJDL EDKDVDQ
DNKLUGDULSHPELFDUDDQWLQJNDW,\DQJNHPXGLDQGLODQMXWND
SDGDSHPELFDUDDLQJNDW,,
E 7DKDS 3HPELFDUDDQ 7LQJNDW ,, PHOLSXWL 3HQJDPELODQ
NHSXWXVDQGDODPUDSDWSDULSXUQD\DQJGLGDKXOXLGHQJDQ
 3HQ\DPSDLDQ ODSRUDQ %DSHPSHUGDPHOLSXWL SURVHV
SHPEDKDVDQ] SHQGDSDW IUDNVL GDQ KDVLO
SHPELFDUDDQ VHEDJDLPDQD GLPDNVXG SDGD D\DW 
KXUXIF
 3HUPLQWDDQ SHUVHWXMXDQ GDUL DQJJRWD VHFDUD OLVDQ
ROHKSLPSLQDQUDSDWSDULSXUQD
 3HQGDSDWDNKLUNHSDODGDHUDK
3DGD SHPELFDUDDQ WLQJNDW ,, DSDELOD SHUVHWXMXDQ WLGDN
GDSDWGLFDSDLVHFDUDPXV\DZDUDKXQWXNPXIDNDWNHSXWXVDQ
GLDPELO EHUGDVDUNDDQ VXDUD WHUEDQ\DN 6HEDJDLPDQD
GLMHODVNDQ ROHK EDSDN  6RKHEXV 6XOWKRQ SDGD VDDW
ZDZDQFDUDGLEDZDKLQL
³6HWHODKPHODOXLWDKDSPXODLSHQMHODVDQ%DSHPSHUGD
PHQGHQJDU SDQGDQJDQ XPXP IUDNVL GDQ PHQGHQJDU
WDQJJDSDQ NHSDOD GDHUDK 6HODQMXWQ\D NDPL DQJJRWD
GHZDQLQLPLQWDSHUVHWXMXDQGDULSDUDDQJJRWDGHZDQ
ODLQQ\D VHUWD SHUVHWXMXDQ NHSDOD GDHUDK .DUHQD VVDW





'DUL KDVLO ZDZDQFDUD GLDWDV GDSDW GLNHWDKXL EDKZD
SDGDVHWLDSSHUXPXVDQSHUDWXUDQGDHUDKDGD\DQJQDPDQ\D
SHUVHWXMXDQ GDUL NHSDOD GDHUDK GDQ DQJJRW GHZDQ ODLQQ\D
NDUHQD MLND WLGDN DGD SHUVHWXMXDQ \DQJ GLLQJLQNDQ PDND
DNDQ GLDGDNDQQ\D YRWLQJ XQWXN PHQHQWXNDQ OD\DN DWDX
WLGDNQ\DSHUGDWHUVHEXW6HWHODKYRWLQJGLODNXNDQMLNDVXDUD
WHUEDQ\DN OHELK VHWXMX XQWXN PHQHUDSNDQ SHUGD WHUVHEXW
PDND DNDQ VHJHUD PHPLQWD SHUVHWXMXDQ NHSDGD NHSDOD
GDHUDK
3DGD WDKDS SHPEDKDVDQ NH ,, SHPLPSLQDQ UDSDW
SDULSXUQD PHPLQWD SHUVHWXMXDQ WHUKDGDS VHOXUXK DQJJRWD
\DQJ DGD .DUHDQ DGD EHEHUDSD DQJJRWD \DQJ WLGDN VHWXMX
PDNDGLODNXNDQODKYRWLQJ \DQJSDGDDNKLUQ\DNHEDQ\DNDQ
DQJJRWD GHZDQ PHPLOLK VHWXMX XQWXN PHODQMXWNDQ SHUGD
SDGDWDKDSSHQHWDSDQ
7DKDSSHQHWDSDQ
D 5DQFDQJDQ 3HUGD \DQJ WHODK GLVHWXMXL EHUVDPD ROHK
'35' GDQ .HSDOD 'DHUDK GLVDPSDLNDQ ROHK






E 5DQFDQJDQ 3HUGD \DQJ WLGDN GLWDQGDWDQJDQL NHSDOD
GDHUDKGLQ\DWDNDQVDKGHQJDQNDOLPDWSHQJHVDKDQQ\D
EHUEXQ\L³3HUDWXUDQ'DHUDKLQLGLQ\DWDNDQVDK´
6HWHODK UDQFDQJDQ SHUDWXUDQ GDHUDK PHQGDSDW
SHUVHWXMXDQ GDULVHJDOD SLKDN WHUNDLW 0DND VHODMXWQ\D
UDQFDQJDQ SHUDWXUDQ GDHUDK WHQWDQJ SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN GLVDKNDQ PHQMDGL
3HUDWXUDQ'HDUDK1R7DKXQ7HQWDQJ3HPEHUGD\DDQ
3HUHPSXDQ GDQ 3HUOLQGXQJDQ $QDN .DEXSDWHQ 6DPSDQJ
-DGL6HSHUWL\DQJ-LPO\$VVLGLTLH\DQJPHQ\HEXWNDQVDODK
VDWX IXQJVL '35' DGDODK IXQJVL OHJLVODVL³SUDNDUVD
SHPEXDWDQXQGDQJXQGDQJOHJLVODWLILQWLDWLRQKDOLWXWHODK
GLODNXNDQ GHQJDQ EDLN ROHK DQJJRWD '35' NDEXSDWHQ
6DPSDQJ
7DKDS3HUXQGDQJDQ
/DQJNDK WHUDNKLU GDUL GDODP SHODNVDQDDQ IXQJVL
OHJLVODVL DGDODK WDKDS SHUXQGDJDQ PHOLSXWL VRVLDOLVDVL
SHUDWXDUDQ GDHUDK 3HPHULQWDK GDHUDK GDQ '35' VHUWD
'LQDVWHUNDLWZDMLEPHQ\HEDUOXDVNDQSHUDWXUDQGDHUDK\DQJ
WHODKGLXQGDQJDNQGDODPOHPEDUDQGDHUDK6HOXUXKDQJJRWD




'35'KDUXV WHUOLEDW DNWLI GDODPSHQ\HEDUOXDVDQ SHUDWXUDQ
GDHUDKWHUOHELKGLGDHUDSHPLOKDQ\D




GLPDQD3HUVRDODQ XWDPD WHQWDQJ SHUHPSXDQ GLVLQL
DGDODK VRDO EXGD\D \DQJ DGD GLVLQL 3HUHPSXDQ
GLVLQL PH\DNLQL EDKZD SRVLVL SHUHPSXDQ LWX \D
VHEDJDL LEX UXPDK WDQJJD 'DQ ODNLODNL \DQJ
EHNHUMD 8QWXN ODQJNDK DZDO PHQXUXW VD\D GLQDV
.%3$ PHPEXDW SURJUDP XQWXN PHPEDQJXQ
NHVDGDUDQ SHUHPSXDQ LWX VHQGLUL DJDU LNXW
EHUNRQWULEXVLGDODPSHUHNRQRPLDQ´
8SD\D XQWXN 3HQJDUXVXWDPDDQ JHQGHU DJDU
PHQJXUDQJL NHVHQMDQJDQ DQWDUD SHQGXGXN ODNLODNL GDQ
SHUHPSXDQ VDPSDQJ GDODP PHQJDNVHV GDQ PHQGDSDWNDQ
PDQIDDW SHPEDQJXQDQ VHUWD PHQLQJNDWNDQ SDUWLVLSDVL GDQ
PHQJRQWURO SURVHV SHPEDQJXQDQ WHODK GLODNXNDQ ROHK
'35' VDPSDQJ GHQJDQ PHQFLSWDNDQ UDJXODVL EHUXSD SHUGD
QDPXQ SHUVRDODQ XWDPD DGDODK WHQWDQJ SDQGDQJDQ
SHUHPSXDQ VDPSDQJ VHQGLUL WHQWDQJ SRVLVL SHUHPSXDQ
KDQ\D SDGD UDQDK GRPHVWLF DWDX VHEDJDL UXPDK WDQJJD
0DND GDUL LWX 'LQDV WHUNDLW KDUXV PHPEXDW SURJUDP XQWXN




6HKLQJJD SHPHUDWDDQ SHPEDQJXQDQ GDSDW WHUFDSDL DWDX
WLGDN ELDV JHQGHU
.HPXGLD%DSDN6KRKLEXV6XOWKRQPHQDPEDKNDQ
³6DPSDQJ LQL NDQ GLNHQDO VHEDJDL NRWD \DQJ NHQWDO
NHDJDPDDQ\D WHQWX DJDPD LVODP SHGRPDQ XWDPD
VHSHUWL SRVLVL ODNLODNL SHPLPSLQ SHUHPSXDQ KDO LWX
MXJD VHEDJDLEDWDVDQSHUHPSXDQXQWXN WHUMXDQ SDGD
UDQDK \DQJ OHELK OXDV -DGL NDOR EDJL VD\D SHUGD
SHUPEHUGD\DDQ VXGDK DGD MDGL WLQJJDO PHPEXDW
SURJUDP \DQJ OHELK SDGD PHPEDQJXQ NHVDGDUDQ
SHUHPSXDQ´
'DUL SHQMHODVDQ GDSDW GLDUWLNDQ EDKZD EDJL
PDV\DUDNDWVDPSDQJLVODPPHUXSDNDQEDJLDQGDULLGHQWLWDV
HWQLN PHUHND 'HQJDQ NDWD ODLQ VHEDJDL DJDPD KDPSLU
VHOXUXK RUDQJ 6DPSDQJ ,VODP WLGDN KDQ\D GLMDGLNDQ
VHEDJDL UHIHUHQVL NHODNXDQ VRVLDO GDODP NHKLGXSDQ
PDV\DUDNDW .HNXDWDQ UHOLJLXV MXJD LNXW PHQRSDQJ
NHPDSDQDQ SRVLVL ODNLODNL GL XUXWDQ SHUWDPD /HJLWLPDVL
DJDPDLQLPHQMDGLVHMDUDKDZDOPXQFXOQ\DEXGD\DSDWULDUNL
GDODP NHKLGXSDQ PDV\DUDNDW 6HGDQJNDQ SHQHPSDWDQ
SHUHPSXDQ GL XUXWDQ NHGXD VHVXQJJXKQ\D WLGDN ELVD
GLOHSDVNDQGDULSHUVRDODQSHUHPSXDQ\DQJEHUDGDGLEDZDK
KHJHPRQLNDXPODNLODNLVHEDJDLPDQDWDPSDNGDULXUDLDQGL
DWDV 'DQ MXJD GDUL KDVLO ZDZDQ FDUD GLDWDV PHQXQMXNDQ









 $QJJRWD OHJLVODWLYH VHODOX EHUXSD\D XQWXN PHQ\HUDS DVSLUDVL
UDN\DW GDQ PHPEXDW UHJXODVL DWDX SHUGD WHUKDGDS PDVDODK
JHQGHUGLNDEXSDWHQVDPSDQJ
'DODP EHUEDJDL NHVHPSDWDQ \DQJ DGD SDUD DQJJRWD
OHJLVODWLYH NDEXSDWHQ VDPSDQJ VHODOX EHUXSD\D XQWXN WHUXV
PHQ\HUDS DVSLUDVL \DQJ GLLQJLQNDQ UDN\DW +DO LWX GLODNXNDQ
GHQJDQ PHPEXDW SHUGD VHEDJDL MDZDEDQ DWDV PDVDODK \DQJ




'DODP NHWHUZDNLODQ WHUGDSDW \DQJ QDPDQ\D
NHWHUZDNLODQ GHVNULSWLI GLPDQD ZDNLO \DQJ DGD VHEDJDL
UHSUHVHQWDLVL NDX WHUWHQWX NDUHQD PHPLOLNL NDUDNWHULVWLN \DQJ
VDPDGDODPKDO LQLSHUHPSXDQ1DPXQ\DQJ WHUMDGDLDQJJRWD
OHJLVODWLYH SHUHPSXDQ \DQJ DGD GL NDEXSDWHQ VDPSDQJ WLGDN
WHUOLEDW GDODP SURVVHV SHPEXDWDQ SHUGD SHPEHUGD\DDQ





 %XGD\D SDWULDUNL GL NDEXSDWHQ VDPSDQJ VHEDJDL VDODK VDWX
IDNWRUSHQJDKDPEDWNHVHWDUDQJHQGHUGLNDEXSDWHQ6DPSDQJ
3HUVRDODQ XWDPD NHVHQMDQJDQ JHQGHU DGDODK WHQWDQJ
SDQGDQJDQ SHUHPSXDQ VDPSDQJ VHQGLUL WHQWDQJ SRVLVL








0HQXUXW KDVLO SHQHOLWLDQ VHUWD SHQ\DMLDQ GDWD GDQ DQDOLVD GDWD
WHUKDGDSSHUPDVDODKDQ\DQJDGDPDNDGDULSHQHOLWLDQLQLGDSDWGLWDULNGXD
NHVLPSXODQ\DQJSHQHOLWLDPELOVHEDJDLPDQDGLMHODVGLEDZDKLQL
$QJJRWD OHJLVODWLI VDPSDQJ FXNXS EDLN GDODPPHQMDODQNDQ WXJDV GDQ
IXQJVLQ\D VHEDJDL DQJJRWD GHZDQ \DNQL  GDODP PHQMDODQNDQ IXQJVL
OHJLVODVLDWDXPHPEXDWXQGDQJXQGDQJ6HODLQLWXPHVNLKDPSLUVHOXUXK
DQJJRWD '35' NDEXSDWHQ VDPSDQJ DGDODK ODNLODNL QDPXQ PHUDND
PHPLOLNL ZDZDVDQ \DQJ OXDV GDQ SHND WHUKDGDS VHJDOD SHUPDVDODKDQ
SHUHPSXDQ \DQJ DGD GL NDEXSDWHQ 6DPSDQJ +DO LWX GDSDW
GLQLODLGHQJDQ EHUKDVLO PHQFLSWDNDQ 3HUDWXUDQ 'HDUDK 1R  7DKXQ
 7HQWDQJ 3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ GDQ 3HUOLQGXQJDQ $QDN
.DEXSDWHQ 6DPSDQJ 6HEDJDL MDZDEDQ DWDV VHJDOD SHUPDVDODKDQ
SHUHPSXDQGLNDEXSDWHQVDPSDQJ
 7HUGDSDW EHEHUDSD WDKDSDQ GDODP SHPEXDWDQ SHUGD PHOLSXWL WDKDS
SHUHQFDQDDQWDKDSSHUXPXVDQWDKDSSHPEDKDVDQWDKDSSHQHWDSDQGDQ
WDKDS SHUXQGDQJDQ 'DODP WDKDS SHUXQGDQJDQ \DQJ EHUXSD VRVLDOLVL
DWDX SHQ\HEDUOXDVDQ 3HUDWXUDQ 'HDUDK 1R  7DKXQ  7HQWDQJ
3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ GDQ 3HUOLQGXQJDQ $QDN .DEXSDWHQ
6DPSDQJ\DQJ WHODKGLXQGDQJNDQGDODPOHPEDUDQGDHUDK0HQHPXNDQ
IDNWD WHUGDSDW IDNWRU SHQJKDPEDW WHUFLSWDQ\D NHVHWDUDQ JHQGHU \DLWX
ĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚĚŝŐŝůŝď͘ƵŝŶƐďǇ͘ĂĐ͘ŝĚ
ϴϭ
EXGD\D \DQJ EHUNHPEDQJ GLPDV\DUDNDW VDPSDQJ GHQJDQ EXGD\D
SDWULDUNL \DQJ NXDW 6HKLQJJD SHUHPSXDQ GLVDQD PH\DNLQL SRVLVL
SHUHPSXDQKDQ\DSDGDUDQDKGRPHVWLFGDQPHQLPEXONDQNHUDJXDQEDJL
SHUHPSXD VDPSDQJ XQWXN LNXW PHQJDPELO EDJLDQ SDGD UDQDK SXEOLN
6HODLQ LWX SHQJDUXK DJDPD LVODP \DQJ PHQJDJJDS ODNLODNL DGDODK
SHPLPSLQ EDJL SHUHPSXDQ PHQMDGL SHGRPDQ DWDX LGHRORJL \DQJ
PHPEDWDVLNLSUDKSHUHPSXDQVDPSDQJSDGDUDQDKSXEOLN
% 6$5$1
3HUPDVDODKDQ WHUNDLW GHQJDQ NLQHUMD DQJJRWD OHJLVODWLYH VDPSDQJ
GDODP PHPSHUMXDQJNDQ SHUDWXUDQ GHDUDK WHQWDQJ SHPEHUGD\DDQ
SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN GLGRPLQDVL ROHK VWLGDN DNWLIDQQ\D
DQJJRWD OHJLVODWLYHSHUHPSXDQGDODPPHQ\LNDSLSHUPDVDODKDQ \DQJDGD
$GDSXQVDUDQGDODPSHQHOLWLDQLQLDGDODK




 'LQDV 3HPEHUGD\DDQ 3HUHPSXDQ GDQ 3HUOLQGXQJDQ DQDN
GLKDUDSNDQ XQWXN PHQMDGLNDQ SHUDWXUDQ GDHUDK WHUNDLW GHQJDQ
SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ GDQ SHUOLQGXQJDQ DQDN VHEDJDL DFXDQ
XQWXN PHQ\LNDSL SHUPDVDODKDQ WHUNDLW SHPEHUGD\DDQ SHUHPSXDQ
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+DVLO ZDZDQFDUD GHQJDQ %DSDN 6RKHEXV 6XOWKRQ GL NDQWRU '35' VDPSDQJ
WDQJJDODJXVWXV






,FKVDQ )DFKUL .HPKD\ )XQJVL 3HQJDZDVDQ 'HZDQ 3HUZDNLODQ 5DN\DW 'DHUDK
7HUKDGDS 3HQLQJNDWDQ 3HQGDSDWDQ$VOL'DHUDK 'L.DEXSDWHQ.HSXODXDQ
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